KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH LAMPUNG
JI. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG

A

PENGAYOMAN Telepon 1 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
Laman : https://lampung.kemenkumham.go.id
Nomor - W.9.PR.04.04 - 51 04 Januari 2024
Lampiran : 1 ( Satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lingkungan Kantor Wilayah Lampung Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di -
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Tahun 2023.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Sorta Delima Lumban Tobing
NIP. 19680205 199003 2 001

Tembusan :

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Direktur Jenderal Imigrasi;

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;

0. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan
petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023.

‘ 4 Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

4 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

L4 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

¥
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il W Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
*A menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah

N Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 sebagai bentuk
LN DRLEREY  pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan

>,

- tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh
mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan
akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Lampung pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab
dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,
serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Kepala Kantor Wilay

i : ",Sof a Delima’Lumban Tobing
19680205 199003 2 001
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Lampung berisikan tentang Capaian Kinerja dan Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah
Lampung sepanjang Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan di
Tahun 2023.

Tahun 2023, merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Secara keseluruhan
kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berserta Jajaran telah tercapai
dengan baik sesuai indikator yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dan Target
Kinerja (Tarja) Tahun 2023 yang tercermin dari hasil realisasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.
2. Target Kinerja (Tarja) Tahun 2023 yang telah mencapai target atau bahkan melebihi target.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Tahun 2023 masih menghadapi beberapa tantangan namun dapat diselesaikan dan
berjalan dengan baik.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 mencapai 98.79% atau sebesar Rp.
254.076.544.269,- (http://spanint.kemenkeu.go.id) Tanggal 04 Januari 2024 pukul 15.40 WIB)
dari total anggaran sebesar Rp. 257.178.360.000,-. Namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan
dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana, maka dapat dikatakan pelaksanaan program

kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan dengan sangat baik dan efisien.

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi
dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN
merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk
itulah LKjIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas
pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan
terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.
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A. Latar Belakang
a. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang merupakan
Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah
bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis
dengan instansi terkait.

Dalam kegiatan konsolidasi dan koordinasi internal dilaksanakan dengan seluruh
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung baik dengan
pejabat struktural dan pegawai di Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis maupun
melalui monitoring, peninjauan dan pengarahan pada jajaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
dan Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Lampung.

Kegiatan koordinasi dan kolaborasi eksternal dilaksanakan melalui koordinasi dengan
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Lampung,
Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh stakeholder di Propinsi Lampung. Khusus dengan aparat
penegak hukum di Propinsi Lampung koordinasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (DILKUMJAKPOL) sebagai
sarana proses penegakkan hukum dalam Integrated Criminal Justice System di wilayah
Provinsi Lampung.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good
governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik
dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip
good governance. Salah satu perwujudan Good Governance, pemerintah dituntut untuk
meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah
satu dari prinsip-prinsip Good Governance. United Nations Development Program (UNDP)
mengajukan sembilan karakteristik Good Governance yang salah satunya adalah accountability
(akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas
penerapan good governance dalam acuan umum penerapan Good Governance pada sektor
publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk itulah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud
pertanggungjawaban tugas pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai tujuan sasaran dan program yang realitas
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Sehingga penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi
pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri,
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melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi
yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Kantor Wilayah berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

b. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas
adalah menjadikan Peningkatan Produktivitas Sebagai Prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak
lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah
bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa
masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi
adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa,
tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi
pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berdasarkan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:
Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :
1. Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
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Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan
Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi
Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

https://lampung.kemenkumham.go.id/ S, ) JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung
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“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan
Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk
Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Visi dan Misi tersebut
diatas.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum
dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Lampung, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan
peraturan perundang-undangan”

Fungsi: 1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan
Intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan
pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan
hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang
Pemasyarakatan;

5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan,
pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Organisasi

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor
14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang
tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum
tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari
Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang
telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri
yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dahulu bernama Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman Lampung, berdiri pada tahun 1982 berdasarkan
KEPMENKEH RI Nomor M-868.KP.04.10 Tanggal 07 April 1982.
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Pada saat itu Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bengkulu masih
bergabung dengan Propinsi Lampung, namun pada Tahun 1985 Propinsi Bengkulu tidak
bergabung lagi dengan Propinsi Lampung. Seiring berjalannya waktu, Kementerian
Hukum dan HAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni:

1. Departemen Kehakiman (1945 - 1999);

2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999 - 2001);
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001 - 2004);
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 - 2009);
5

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009 sampai dengan sekarang).

Lapas Way Kanan

Rutan Menggala

=
b ' Lapas Gunung Sugih

Lapas Anak Kotabumi 1

Rutan Kotabum: ‘ '

Rupbasan Kotabumi / “tah »1

Kanim Kotabumi . g Lapas Metro

' Rupbasan Metro

Bapas Metro

Rutan Sukadana

1 | LPKA Lampung ]

N\
%
.

3 7%,

B P

g Cra

Lapas Kota Agung
Rutan Kota Agung

u v

PR chen

Yo Rate

Lapas Bandar Lampung
Lapas Narkotika

2 Iw. Rakota Ko
Lapas Perempuan - Rakara Lapas Kalianda
Rutan Bandar Lampung Kanim Kalianda
Bapas Bandar Lampung

Rup Basan B Lampung
Kanim B Lampung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki 26 (dua puluh
enam) Unit Pelaksana Teknis terdiri 10 (sepuluh) Lembaga Pemasyarakatan, 6 (enam)
Rumah Tahanan Negara, 4 (dua) Balai Pemasyarakatan, 3 (tiga) Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi sebagai berikut:

i. Lembaga Pemasyarakatan:
1. LAPASKlas I A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. LAPASKlas II A Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).
3. LAPASKIas I A Metro (Kota Metro).
4. LAPAS Anak Klas II A Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
. LAPAS Klas II B Kota Agung (Kabupate

2
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ii.

iii.

iv.

LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
LAPAS Wanita Klas IIA Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
Lapas Kelas [IB Way Kanan (Kabupaten Way Kanan).

Lapas Kelas III Gunung Sugih (Kabupeten Lampung Tengah).

10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB (Kabupaten Pesawaran).

© @ N o

Rumah Tahanan Negara

RUTAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
RUTAN Sukadana (Kabupaten Lampung Timur).

RUTAN Menggala (Kabupaten Tulang Bawang).

RUTAN Krui (Kabupaten Pesisir Barat).

RUTAN Kotabumi (Lampung Utara).

RUTAN Kota Agung (Kabupaten Tanggamus).

o Uk W

Balai Pemasyarakatan

1. BAPAS Klas Il Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. BAPAS Klas IT Metro (Kota Bandar Metro).

3. BAPAS Klas Il Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).

4. BAPAS Klas II Pringsewu (Kabupaten Pringsewu).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

1. RUPBASAN Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. RUPBASAN Klas II Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. RUPBASAN Kilas Il Metro (Kota Metro).

Kantor IMIGRASI

1. Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung (Kota Bandar Lampung).
2. Kantor Imigrasi Klas II Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara).
3. Kantor Imigrasi Klas III Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
terdiri atas:

a.

O pelayanan

https://lampung.kemenkumham.go.id/

Divisi Administrasi:
1) Tugas :

i. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan
dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Sekretaris Jenderal.

2) Fungsi :
i. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.

ii. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.

iii. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi.

iv. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan
keuangan, dan barang milik negara.

v. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan_masyarakat, protokol,
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vi. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia di lingkungan Kantor Wilayah.

vii. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor
Wilayah.

b. Divisi Pemasyarakatan:

1) Tugas
i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di
wilayah.

2) Fungsi

i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan
narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan
pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan,
perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang
rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

ii. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja
produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi
informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan
rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta
keamanan dan ketertiban.

iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Pemasyarakatan.

iv. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan
Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi
dengan Divisi Administrasi.

C. Divisi Keimigrasian:

1) Tugas
i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.

2) Fungsi

i. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis

dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi
informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

ii. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan
teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Keimigrasian.

iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan

Divisi Administrasi.
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Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia:
1) Tugas

i. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang

bersangkutan di wilayah.
2) Fungsi

i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan
administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan
pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerabh, fasilitasi
analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi
manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan
pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan
pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan
pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan,
penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

ii. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan
kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi
pembentukan produk hukum daerabh, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum
di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah,
pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang
hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan
tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti,
serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

iii. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

iv. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Keempat Divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian
/ subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

a) Bagian Umum
i) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
ii) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
b) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
i) Subbagian Program dan Pelaporan
ii) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi
Informasi
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2) Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

a)

b)

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

i) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

ii) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan,
Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

i) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

ii) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

3) Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

a)

b)

Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
i) Subbidang Perijinan Keimigrasian

ii) Subbidang Informasi Keimigrasian
Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
i) Subbidang Intelijen Keimigrasian

ii) Subbidang Penindakan Keimigrasian

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

a)

b)

Bidang Pelayanan Hukum

i) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

ii) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Hukum

i) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

ii) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum

Bidang Hak Asasi Manusia

i) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

ii) Subbidang Pengkasian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM
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Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar berikut ini:

Kepala
Kantor Wilayah

Divisi Administrasi

Subbagian Subbagian
Penyusunan Program Kepegawaian dan TU

Subbagian
Penyusunan Pelaporan,
Humas, dan Teknologi
Informasi

Subbagian
Keuangan dan
Perlengkapan

Bidang Intelijen, Penindakan,
Informasi, dan Sarana Bidang Pelayanan Hukum Bidang HAM
Komuni kasi Keimigrasian

Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang
Pembinaan, Bimbingan Keamanan Intelijen dan Penindakan Pelayanan Administrasi Fasilitasi Pembentukan Pemajuan HAM

PAS, Pengentasan Anak IS e O D Kelmigrasian Hukum Umum dan HKI Produk Hukum Daerah

Subbidang
Subbidang Perawatan Narapidana/ Subbidang Subbidang Subbidang
Registrasi, Informasi dan  Tahanan, dan Pengelolaan lzin Tinggal Status Informasi, dan Sarana Penyuluhan dan Bantuan

Komunikasi Basan dan Baran Keimigrasian Komunikasi Keimigrasian Hukum

o o Jomre i ] e [ oo ] e

Kelompok Jabatan
Fungsional

Subbidang Subbidang
Dokumentasi dan Pelayanan, Pengkajian
Informasi Hukum dan Informasi HAM

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan
program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung didukung
oleh sumber daya manusia yang menjunjung tinggi profesionalisme dan berkompetensi tinggi.
Dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, yang belum terdapat Satuan Kerja
Pemasyarakatan maupun Imigrasi adalah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat (4 Kabupaten).

Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung per-tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 menunjukkan terdapat 1.911 Pegawai yang
tersebar di 27 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki
193 pegawai yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG)
tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,
berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

INFOGRAFIS PEGAWAI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Gender

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1.452 437 1.889

O
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Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi
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DIVISI LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Administrasi 31 37 68
Pemasyarakatan 13 14 27
Keimigrasian 12 9 21
Pelayanan Hukum dan HAM 38 39 77

Jumlah 94 100 194
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Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Divisi
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Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan

Jumlah

Golongan Jumlah
II/a 2
11/b 7
Il/c 3
11/d 3
I1I/a 26
I11/b 31
Il /c 57
111/d 29
IV/a 20
IV/b 11
IV/c 5
IvV/d 0

Jumlah 194

Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Golongan
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Pegawai Kantor Wilayah Berdasarkan Jabatan

Jabatan Jumlah
Struktural 32
JET 84
JFU 78
Jumlah 194

Kantor Wilayah Lampung memiliki PPNPM yang bertugas pada Kantor Wilayah yaitu :

No Tugas LAKI-LAKI | PEREMPUAN
1 | Pramusaji 6 3
2 | Driver 5 0
3 | Security 8 0
4 | Teknisi 1 0
Jumlah 20 3

Berikut data jumlah pegawai Jajaran Kantor Wilayah Lampung :

JENIS KELAMIN
NO SATUAN KERJA JUMLAH
L P
1. | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung 101 97 198
2. | Lapas Kelas I Bandar Lampung 133 33 166
3. | Lapas Narkotika Kelas I[IA Bandar Lampung 128 18 146
4. | Lapas Kelas IIA Metro 87 19 106
5. | Lapas Kelas IIA Kalianda 79 5 84
6. | Lapas Kelas IIA Kotabumi 61 5 66
7. | Lapas Kelas IIB Kotaagung 50 10 60
8. | Rutan Kelas I Bandar Lampung 107 18 125
9. | Rutan Kelas IIB Manggala 57 5 62
10. | Rutan Kelas IIB Krui 45 8 53
11. | Rutan Kelas IIB Sukadana 58 4 62
12. | Bapas Kelas Il Bandar Lampung 35 33 68
13. | Bapas Kelas Il Metro 36 19 55
14. | Rupbasan Kelas Il Metro 16 5 23
15. | Rupbasan Kelas I Bandar Lampung 21 9 30
16. | Rupbasan Kelas II Kotabumi 13 2 15
17. | Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung 37 31 68
18. | Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung 28 66 94
19. | Rutan Kelas IIB Kotabumi 51 8 59
20. ’L{pas Kelas IIB Waykanan 59




JENIS KELAMIN
NO SATUAN KERJA JUMLAH
L P
21. | Kanim Kelas III Non Tpi Kalianda 17 2 19
22. | Kanim Kelas II Non Tpi Kotabumi 24 4 28
23. | Rutan Kelas IIB Kota Agung 44 6 50
24. | LPKA Kelas Il Bandar Lampung 63 9 72
25. | Bapas Kelas Il Pringsewu 21 6 27
26. | Bapas Kelas Il Kotabumi 16 3 19
27. | Lapas Kelas IIB Gunung Sugih 69 6 75
JUMLAH 1452 437 1889

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presidan Republik Indonesia Npmor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan
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penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Memberikan informasi Target Kinerja dan Capaian Kinerja yang terukur pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya
serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain melaksanakan pembinaan
Pemasyarakatan dan Keimigrasian diwilayah, juga berperan penting dalam perjalanan dan
perkembangan produk hukum di daerah. Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum,
sangat ditentukan berbagai aspek. Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak
tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi
manusia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam pelaksanaan peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan koordinator harmonisasi
dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, maka kegiatan
inventarisasi produk hukum daerah menjadi penting sebagai dasar mengembangkan
pengelolaan dan pelayanan database produk hukum daerah. Dengan tertatanya database
diharapkan dapat meningkatkan peran Kantor Wilayah dalam pembangunan sistem hukum
nasional. Kendala saat ini adalah bagaimana pengelolaan dan pelayanan database peraturan
perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini, peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor penghambat. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di
daerah telah berjalan dengan baik namun terus berusaha maksimal dalam peningkatan
layanan hukum di daerah. Serta meningkatnya Kesadaran hukum Masyarakat melalui
pembentukan Desa Sadar Hukum.

E. Isu Strategis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung selama satu tahun periode tahun 2023, terdapat beberapa Isu Strategis /
Permasalahan Organisasi yang dialami antara lain:

Isu Strategis / Kondisi yang Langkah Strategis
Permasalahan diharapkan
Organisasi

Belum meratanya Tiap Kab/Kota memiliki | Melakukan Sosialisasi tentang
persebaran Organisasi OBH yang terakreditasi peraturan pemberian bantuan
Bantuan Hukum (OBH) hukum kepada para OBH dan
kab/kota di Provinsi mendorong OBH untuk
Lampung (beberapa mendaftar ke Kanwil Hukum dan
kab/kota tidak memiliki HAM

()
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mendapat pembinaan
terkait desa sadar hukumi

pembinaan terkait desa
sadar hukum

OBH terakreditasi) dan Terbukanya akses | Perlu ditingkatkan sinergitas
belum optimalnya seluas-luasnya kepada | antara OBH dengan Aparat
sinergitas antara OBH OBH untuk memberikan | Penegak Hukum serta
dengan Aparat Penegak Bantuan Hukum oleh | pejabat/pegawai Lapas/Rutan
Hukum dalam pemberian | APH dalam  pemberian  bantuan
bantuan Hukum hukum

Belum semua desa di | Semua desa di Provinsi | Perlu sinergitas dengan
Provinsi Lampung belum | Lampung mendapat | Pemerintah daerah dalam

pembinaan desa sadar hukum

Kurangnya Pemahaman
Masyarakat, Pemerintah
Daerah / Stakeholder
terkait pentingnya
perlindungan Kekayaan
Intelektual

Masyarakat, Pemerintah
Daerah / Stakeholder
memahami pentingnya
perlindungan Kekayaan
Intelektual

Sosialisasi Kekayaan Intelektual
kepada masyarakat

Belum sinkronnya data
Notaris antara Ditjen AHU

Sinkronnya Data Notaris
pada Ditjen AHU dan

Dibangunnya sistem data notaris
yang terintegrasi antara Ditjen

pelanggaran Tatib dalam
Lapas/rutan oleh WBP

dan Kanwil Kanwil AHU dan Kanwil

Belum adanya ruang | Kanwil memiliki ruang | Kanwil menyediakan ruang arsip
penyimpanan arsip | arsip protokol notaris protokol

protokol notaris

Masih terjadinya | Lapas/Rutan Zero HP Lapas/Rutan membutuhkan Alat

deteksi untuk mencegah
masuknya HP dalam blok hunian

pejabat Teknis di Kantor
Imigrasi

kantor
terpenuhi

imigrasi

dalam Blok

Tiap Kabupaten Kota | Lampung Membutuhkan | Pengadaan = Gedung  Kantor
memeliki Bapas sesuai UU | 10 Kantor BAPAS baru BAPAS

Pas dan KUHP

Masih adanya kekosongan | Seluruh pejabat teknis di | Pejabat Teknis Imigrasi

ditetapkan oleh pejabat pusat
agar dapat memenuhi kebutuhan
ideal;

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
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Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ,
latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian
dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu
strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung .

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun
setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisisa atas
capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja
tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.
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A. Rencana Strategis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH LAMPUNG 2020-2024

= REFORMASI
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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

MENIMBANG : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam
melaksanakan program dan kegiatan kerja;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan
perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator
kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia tahun 2020 - 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
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MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG RENCANA
STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra
Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat
penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah Kkebijakan, strategis,
kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana
pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024

2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen
perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah
Kemenkumham Lampung

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan

2. visi, misi, dan tujuan ;

3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka
kelembagaan .

4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan

5. penutup

(%)
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat Kkekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NIP. 19610513 198203 1 001

BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI
Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan
adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi
kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya
membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati
pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered,

menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan
bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan
pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:
1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat

peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
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3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan

2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang
Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi

yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan
jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan
Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-
2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan

Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi

dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi
Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :
e Misike-6:

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e Misike-7:

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
e Misike-8:

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi

Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab
terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-
undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari
misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum
yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang
aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda

O
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biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu)
regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya
mengatur hal yang sama )

b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas
dibandingkan kuantitas

C. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan

d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan
Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-
undangan berbasis teknologi informasi

e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.

f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai

dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan
publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula
dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, khususnya dibidang
administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan
pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang
pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi
positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB)
Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas
pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan
melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis
elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara

berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat
dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain
harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa
dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,
yaitu :

e Dibidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual

yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan
intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu
mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional

e Dibidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui

penindakan atas pelanggaran dokumen kei r ‘}ian se “melirl kedaulatan
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Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan

e Dibidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara
dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk
menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan
sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan
melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara
berkesinambungan

e Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama
penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah
pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah
mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi
penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan,
pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan
pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang
Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan,
menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum
masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari
penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran
hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari
meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan
Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai salah satu
intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan
pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati
dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan
HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan,
perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan
publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di
Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem
hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan
aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan
berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang
dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi

untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki

. ()
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mereka (collective undertakings)

b. membangun kesadaran hokum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan
individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasikan diri di dalam hubungannya
dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expressioan)

c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam
berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (matual
obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan
kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses

keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan
Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk ikut
menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dan pemasyarakatan dengan
tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga
stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan
peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah
dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh
Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka
tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas
keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan
Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis
dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan men, money,
materials, machines, and methods (5M) secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber
daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang
paling menentukan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.
Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat
diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. Materials terdiri dari bahan yang
akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang
ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu
sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah
dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk
memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan
efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya.
Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan
dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai
pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitgssfasilitas yan \ RDenggunaan
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waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi
birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun

2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan
nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan
terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk
mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, khususnya di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi
hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,
bertujuan untuk mendorong inovasi Kkreativitas masyarakat melalui peningkatan
permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-
hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak
asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita
untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara
dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas
dan tinggal di Indonesia

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang
berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk
meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan,
yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan
kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang

kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM,
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Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh
Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai
serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya
dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan
eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran,
yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan
peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam
pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan
efisien

SS 9 - Meningkatkan efektivitas organisasi
SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hokum dan HAM

Ss 11 - Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efesien .

PETA STRATEGI — LEVEL ORGANISASI

External Stakeholders:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI « K/LIPD
MANUS'A « Masyarakat
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= : : pemenuhan HAM

External
Stakeholders

Pembentukan dan Penataan Pelay PublikdiB gakan Huk Peningkatan Kesadaran
Peraturan Perundang- Hukum 18P [SES) Hukum dan Pemajuan HAM
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RERLIED, 1BP2. {554)
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Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaa misi

Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

1. Penegakan 1. Menyusun Terciptanya kondisi 1. Meningkatkan peran
sistem hukum peraturan bangsa yang aman, dalam  memberikan
yang bebas perundang- tertib dan teratur yang keadilan,
korupsi, undangan yang | berlandaskan kemanfaatan dan
bermartabat berkualitas dan | peraturan perundang- kepastian hukum
dan terpercaya melindungi undangan (SS1)

kepentingan 2. memastikan

nasional terpenuhinya
peraturan
perundang-
undangan yang
sesuai dengan azas
pembentukan

peraturan perundang
(SS3)

2. Menyelenggaraka | Meningkatnya Memastikan pelayanan
n pelayanan | kepuasan masyarakat | publik di bidang hukum
publik  dibidang | terhadap layanan sesuai dengan asaz
hukum yang | hukum yang diberikan | penyelenggaraan
berkualitas oleh kementerian pelayanan publik (SS4)

hukum dan ham

3. Melaksanakan

penegakan dan pertumbuhan penegakkan hukum
hukum yang | ekonomi indonesia yang mampu menjadi
menjadi melalui inovasi dan pendorong inovasi
pendorong kreatifitas serta dan kreativitas
inovasi, menciptakan stabilitas dalam pertumbuhan
kreativitas, dan | keamanan negara ekonomi nasional
pertumbuhan (SS5)

ekonomi o [kutberperan serta
nasional, serta dalam menjaga
berperan dalam stabilitas keamanan

menjaga stabilitas
keamanan negara

Meningkatnya investasi

e Memastikan

dan kedaulatan
NKRI(SS6)

manusia yang
berkelanjutan

2. Perlindungan Melaksanakan Meningkatnya e Mengoptimalkan
bagi segenap peningkatan kesadaran hukum dan peran dalam
bangsa dan kesadaran hukum, memastikan penghormatan,
memberikan rasa | penghormatan, terimplementasikannya perlindungan, dan
aman pada setiap | perlindungan dan kebijakan nasional yang pemenuhan HAM
warga negara pemenuhan hak asasi | mendorong (SS2)

penghormatan,

N
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e Meningkatnya




perlindungan dan dan pemajuan HAM

pemenuhan HAM bagi masyarakat dan
masyarakat dan
aparatur (SS7)

3. Pengelolaan Melaksanakan tata Terwujudnya Meningkatnya SDM
pemerintahan laksana pemerintahan | Kementerian Hukum kementerian hukum
yang bersih, yang baik melalui dan HAM menjadi dan HAM yang
efektif dan reformasi birokrasi organisasi yang solid, unggul dan berdaya
terpercaya dan kelembagaan bertanggung jawab, saing (ss8)

efisien dan efektif dan e Membangun budaya
dapat bersinergi secara kerja yang
konstruktif berorientasi kinerja
dan pelayanan (SS9)
e Meningkatkan
efektivitas organisasi
(SS10)
e Meningkatkan
pemanfaatan TI
untuk layanan
hukum dan HAM
(SS11)
e Mengoptimalkan
pemanfaatan
anggaran (SS12)
Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis
SASARAN STRATEGIS 1
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas
pembentukan peraturan perundang-undangan
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Terpenuhi Indeks Program Terbentukny | Presentase (%) | e  Fasilitasi e Persentasi
nya kualitas pembentuk | a Peraturan Rancangan Perancanga fasilitasi
peraturan perundang- an Regulasi | Perundang- Peraturan n Peraturan perancangan
perundang | undangan undangan Perundang- Daerah dan Perda oleh
-undangan yang undangan yang Pembinaan Kantor
yang sesuai berkualitas diselesaikan Perancang Wilayah
dengan sesuai dengan Peraturan Kemenkumha
azas perencanaan Perundang- m
pembentuk undangan e Jumlah
an e Terfasilitasi terselesaikann
peraturan nya ya kebijakan
perundang rancangan teknis fasilitasi
-undangan produk perancangan
hukum  di Perda dan
daerah pembinaan
perancang
peraturan
perundang-
undangan
e Jumlah
peningkatan
(o) Rasitas dan

\
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pembinaan
tenaga
perancang
peraturan
perundang-
undangan
e Persentase
pemutakhiran
data dan
informasi
perancang
peraturan
perundang-
undangan
Persentase
rancangan
perda yang
difasilitasi oleh
kantor wilayah

kemenkumha
m
Jumlah Tenaga | Terselenggarany | Jumlah
Perancang a pembinaan | peningkatan
Peraturan perancang kapasitas
Perundang- peraturan pembinaan
undangan perundang- tenaga
Mendapatkan undangan perancang
Pembinaan peraturan
perundang-
undangan
Terwujudnya | Indeks e Terpenuhinya | e Persentase
pembinaan kepuasan kebutuhan anggota |DIH
dan masyarakat masyarakat yang
pelayanan atas pelayanan atas berpartisipasi
hukum dokumentasi tersedianya aktif
hukum dokumentasi e Persentase
dan informasi layanan
hokum yang perpustakaan

lengkap dan
akurat  serta
cepat dan
mudah diakses
masyarakat

e Terselenggara
nya
pembinaan
hukum di
seluruh
wilayah

baik secara
online maupun
offline
terhadap
pengunjung

e Jumlah
kegiatan
perencanaan
pembentukan
dan
pemantauan
produk hukum
daerah

e Indeks
kepuasan
masyarakat
atas pelayanan
dokumentasi
hukum

O
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SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

N

SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Mengoptim | Indeks Pemajuan Meningkatny | Persentase e Tersedianya e Jumlah
alkan pembanguna | dan a kebijakan keberhasilan informasi dan pemerintah
peran n bidang penegakan | pembanguna | pelaksanaan dokumentasi daerah yang
dalam HAM HAM nyang aksi HAM HAM yang melaksanakan
penghorma berprespektif | ditingkat digunakan program aksi
tan, HAM daerah oleh HAM
perlindung masyarakat ¢ jumlah
an, dan e Meningkatnya kab/kota
pemenuha jumlah peduli HAM
n HAM pemerintah e Jumlah
daerah yang instansi
melaksanakan pemerintah
program Aksi yang
HAM menindaklanju
ti hasil
diseminasi dan
penguatan
HAM melalui
pelayanan
publik
berbasis HAM
Meningkatnya Tersedianya
rekomendasi rekomendasi
perlindungan Pelindungan dan
dan pemenuhan Pemenuhan Hak
HAM di wilayah Asasi
Manusia Di
Wilayah
Persentase Meningkatnya Persentase
Kab/Kota jumlah Kab/Kota | Kab/Kota Peduli
Peduli HAM PeduliHAM HAM
Persentase Meningkatnya Persentase
penanganan jumlah dugaan dugaan
dugaan pelanggaran pelanggaran
pelanggaran HAM yang HAM yang
HAM yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
ditindaklanjuti | oleh pemangku oleh pemangku
oleh pemangku | kepentingan kepentingan
kepentingan
Persentase e Meningkatnya | e Persentase
instansi jumlah instansi
pemerintah instansi pemerintah
yang pemerintah yang
menindaklanju yang menindaklanju
ti hasil menindaklanju ti hasil
Diseminasi dan ti hasil Diseminasi
Penguatan Diseminasi dan Penguatan
HAM dalam dan Penguatan HAM dalam
bentuk HAM dalam bentuk
pelayanan bentuk pelayanan
publik berbasis pelayanan publik
HAM berbasis HAM

publik
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e Meningkatnya
kerja sama
HAM yang
ditindaklanjuti

e Persentase
kerja sama
HAM yang
ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan

O
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(%)

Pelayanan Publik
SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Memberika | Indeks Program Terwujudnya | Persentase e Meningkatnya | e Persentase
n Kepuasan Penegakan | pelayanan penyelesaian jumlah PNBP peningkatan
pelayanan Masyarakat dan publik di layanan Administrasi PNBP
publik di Terhadap Pelayanan bidang administrasi Hukum Umum Administrasi
bidang Layanan Hukum administrasi | hukum umum di wilayah Hukum Umum
hukum Publik hukum yang e Meningkatnya di wilayah
sesuai Bidang umum yang berkepastian efektivitas e Persentase
dengan Hukum berkepastian | hukum pelaksanaan penyelesaian
asas hukum tugas MPW laporan
penyelengg dan MPD pengaduan
araan masyarakat
pelayanan terkait dugaan
publik pelanggaran
perilaku dan
pelaksanaan
jabatan
Notaris di
wilayah
Terwujudnya | Indeks e Meningkatnya | e Penguatan SDP
Penyelenggar | Kepuasan Pengembanga Pemasyarakat
aan Pengguna n Layanan an dalam
Pemasyaraka | Layanan IT Pemasyarakat rangka
tan yang Pemasyarakata an mendukung Transformasi
Berkualitas n SPPT-TI layanan
(Output PN) Pemasyarakat
e Tersedianya an melalui
Kebijakan input data
Penyelenggara untuk
an pertukaran
Pemasyarakat data pada
an yang Efektif SPPT-TI
e Jumlah
Pengembanga
n layanan
Pemasyarakat
an berbasis TI
e Indeks
Efektivitas
Penggunaan
Layanan TI
e Indeks
Efektivitas
Kebijakan
Pemasyarakat
an
e Indeks
Dukungan
Manajemen
Penyelenggara

an




Pemasyarakat
an

e Layanan
Internal dan In
ternal Satker
(Overhead)

e Layanan
Perkantoran

e Jumlah
Kendaraan
Bermotor

e Jumlah
Perangkat
Pengolah Data
dan
Komunikasi

e Jumlah
Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran

e Jumlah
Gedung/Bangu
nan

e Jumlah
Layanan
Perkantoran

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Pemasyarakatan
dan Kapasitas
Hunian

Jumlah UPT
Pembangunan
Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) dan
Rumah Tahanan
(Rutan)

Terselenggarann
ya Dukungan
Layanan
Manajemen
Satker

e Tersusunnya
dokumen
rencana kerja,
anggaran UPT
Pemasyarakat
an dan
pelaporan
yang
akuntabel
tepat waktu

e Tersusunnya
dokumen
pengelolaan
BMN dan
Kerumah
tanggaan

e Terpenuhinya
data dan
peningkatan
kompetensi
pegawai
pemasyarakat
an

e Tersusunnya
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran dan
laporan
keuangan yang
akuntabel dan
tepat waktu

Indeks
Pelaksanaan
Kerja Sama
Pemasyarakata

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
di Bijd

e
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e Persentase
kerjasama
pemasyarakat
an yang
iindaklanjuti




Teknologi
Informasi dan
Kerjasama

melalui MOU,
PKS ataupun
bentuk naskah
kerjasama lain
Jumlah UPT
Pemasyarakat
an yang
melaksanakan
kerja sama
sesuai dengan
standar

Indeks
Parameter
Derajat
Kesehatan
Narapidana,
Anak, dan
Tahanan

Kualitas
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
di Bidang
Perawatan
Kesehatan dan
Rehabilitasi

Meningkatnya
Jumlah Lapas,
Rutan, LPKA
yang memiliki
klinik berizin
Meningkatnya
jumlah Kanwil
yang 50%
UPTnya
melaksanakan
kegiatan
perawatan
kesehatan
sesuai standar
Meningkatnya
jumlah UPT
Pelaksana
rehabilitasi
yang sesuai
standar
Menurunnya
persentase
angka
kesakitan
Tahanan dan
WBP di UPT
Pemasyarakat
an
Menurunnya
persentase
angka
kematian
Tahanan dan
WBP di UPT
Pemasyarakat
an
Persentase
kebutuhan
dasar Tahanan
& WBP yang
Persentase
kebutuhan
dasar Tahanan
& WBP yang
Persentase
kualitas
layanan
kesehatan
dasar Tahanan
dan WBP di
UPT
Pemasyarakat
an sesuai
standar
Persentase
Tahanan dan
BP yang




mendapatkan
akses layanan
kesehatan
lanjutan saat
dibutuhkan

Meningkatnya
Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tah
anan/Anak di
wilayah sesuai
standar

e Persentase
pemenuhan
layanan
makanan bagi
Tahanan
/Narapidana/
Anak sesuai
dengan
standar

e Persentase
Tahanan
/Narapidana/
Anak
mendapatkan
layanan
kesehatan
(preventif)
secara
berkualitas

e Persentase
Tahanan dan
Narapidana
perempuan
(ibu hamil dan
menyusui)
mendapat
akses layanan
kesehatan
maternal

e Persentase
Tahanan/Nara
pidana/Anak
yang
mengalami
gangguan
mental dapat
tertangani

e Persentase
tahanan/narap
idana lansia
yang
mendapatkan
layanan
kesehatan
sesuai standar

e Persentase
tahanan/narap
idana/anak
berkebutuhan
khusus
(Disabilitas)
yang
mendapatkan
layanan
kesehatan
sesuai standar

()
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Meningkatnya
Pengendalian
Penyakit
Menular di
wila

Persentase
keberhasilan
penanganan
penyakit
pnular HIV-




standar (Output
PN)

jumlah virusnya)
dan TB Positif

(berhasil
sembuh)
Meningkatnya Persentase
Narapidana perubahan
Peserta kualitas hidup
Rehabilitasi pecandu/penyal
Narkotika yang ahguna/korban
menglami penyalahgunaan
Peningkatan narkotika
Kualitas Hidup
(Output PN)
Persentase Indeks e Meningkatnya | e Indeks
perubahan Kepuasan kepuasan Unit Kepuasan
kualitas Masyarakat Pelaksana Internal Unit
hidup terhadap Teknis Pelaksana
pecandu/pen | Layanan Keimigrasian Teknis
yalahguna/k | Keimigrasian terhadap Imigrasi
orban layanan di terkait layanan
penyalahgun bidang Dokumen
aan Dokumen Perjalanan,
narkotika Perjalanan, Visa dan
Visa dan Tempat
Tempat Pemeriksaan
Pemeriksaan Imigrasi
Imigrasi e Indeks
e Meningkatnya Kepuasan
kepuasan Unit Internal Unit
Pelaksana Pelaksana
Teknis Teknis
Keimigrasian Imigrasi
terhadap terkait layanan
layanan di Izin Tinggal
bidang Izin Keimigrasian
Tinggal Persentase
Keimigrasian kerja sama
e Meningkatnya keimigrasian
kualitas kerja yang
sama diimplentasika
keimigrasian n
e Meningkatnya | e Indeks
kualitas Kepuasan
pelaksanaan Masyarakat
tugas dan terhadap
fungsi Layanan
keimigrasian Keimigrasian
di Wilayah di Wilayah
e Indeks
Kepuasan
Internal di
Wilayah
e Indeks
Pengamanan
Keimigrasian
di Wilayah
Terlindungin | Peningkatan Terselenggarany | e Jumlah
ya Kekayaan | permohonan a pelayanan penyelesaian
Intelektual di | kekayaan kekayaan Penerimaan
seluruh intelektual intelektual yang Permohonan
Indonesia berkualitas di Kekayaan
kantor wilayah Intelektual
kementerian melalui kantor
hukum dan HAM wilayah

JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung




¢ Jumlah
pelaksanaan
diseminasi dan
promosi
kekayaan
intelektual
oleh kantor
wilayah

Persentase
Peningkatan
Produk KI dan
komunal yang
dilindungi (PN)

e Terlindungi
Merek dan
Indikasi
Geografis di
seluruh
Indonesia

¢ Terlindunginy
a Paten,
DTLST, dan RD
di seluruh
Indonesia

¢ Jumlah merek
dan indikasi
geografis, yang
dilindungi

e Persentase
Peningkatan
Paten, DTLST,
dan RD yang
dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas
Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN H:R;l:AR';gR PROGRAM SASARAN II:R;I‘:AR'};%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Melaksanaka | Persentase Program Terlindungin | Penurunan Terselenggarany | Jumlah
n peningkatan Penegakan | ya Kekayaan | Pengaduan a penegakan penurunan
penegakkan | penyelesaian | dan Intelektual di | Pelanggaran hukum dibidang | pelanggaran KI
hukumyang | pelanggaran | Pelayanan seluruh Kekayaan kekayaan di wilayah
mampu kekayaan Hukum Indonesia Intelektual intelektual oleh
menjadi intelektual kantor wilayah
inovasi dan secara tuntas kementerian
kreativitas hukum dan HAM
dalam yang handal
pertumbuha
n ekonomi
nasional
1. Persentase Terwujudnya | Indeks e Kualitas e Persentase
menurunn penyelenggar | Pelayanan Penyelenggara Tahanan yang
ya residivis aan Tahanan an memperoleh
2. Persentase Pemasyaraka Pemasyarakat Layanan
Klien tan yang an di Bidang Penyuluhan
Pemasyara profesional Pelayanan Hukum
katan yang dalam Tahanan ¢ Persentase
Produktif, mendukung e Meningkatnya Tahanan yang
Mandiri, penegakan Pelayanan memperoleh
Berdaya hukum Tahanan di Fasilitasi
Guna berbasis wilayah sesuai Bantuan
3. Meningkat HAM standar Hukum
nya terhadap e Persentase
pemenuha tahanan, menurunnya
n hak benda sitaan tahanan yang
Pendidikan dan barang overstaying
berkelanju rampasan
tan bagi negara,
anak narapidana,
4. Persentase anak, dan
benda klien
sitaan dan Pemasyaraka
barang tan

rampasan

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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yang
terjaga
kuantitas
dan
kualitasny
a (nilainya)
5. Persentase
tahanan
mendapatk
an
perlindung
an dan
perawatan
Indeks e Meningkatnya | e Persentase
Pengeleolaan Kualitas benda sitaan
Benda Sitaan Penyelenggara dan barang
dan Barang anPemasyarak rampasan
Rampasan atan di Bidang yang terjaga
Negara Pengelolaan kuantitas dan
Basan Baran kualitasnya
e Meningkatnya (nilainya)
Pelayanan Persentase
Pengelolaan penyelesaian
Basan Baran di status/ekseku
wilayah sesuai si basan dan
standar baran
Persentase
benda sitaan
dan barang
rampasan
yang
dikeluarkan
berdasarkan
putusan yang
berkuatan
hukum tetap
SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN

INDIKATOR

INDIKATOR

STRATEGI SASARAN PROGRAM 53(8)1(\;1;.:11\\14 SASARAN l?: é&l?le\l\l]\l Illgg (l;l](:,i.r 18\1:
S STRATEGIS PROGRAM
Ikut 1. Persentase | Program Terwujudnya | Indeks e Meningkatnya Persentase
berperan Gangguan Penegakan | penyelenggar | keamanan dan Kualitas pengaduan
serta Kemanan dan aan Ketertiban UPT Penyelenggara yang
dalam dan Pelayanan Pemasyaraka | Pemasyarakata an diselesaikan
menjaga Ketertiban | Hukum tan yang n Pemasyarakat Persentase
stabilitas 2. Persentase Aman dan an di Bidang pencegahan
keamanan penegakan Tertib Keamanan dan gangguan
dan hukum Ketertiban kamtib
kedaulatan Keimigrasi e Meningkatnya Persentase
NKRI an yang Pelayanan kepatuhan dan
maksimal Keamanan dan Disiplin

Ketertiban di
wilayah sesuai
standar

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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terhadap tata
tertib oleh
Tahanan/Nara
pidana/Anak
Pelaku
gangguan
Kamtib

Persentase
pemulihan
kondisi




Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

pasca
gangguan
kamtib secara
tuntas
Meningkatny | Indeks e Meningkatnya | e Persentase
a Stabilitas Pengamanan kualitas kualitas
Keamanan Keimigrasian produk produk
Melalui intelijen intelijen
Pencegahan, keimigrasian keimigrasian
Pengawasan e Tersusunya yang
dan kebijakan ditindaklanjuti
Penindakan penyelenggara | e Indeks kualitas
Keimigrasian an di bidang kebijakan di
pengawasan bidang
dan pengawasan
penindakan dan
Keimigrasian penindakan
Keimigrasian
SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Meningkat | Presentase Pembentuk | Terwujudnya | Presentase Meningkatnya e Persentase
kan desa/kelurah | an Regulasi | pembinaan desa/keluraha | kesadaran desa/keluraha
kesadaran | ansadar dan n sadar hukum | hukum dan akses n sadar hukum
hukum hukum yang pelayanan yang terbentuk | keadilan yang
masyaraka | terbentuk di hukum di masing- masyarakat. terbentuk di
t masing- masing wilayah masing-
masing masing
wilayah wilayah
e Persentase JF
penyuluh
hukum yang
memenuhi
standar
kompetensi
¢ Jumlah
Pengelolaan
Program
Pemberian
Bantuan
Hukum di
Wilayah
SASARAN STRATEGIS 7

Kemgw'
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SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM

Meningkat | Persentase Program Meningkatka | Persentase Terselenggarany | Persentase hasil
kan ASN yang Dukungan n Hasil Penilaian | a Penilaian penilaian
kompetens | telah Manajemen | Kompetensi Kompetensi Kompetensi bagi | kompetensi yang
i strategis memenuhi Aparatur yang Aparatur sesuai dengan
Sumber standar Hukum dan ditindaklanjuti | Kementerian standar penilaian
Daya kompetensi HAM oleh Pengguna | Hukum dan HAM | kompetensi BKN
Manusia jabatan Persentase




an Hukum Pegembangan
dan HAM Kompetensi
Aparatur
Kementerian
Hukum dan
HAM berbasis
Teknologi
Informasi
Persentase Terselenggarany | Kualitas
ASN a Pelatihan di penyelenggaraan
Kemenkumha Wilayah pelatihan
m yang
mendapatkan
pengembangan
kompetensi
SASARAN STRATEGIS 8
Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan
SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Membangu | Nilai Program Meningkatny | Indeks e Peningkatan e Prosentase
n budaya Reformasi Dukungan alayanan kepuasan kualitas pegawai yang
kerjayang | Birokrasi Manajemen | dukungan layanan pengelolaan memeproleh
berorienta manajemen internal di sumber daya hak-hak yang
si kinerja di lingkungan | lingkungan manusia terdapat di
dan Kementerian | Kementerian e Meningkatnya dalam UU ASN
pelayanan Hukum dan Hukum dan Pelayanan mulai dari
HAM HAM Ketatausahaan Recruitment
dan Kerumah sampai dengan
Tanggaan Retirement
Kemenkumha e Persentase
m pegawai yang

puas atas
layanan umum
dan layanan
perkantoran

e Tersedianya
layanan
pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor
Wilayah
Kemenkumha
m

e Meningkatnya
Layanan Data
dan Informasi
Berbasis
Elektronik

O
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e Persentase
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
yang tepat
sasaran,
akuntabel dan
transparan

e Persentase
layanan
kepegawaian
yang tepat
posisi dan
tepat waktu

e Persentase
layanan
keuangan yang
akuntabel dan
akurat

e Persentase
layanan BMN
yang
terpetakan




sesuai
kebutuhan
Persentase
layanan
ketatausahaan
yang telah
dialaksanakan
secara akurat
dan akuntabel

(o)
4
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e Persentase
publikasi
layanan
kehumasan
kepada
masyarakat
yang tepat dan
benar

e Persentase
pengadaan
saranan dan
prasarana
yang sesuai
dengan
kebutuhan

¢ Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

SASARAN STRATEGIS 9
Meningkatkan Efektivitas Organisasi
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Meningkat | Indeks Program Meningkatny | Indeks Meningkatnya e Persentase
kan efektivitas Dukungan alayanan efektivitas Kualitas Program unit kerja yang
efektivitas | organisasi Manajemen | dukungan organisasi dan telah
organisasi manajemen Penganggaran dilakukan
di lingkungan Kementerian analisa beban
Kementerian Hukum dan HAM kerja
Hukum dan ¢ Persentase
HAM unit kerja yang
telah
dilakukan
evaluasi
kelembagaann
ya
SASARAN STRATEGIS 10
Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Meningkat | e Indeks Program Meningkatny | Indeks Meningkatnya e Indeks Sistem
kan teknologi Dukungan alayanan teknologi Layanan Data Pemerintahan
pemanfaat informasi Manajemen | dukungan informasi dan dan Informasi Berbasis
an TI untuk dan manajemen komunikasi Berbasis Elektronik
layanan komunikas di lingkungan Elektronik e Persentase
hukum dan i; Kementerian tingkat
HAM e Tingkat Hukum dan downtime
downtime HAM penggunaan
penggunaa gknologi
0 teknolooi




informasi informasi dan
dan komunikasi
komunikas
;
SASARAN STRATEGIS 11
Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien
SASARAN | INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
STRATEGI SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN KEGIATAN
S STRATEGIS PROGRAM
Mengoptim | e Nilai Program Meningkatny | e Nilai SMART | e Meningkatnya | e Persentase
alkan SMART Dukungan alayanan Nilai IKPA Kualitas Satuan Kerja
pemanfaata | e Nilai IKPA | Manajemen | dukungan Program dan yang memiliki
n anggaran manajemen Penganggaran Perencanaan
secara di lingkungan Kementerian Penganggaran
efektif dan Kementerian Hukum dan berorientasi
efisien Hukum dan HAM pada hasil
HAM e Tatakelola (SMART).
keuangan yang | e Persetase
efektif dan satuan kerja
efisien yang
mendapatkan
Nilai Indikator
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
di atas 93

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM
mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja
sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta
membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang
tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi

pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

e Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai
ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan
mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan
bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem
solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang

unggul dan berkelas dunia.

e Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan




sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh
aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

e Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa
syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat,
dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun
dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan
berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

e Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata
nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai.

e Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi,
berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi
dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif

untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. KESELARASAN RENCANA STRATEGIS PADA PERJANJIAN KINERJA

No Program./ Sasaran Tt AL (e Berme Rencana Strategis Penanggung|
Kegiatan Jawab
(1) (2) (3) “4) (5)
1 [Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kementerian Divisi
Hukum dan HAM Administrasi
1. Meningkatnya l.a. Persentase Pelaksanaan 1. Membangun
pelaksanaan layanan Rencana  Aksi  Reformasi| budayakerjayang
Dukungan Manajemen Birokrasi di lingkup Kantor b.eror.ientasi o
dan Reformasi Birokrasi Wilayah Kementerian Hukum| Kinerja organisasi
di Lingkup Kantor dan Hak Asasi Manusia; Z?:l?‘c i};fjr;rr:teeé:il;c;s'
Wilayah Kementerian 1.b.Indeks kepuasan Unit Kerjal2. Meningkatkan
Hukum dan Hak Asasi lingkup  Kantor  Wilayah| efektivitas
Manusia Kementerian Hukum dan Hak| oOrganisasi
Asasi  Manusia  terhadapP: Meningkatklan
Layanan Kesekretariatan. KompeFen51
Strategis Sumber
Daya Manusia
Kementerian
Hukum dan HAM
4. Meningkatkan
Pemanfaatan TI

(%)
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No Program./ Sasaran oot AL (e Do Rencana Strategis Penanggung|
Kegiatan Jawab
1) (2) (3) 4) (5)
Untuk Layanan
Hukum dan HAM
5. Mengoptimalkan
Pemanfaatan
Anggaran Secara
Efektif dan Efisien
2 [Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Divisi
Pemasya
1. Terwujudnya 1.a. Indeks penyelenggaraan 1. Memberikan rakatan
Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah. Pelayanan Publik
Pelayanan di Bidang Hukum
p Sesuai Dengan
emasyarakatan yang
. - Asas
Berkualitas di Wilayah.

2. Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/An
ak Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup
Narapidana Peserta
Rehabilitasi Narkotika di
wilayah.

2.a. Persentase pemenuhan
layanan makanan bagi
Tahanan /Narapidana/Anak
sesuai dengan standar;

2.b. Persentase Tahanan
/Narapidana/Anak
mendapatkan layanan
kesehatan (preventif) secara
berkualitas;

2.c. Persentase Tahanan dan
Narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan
kesehatan maternal;

2.d. Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak
yang mengalami gangguan

mental dapat tertangani;

2.e. Persentase
tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar;

2.f. Persentase
tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar;

2.g. Persentase keberhasilan

penanganan penyakit menular

HIV-AIDS (ditekan jumlah

Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
2. Ikut Berperan
Serta Dalam
Menjaga Stabilitas
Keamanan dan
Kedaulatan NKRI.
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Program / Sasaran

Rencana Strategis Penanggung|

hidup
pecandu/penyalahguna/korba
n penyalahgunaan narkotika.

. Meningkatnya Pelayanan

Tahanan di wilayah sesuai
standar

3.a. Persentase menurunnya

3.b.

3.c.

tahanan yang overstaying;

Persentase Tahanan yang
memperoleh Layanan
Penyuluhan Hukum;

Persentase Tahanan yang
memperoleh Fasilitasi Bantuan
Hukum.

. Meningkatnya Pelayanan

Pembinaan Kepribadian,
Pelatihan Vokasi,
Pendidikan dan
Penanganan Narapidana
Resiko Tinggi

4.a. Persentase narapidana yang

4.b.

memperoleh nilai baik dengan
predikat memuaskan pada
instrument penilaian
kepribadian;

Persentase narapidana yang
mendapatkan hak remisi;

4.c. Persentase narapidana yang

4.d.

4.e.

mendapatkan hak integrasi;

Persentase narapidana yang
mendapatkan hak Pendidikan;

Persentase Narapidana resiko
tinggi yang berubah
perilakunya menjadi Sadar,
Patuh dan Dispilin;

No Rkt Indikator Kinerja Utama Jawab
1) (2) (3) 4) (5)
virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh);
2.h. Persentase perubahan kualitas

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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No Program./ Sasaran oot AL (e Do Rencana Strategis Penanggung|
Kegiatan Jawab
(1) (2) (3) “4) (5)

4.f. Persentase narapidana yang

memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi;

4.g. Persentase narapidana yang

bekerja dan produktif.

. Meningkatnya Pelayanan

Pengelolaan Basan Baran
di wilayah sesuai standar

5.a. Persentase benda sitaan dan

5.b.

barang rampasan yang terjaga
kualitas dan kuantitasnya;

Persentase benda sitaan dan
barang rampasan yang
dikeluarkan berdasarkan
putusan yang berkuatan
hukum tetap.

. Meningkatnya Pelayanan

Keamanan dan Ketertiban
di wilayah sesuai standar

6.a. Persentase pengaduan yang

6.b.

ditindaklanjuti sesuai standar;

Persentase gangguan kamtib
yang dapat dicegah;

6.c. Persentase kepatuhan dan

6.d.

disiplin terhadap tata tertib
oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguan kamtib;

Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

. Meningkatnya pelayanan

pembimbingan klien
pemasyarakatan dan
pemenuhan hak
pendidikan klien anak
pada luar lembaga di
wilayah sesuai standar

7.a. Persentase klien usia produktif

7.b.

yang memperoleh atau
melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga;

Persentase menurunnya Anak
yang mendapatkan putusan
pidana penjara;

7.c. Persentase klien Anak yang

terpenuhi hak pendidikannya.

. Meningkatnya

Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak di LPKA
dan Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar

8.a. Persentase Anak yang

8.b.

mengikuti kegiatan Pendidikan
keterampilan dan
bersertifikat;

Persentase Anak yang
memperoleh hak integrasi;
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Program / Sasaran Rencana Strategis Penanggung|

No Rkt Indikator Kinerja Utama Jawab
(1) (2) (3) 4) (5)
8.c. Persentase Anak yang
memperoleh Hak Pengasuhan
sesuai standar;
8.d. Persentase anak yang
mengikuti pendidikan formal
dan non formal.
9. Meningkatnya Kualitas Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi
Layanan Pemasyarakatan | Lapas / Rutan / Bapas / LPKA /
dan Kapasitas Hunian Rupbasan
3 [Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Divisi
1. Meningkatnya kualitas 1.a. Indeks Kepuasan Masyarakat [kut Berperan Serta Keimigrasian
pelaksanaan tugas dan terhadap Layanan Dalam Menjaga
fungsi keimigrasian di Keimigrasian di Wilayah; Stabilitas Keamanan
Wilayah dan Kedaulatan
1.b. Indeks Pengamanan NKRI

Keimigrasian di Wilayah

4 Program Pelayanan Hukum dan HAM Divisi
1. Meningkatnya PNBP Persentase peningkatan PNBP 1. Terpenuhinya Pelayanan
Ditjen AHU di Kantor Ditjen AHU di Kantor Wilayah peraturan Hukum dan

Wilayah perundang- HAM

undangan yang
sesuai dengan

2. Terwujudnya Persentase laporan pengaduan
penyelesaian pengaduan |masyarakat terkait dugaan ];izas
. . embentukan
masyarakat terkait pelanggaran perilaku Notaris dan peraturan
dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris di perundang-
jabatan notaris di Kantor |Kantor Wilayah yang diselesaikan | ynqangan
Wilayah 2. Mengoptimalkan
Peran Dalam
3. Terselenggaranya Indeks penegakan hukum Penghormatan,
penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah Perlindungan, dan
Kekayaan Intelektual di Pemenuhan HAM
wilayah 3. Memberikan
4. Meningkatnya 4.a. Persentase masyarakat yang Pelayanan Publik
pemahaman masyarakat memahami KI terhadap total di Bid.ang Hukum
terhadap KI di wilayah masyarakat yang mendapatkan ieszl;al Dengan
diseminasi/edukasi tentang KI
di Wilayah; Penyelenggaraaln
Pelayanan Publik
4.b. Persentase Peningkatan 4. Melaksanakan
Permohonan Kekayaan Penegakan
Intelektual di Wilayah. Hukum Yang

@) r ()

https://lampung.kemenkumham.go.id/ (b5, ) JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung




No Program./ Sasaran oot AL (e Do Rencana Strategis Penanggung|
Kegiatan Jawab
(1) (2) (3) “4) (5)

5. Terfasilitasinya
rancangan produk hukum
di daerah

Persentase rancangan peraturan
daerah yang difasilitasi oleh kantor
wilayah Kemenkumham

6. Terselenggaranya
pembinaan perancang
peraturan perundang-
undangan

Jumlah peningkatan kapasitas
pembinaan tenaga perancang
peraturan perundang-undangan

7. Meningkatnya
pemerintah daerah yang
melaksanakan program
aksi HAM

7.a. Jumlah pemerintah daerah
yang melaksanakan program
aksi HAM;

7.b. Jumlah Kab/kota peduli HAM;

7.c. Jumlah instansi pemerintah
yang menindaklanjuti hasil
diseminasi dan penguatan
HAM.

8. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
layanan pengaduan HAM
di Wilayah

Tersedianya rekomendasi
pelindungan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia di Wilayah

9. Terwujudnya analisis dan

evaluasi produk hukum di

wilayah serta fasilitasi
perencanaan perda

9.a. Jumlah analisis dan evaluasi
produk hukum yang dilakukan;

9.b. Jumlah fasilitasi Perencanaan
Perda.

10. Terwujudnya
pengelolaan
keanggotaan JDIHN di
wilayah

Persentase anggota JDIHN yang
dikelola terhadap total anggota
JDIHN di wilayah

11. Meningkatnya layanan
bantuan hukum di

wilayah

11.a. Persentase layanan bantuan
hukum litigasi yang diberikan
terhadap total permohonan
layanan bantuan hukum
litigasi;

11.b. Persentase layanan bantuan
hukum non-litigasi yang
diberikan terhadap total
permohonan layanan bantuan
hukum non-litigasi.

Mampu Menjadi
Pendorong
Inovasi dan
Kreativitas Dalam
Pertumbuhan
Ekonomi Nasional

5. Meningkatkan
Kesadaran Hukum
Masyarakat
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No Program./ Sasaran oot AL (e Do Rencana Strategis Penanggung|
Kegiatan Jawab
1) (2) (3) “4) (5)
12. Meningkatnya desa Persentase peningkatan
sadar hukum di wilayah |Desa/Kelurahan sadar hukum yang
memenubhi kriteria sebagai
Desa/Kelurahan Binaan terhadap
total usulan kantor wilayah
13. Terwujudnya Persentase rekomendasi strategi
kemanfaatan kebijakan hukum dan hak asasi
rekomendasi strategi manusia di wilayah yang
kebijakan hukum dan  [ditindaklanjuti
hak asasi manusia di
wilayah
Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a.

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan
kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

e Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancagan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan
penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-
undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni
Peraturan perundang-undangan

e Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui
kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas
Peraturan perundang-undangan

e Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam rangka
meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi

e Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan
peraturan perundang-undangan yang sedang disusun

e Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung
penyederhanaan regulasi

e Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan mempehatikan analisis
dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost
and benefit analysis/CBA)

e Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut
terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut

e Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis
teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional

e Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait

kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus

(%)
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e Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan
Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan

e Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum
dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi

e Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-
undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024

e Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design
Pembangunan Hukum Nasional (PHN)

Strategi :
1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum
e Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi
hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik
e Pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan
administrasi hukum umum dan otoritas pusat
e Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di
bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat
e Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung
penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat
2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian
dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :
e Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan
teknologi informasi
e Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat
e Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada
pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran
yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana
e Membuat kebijakan yang ramah investasi
e Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
— Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
— Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
— Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
— Pembentukan Kantor Imigrasi baru
— Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian
— Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
— Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
— Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik
atau OSS (One single submission) dengan instansi terkai
— Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari
(same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler)
— Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
— Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator
pembangunan kesejahteraan masyarakat

(%)
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. INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Sekretariat . Membangun budaya kerja yang 1. Nilai Reformasi Birokrasi
Jenderal berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Indeks efektifitas organisasi
. Meningkatkan efektivitas organisasi |3. Nilai SMART
. Mengoptimalkan pemanfaatan 4. Nilai IKPA
anggaran
2 Ditjen PP . Terpenuhinya peraturan perundang- |1. Indeks kualitas peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan azas undangan
pembentukan peraturan perundang-
undangan
3 Ditjen AHU . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
bidang hukum sesuai dengan asas Administrasi Hukum Umum
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase permintaan bantuan
. Memastikan penegakan hukum yang timbal balik dalam masalah pidana
mampu menjadi pendorong inovasi dan ekstradisi yang berhasil
dan kreatifitas dalam pertumbuhan ditindaklanjuti
ekonomi nasional
4 Ditjen PAS . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
bidang hukum sesuai dengan asas Pemasyarakatan
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase Klien Pemasyarakatan
. Ikut berperan serta dalam menjaga yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
stabilitas keamanan dan kedaulatan 3. Persentase benda sitaan dan barang
NKRI rampasan yang terjaga kuantitas dan
kualitasnya (nilainya)
4. Persentase menurunnya residivis;
5. Persentase tahanan mendapatkan
perlindungan dan perawatan
6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT
Pemasyarakatan
5 Ditjen . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
Imigrasi bidang hukum sesuai dengan asas Keimigrasian
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase penegakan hukum
Keimigrasian yang maksimal
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian
6 Ditjen KI . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
bidang hukum sesuai dengan asas Kekayaan Intektual
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase peningkatan penyelesaian
permohonan kekayaan intelektual
3. Peningkatan permohonan kekayaan
intelektual
4. Persentase Peningkatan Produk KI
dan komunal yang dilindungi
5. Penurunan Pengaduan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual
7 Ditjen HAM . Mengoptimalkan peran dalam 1. Persentase institusi pusat yang
penghormatan, perlindungan, dan melaksanakan program aksi HAM
pemenuhan HAM 2. Persentase institusi daerah yang
melaksanakan program aksi HAM
8 Inspektorat . Membangun budaya kerja yang 1. Indeks maturitas SPIP
Jenderal berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Opini Audit External atas Laporan
Keuangan
3. Indeks Persepsi integritas
9 BPHN . Terpenuhinya peraturan perundang- |1. Indeks kualitas peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan azas undangan
pembentukan peraturan perundang- |2. Persentase desa/kelurahan sadar
undangan hukum yang terbentuk di masing-
. Meningkatkan kesadaran hukum dan masing wilayah
pemajuan HAM bagi masyarakat dan |3. Persentase permohonan bantuan
aparatur hukum lltlga51 yang dilayani sesuai
dengan pe
A4 @
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Persentase permohonan bantuan
hukum non litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan
perundangundangan

10

Balitbang
Hukum dan
HAM

1. Meningkatkan efektivitas organisasi

Indeks efektifitas organisasi
Persentase rekomendasi hasil
penelitian dan pengembangan yang
dimanfaatkan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional dan
perumusan kebijakan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Persentase peningkatan sitasi KTI
yang dipublikasikan di Jurnal Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

11

BPSDM
Hukum dan
HAM

1. Meningkatkan kompetensi strategis
Sumber Daya Manusia Kementerian
Hukum dan HAM

Persentase ASN yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatan
Persentase alumni diklat yang
meningkat Kinerjanya
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1. Divisi Administrasi

%—

B. Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) 2 (©)] 4
1. |Terwujudnya layanan Indeks kepuasan layanan internal di 3,1
administratif dan fasilitatif lingkungan Kantor Wilayah
Kantor Wilayah yang efektif
dan efisien
Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp. 19.601.201.000,-

Hukum dan HAM

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian

Rp. 19.601.201.000,-

2. Divisi Pemasyarakatan

dan produktif

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) 2 3) 4)
1.

1. | Terwujudnya Indeks penyelenggaraan | 82 (Indeks)
penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan pemasyarakatan
yang berkualitas di wilayah
2. | Meningkatnya Pelayanan Persentase menurunnya tahanan 90%
Tahanan di wilayah sesuai yang overstaying
standar Persentase Tahanan yang 90%
memperoleh Layanan Penyuluhan
Hukum
Persentase Tahanan yang 90%
memperoleh  Fasilitasi  Bantuan
Hukum
3. | Meningkatnya Pelayanan Persentase narapidana yang 70%
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan
Pelatihan Vokasi, predikat memuaskan pada
Pendidikan dan instrument penilaian kepribadian
Penanganan Narapidana persentase narapidana yang 99%
Resiko Tinggi mendapatkan hak remisi
persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak integrasi
persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak Pendidikan
Persentase Narapidana resiko tinggi 17%
yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
Persentase narapidana yang 31%
memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi
Persentase narapidana yang bekerja 72%

O
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keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(11) 2 3 4)
Meningkatnya Pelayanan Persentase benda sitaan dan barang 80%
Pengelolaan Basan Baran rampasan yang terjaga kualitas dan
41 di wilayah sesuai standar kuantitasnya
Persentase benda sitaan dan barang 80%
rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan
hukum tetap
5. | Meningkatnya pelayanan Persentase klien usia produktif yang 60%
pembimbingan klien memperoleh  atau melanjutkan
pemasyarakatan dan pekerjaan di luar lembaga
pemenuhan hak pendidikan Persentase Menurunnya Anak yang 55%
klien anak pada luar mendapatkan putusan pidana
lembaga di wilayah sesuai penjara
standar Persentase klien Anak yang 35%
terpenuhi hak pendidikannya
6. | Meningkatnya Pemenuhan Persentase Anak yang mengikuti 80%
Hak Pendidikan Anak di kegiatan Pendidikan keterampilan
LPKA dan Pengentasan dan bersertifikat
Anak di wilayah sesuai Persentase Anak yang memperoleh 100%
standar hak integrasi
Persentase Anak yang memperoleh 90%
Hak Pengasuhan sesuai standar
Persentase anak yang mengikuti 90%
pendidikan formal dan non formal
7. | Meningkatnya Kualitas Persentase pengaduan yang 85%
Penyelenggaraan diselesaikan
Ei?giﬁfﬁ?ﬂg{j{%ﬁ II:erS(_entase pencegahan gangguan 80%
amtib
Persentase kepatuhan dan Disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak  Pelaku
gangguan Kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas
8. | Meningkatnya Pelayanan Persentase pengaduan yang 85%
Keamanan dan Ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar
di wilayah sesuai standar Persentase gangguan kamtib yang 80%
dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak  pelaku
gangguan kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%

O

https://lampung.kemenkumham.go.id/

(%)

JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung




%—

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
@ 2 3 4
1. |Meningkatnya Pelayanan 1. Persentase pemenuhan layanan 80%
Perawatan Narapidana / makanan bagi Tahanan
Tahanan / Anak, /Narapidana/Anak sesuai  dengan
Pengendalian Penyakit standar
Menular dan Peningkatan 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak 94%
Kualitas Hidup Narapidana mendapatkan  layanan  kesehatan
Peserta Rehabilitasi (preventif) secara berkualitas

Narkokita di wilayah 3. Persentase Tahanan dan Narapidana 97%

perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan
maternal

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak 80%
yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani

5. Persentase tahanan/narapidana lansia 85%
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar

6. Persentase tahanan/narapidana/anak 85%
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan  layanan  kesehatan
sesuai standar

7. Persentase keberhasilan penanganan 80%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh)

8. Persentase perubahan kualitas hidup 27%
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

Kegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp.664.356.000.-

3. Divisi Keimigrasian

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
@ ) (©)] 4
1. Meningkatnya kualitas 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,25 (Indeks)
pelaksanaan tugas dan terhadap Layanan Keimigrasian di
fungsi keimigrasian di Wilayah
Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di | 3,13 (Indeks)
Wilayah

@) r ()
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Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Rp.

6.276.068.000,-

Penyelenggaraan Fungsi
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Pengkoordinasian,

Pelayanan dan| Rp.

6.276.068.000,-

. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) ) 4)
1. [Terwujudnya layanan adminitrasi|1. Persentase peningkatan PNBP 5%
hukum umum di wilayah yang|Administrasi Hukum Umum di wilayah
perkepastian hukum 2. Persentase penyelesaian layanan Balai 86%
Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
2. Meningkatnya efektivitas|Persentase penyelesaian laporan pengaduan 86%
pelaksanaan tugas MKNW, MPW |masyarakat terkait dugaan pelanggaran
dan MPD perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di
wilayah
3. [Terselenggaranya pelayanan|Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor| 133 Layanan
kekayaan intelektual yang |wilayah
berkualitas di Kantor Wilayah . —— .
Kementerian Hukum dan HAM Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi 1 Lokus
kekayaan in
telektual oleh kantor wilayah
4. [Terselenggaranya Penegakan|Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran 100%
Hukum di Bidang Kekayaan|Kekayaan Intelektual
ntelektual oleh Kantor Wilayah .
Kementerian Hukum dan HAM Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan 2 Lokus
yang Handal Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang
Dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan 1
Intelektual di Wilayah Laporan
5. Rekomendasi hasil analisis|Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah 80%
strategi kebijakan hukum dan hak|sebagai bahan penelitian dan pengembangan
asasi manusia di wilayah hukum dan hak asasi manusia
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia 1 Buku
yang disosialisasikan di wilayah
6. [Terfasilitasinya rancangan|Persentase rancangan perda yang difasilitasi 80%
produk hukum di daerah oleh kantor wilayah kemenkumham
7. [Terselenggaranya  pembinaan|Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan 6 Orang
perancang peraturan perundang-|tenaga perancang peraturan perundang-
undangan undangan
8. [Terselenggaranya fasilitasi|Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan 2 Kegiatan
perencanaan serta pemantauan|dan pemantauan produk hukum daerah
dan  peninjauan/analisis dan
evaluasi produk hukum di wilayah
9. Meningkatnya kesadaran hukum|Persentase permohonan bantuan hukum 82%
serta terpenuhinya akses|litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
keadilan dan informasi hukum|perundang-undangan
masyarakat di wilayah Persentase permohonan bantuan hukum non 80%
litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76,75
(indeks)
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) (2) 3) 4)

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang 70%
terbentuk di masing-masing wilayah
Persentase website anggota JDIHN aktif yang 20%
terintegrasi dengan portal/sistem integrasi
JDIHN
10. Meningkatnya pemerintah|Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan 4 Intansi
daerah yang melaksanakan|program aksi HAM Pemerintah
program aksi HAM
Jumlah kab/kota peduli HAM 3 Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang 1 Instansi

menindaklanjuti hasil diseminasi dan| Pemerintah
penguatan HAM melalui pelayanan publik
berbasis HAM

11. Meningkatnya rekomendasi|Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan| 3 Rekomendasi
Pelindungan dan Pemenuhan|Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Kegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 7.112.319.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah ) Rp.3.416.092.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp. 1.535.857.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah Rp. 2.160.370.000,-
Program Pembentukan Regulasi Rp. 374.187.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Rp.232.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Rp. 142.187.000,-
Hukum di Wilayah

Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 233.073.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah Rp.233.073.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp. 200.621.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah Rp. 200.621.000,-
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat
keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu
organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa
tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja
tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi
yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan
dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan
sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan
dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-
RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai
instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun
anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kkinerja ini memuat target/sasaran kinerja
yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon | Kementerian Hukum dan HAM Rl yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RL
Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum
dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja
Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi
target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan
disampaikan kepala Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari
pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya
pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan
target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja = X 100%
apaian Kinerja Target Kinerja 0

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian
realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:




% pan Gdus ARee o ——— =

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencapai target/sasaran Kkinerjanya.
Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya
mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat,
sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara berkelanjutan.

Berikut Kami Sampaikan Capaian Kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :
a. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target Realisasi
(€9)] (2) (3) 4) (5)
2022 2023
1 | Terwujudnya layanan | Indeks kepuasan layanan 3,1 3,94 3,90

administratif dan fasilitatif | internal di lingkungan Kantor | Indeks
Kantor Wilayah yang efektif | Wilayah
dan efisien

Pelaksanaan Layanan telah terlaksana dengan sangat baik
dengan capaian 3,90 dari skala nilai 4,00 dan nilai diperoleh

Keterangan menggunakan aplikasi survey milik Balitbang Hukum dan
HAM yaitu aplikasi 3AS Survey Management
Kegiatan Anggaran Realisasi
Program Dukungan Manajemen Rp. 19.601.201.000,- Rp. 22,113,640,636,-
Revisi: (97,32%)
Rp. 22,723,570,000,-
Pengelolagn Administratif_ dan Fasilitatif Rp. 19.601.201.000,- Rp. 22,113,640,636,-
ﬁirll\;or Wilayah Kementerian Hukum dan Revisi: (97,32%)
Rp. 22,723,570,000,-

b. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target Realisasi
1 ) (3) (€)) (5)
2022 2023
1. [Terwujudnya Indeks penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan | pemasyarakatan di wilayah 82 85

pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah
2 1. Persentase menurunnya
tahanan yang overstaying

80% 98% 99%

. ()
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2. Persentase Tahanan

) yang memperoleh Layanan 80% 87% 95%,
Menmgkat.nya} Pelayanan | Penyuluhan Hukum
Tahanan di wilayah sesuai
standar 3. Persentase Tahanan
yang memperoleh Fasilitasi 80% 81% 95%
Bantuan Hukum
Meningkatnya Pelayanan 1. Persentase narapidana
Pembinaan Kepribadian, yang memperoleh nilai baik
Pelatihan Vokasi, dengan predikat - 70% 98,84% 80%
Pendidikan dan memuaskan pada instrument
Penanganan Narapidana penilaian kepribadian
Resiko Tinggl 2. persentase narapidana
yang mendapatkan hak remisi 99% 98,97% | 100%
3. persentase narapidana
yang mendapatkan hak 85% 9597% | 87%
integrasi
4. persentase narapidana
yang mendapatkan hak 85% 50,95% | 86%
Pendidikan
5. Persentase Narapidana
resiko tinggiyang berubah
perilakunya menjadi Sadar, 17% 96,82% | 20%
Patuh dan Dispilin
6. Persentase narapidana
yang memperoleh Pendidikan
dan pelatihan vokasi 31% | 47,09% | 40%
bersertifikasi
7. Persentase narapidana
yang bekerja dan produktif 72% 93,41% | 85%
Meningkatnya Pelayanan  |1. Persentase benda sitaan
Pengelolaan Basan Baran di [dan barang rampasan yang
wilagyah sesuai standar terjaga kualitas dan 80% 9L,92% | 91%
kuantitasnya
2. Persentase benda sitaan
dan barang rampasan
yang dikeluarkan 80% 71% 89%
berdasarkan putusan yang
berkuatan hukum tetap
Meningkatnya pelayanan (1. Persentase klien usia
pembimbingan Kklien produktif yang memperoleh 50% 79,88 60%
pemasyarakatan dan atau melanjutkan %
pemenuhan hak pekerjaan di luar lembaga
pendidikan klien anak pada [2. Persentase Menurunnya 52 49
luar lembaga di wilayah Anak yang mendapatkan 60% 0/ 55%
sesuai standar putusan pidana penjara 0
3. Persentase klien Anak 6750
yang terpenuhi hak 30% 0/ 60%
pendidikannya 0
Meningkatnya Pemenuhan [1. Persentase Anak yang
Hak Pendidikan Anak di mengikuti kegiatan Pendidikan 75% 100 % 80%
LPKA dan Pengentasan keterampilan dan bersertifikat
Anak di wilayah sesuai 2. Persentase Anak yang
standar 100% 100 % 100%

memperoleh hak integrasi

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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3. Persentase Anak yang
memperoleh Hak Pengasuhan
sesuai standar

80%

100 %

95%

4. Persentase anak Yyang
mengikuti pendidikan formal
dan non formal

80%

100 %

91%

7. | Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di Bidang
Keamanan dan Ketertiban

1. Persentase
yang diselesaikan

pengaduan

85%

100 %

100%

2. Persentase
gangguan kamtib

pencegahan

80%

96 %

100%

3. Persentase kepatuhan
dan Disiplin terhadap tata
tertib oleh Tahanan /
Narapidana / Anak Pelaku
gangguan Kamtib

85%

91 %

95%

3. Persentase pemulihan
kondisi keamanan pasca
gangguan kamtib secara
tuntas

80%

100 %

100%

8 | Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
menular dan peningkatan
kualitas Hidup Narapidanan
Peserta Rehabilitasi
Narkotika di Wilayah

1. Pesentase pemenuhan
layanan makanan bagi
tahanan/Narapidana/Anak
sesuai dengan standar

80%

100%

2. Persentase tahanan /
Narapidana /Anak
mendapatkan layananan
kesehatan (preventif)
secara berkalitas

94%

100%

3. Persentase Tahanan dan
Narapidana Perempuan (ibu
hamil dan menyusui)
mendapatkan akses layanan
Kesehatan maternal

97%

100%

4. Persentase Tahanan /
Narapidana/Anak yang
mengalami ganggunan mental
dapat tertangani

80%

95%

5. Persentase Tahanan /
Narapidana / Anak lansia yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

85%

100%

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Rp. 664.356.000,-

Rp 664.356.000

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 664.356.000,-

Rp 664.356.000

Koordinasi dilkumjakpol

Rp.48.272.000,-

Rp.48.271.500,-

Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan

Rp .50.715.000,-

Rp.50.713.886,-

Koordinasi Teknis Pemasyarakatan

Rp.16.380.000,-

Rp.11.770.790

Pameran Hasil Karya Narapidana

Rp.  750.000,-

Rp. 750.000,-

Monitoring dan Evaluasi

Rp. 136.160.000, -

Rp.70.454.000, -

Sosialisai Teknis Penyelenggaraan

Pemasyarakatandi Wilayah

Rp. 125.813.000, -

Rp.108.036.368

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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Layanan Kerjasama, Perizinan, Pengaduan dan Rp. 57.916.000,- Rp. 57.916.000,-
Informasi
Pencegahan dan Penindakan Keamanan dan Rp. 161.780.000,- Rp. 161.780.000,-
Ketertiban
Pemindahan WBP Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban| Rp. 46.570.000,- Rp. 46.570.000,-

Keterangan Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

6.1.

6.2.

Jumlah tahanan overstaying / Jumlah tahanan x 100%

Jumlah tahanan memperoleh layanan penyuluhan hukum / Jumlah tahanan x 100%
(2027 /2133 x100% =95 %)

Jumlah tahanan memperoleh fasilitasi bantuan hukum / Jumlah tahanan x 100%

(2027 / 2133 x 100% = 95 %)

Jumlah narapidana memperoleh predikat baik/ jumlah narapidana yang dinilai x 100 %
(4762 / 5348 x 100% = 89 %) Beberapa narapidana baru belum mau terbuka kepada wali
Pas, setelah beberapa minggu / bulan mulai menunjukan perubahan prilaku

Jumlah Narapidana yang mendapatkan SK remisi / Jumlah narapidana yang diusulkan
remisi x 100% (TIDAK ada kendala)

Jumlah Narapidana yang mendapatkan SK integrasi / Jumlah narapidana yang diusulkan
Integrasix 100% (87%) ( Hal ini dikarenakan narapidana belum NKRI, tidak ada penjamin,
dan narapidana mendapat Register F)

Jumlah Anak yang mengikuti pendidikan / jumlah anak x 100% (85/98 x 100% = 86%)
Ada syarat untuk melanjutkan sekolah yaitu, ijazah terakhir dan rapot terakhir, jika tidak
bisa melanjutka untuk smp/ sma, untuk Paket A bisa. Ada beberapa anak yang tidak sesuai

jurusan sekolah sma/smk terdahulu yang tidak ingin melanjutkan.

Jumlah Basan/Baran register dalam Konsi baik x 100% Jumlah Register unit
(12841 /14112x100% =91 %)

Jumlah Basan/Baran keluar / Jumlah Register Inkrah x 100%

(17400 / 19551 x100% =89%)

Jumlah Anak yang terampil. / Jumlah Anak yang mengikuti Pendidikan Keterampilan x
100% =56 /70x100% =80%

Jumlah Andikpas yang sudah keluar SK / Jumlah Andikpas yang memperoleh hak integrasi
x100% =128/ 128x100% =100 %

@) r ()
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6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Jumlah Anak yang memperoleh hak pengasuhan / Jumlah Anak x 100% =93 / 98 x 100%
=94,9%
Jumlah anak yang memperoleh hak pendidikan formal dan non formal / Jumlah anak x

100% =89 /98 x100% =91%

Jumlah Presentase 16 UPT pengaduan yang diselesaikan / 16 = 100%

Jumlah Presentase 16 UPT Pencegahan gangguan kamtib / 16 = 100%

Jumlah Presentase 16 UPT Kkepatuhan dan Disiplin terhadaptata
tertibolehTahanan/Narapidana/AnakPelaku gangguan Kamtib / 16 = 100%

Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas /Jumlah
Gangguan Kamtib X 100% = 100%

Jumlah Rata-Rata Pemenuhan Layanan Makan (tahanan/Narapidana/ Anak) / Jumlah Rata-Rata
(tahanan/Narapidana/ Anak) x 100% (5348 / 5348 x 100% = 100%)

Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak) mendapatkan layanan kesehatan secara berkualitas / Jumlah
(tahanan/Narapidana/ Anak) x 100% (5348 / 5348 x 100% = 100%)

Jumlah Tahanan/Narapidana(ibu hamil dan menyusui)yang mendapat akses layanan Maternal X 100%
Jumlah Tahanan/ Narapidana (ibu hamil dan menyusui)

= 45/45 x 100% = 100%

Penanganan Gangguan Mental = A / B x 100%

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Tahanan/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental

Jumlah (tahanan/Narapidana/ Anak/ lansia) mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah

(tahanan/Narapidana/ Anak/ lansia) x 100% (5348/5348 x 100% = 100%)

https://lampung.kemenkumham.go.id/ ‘ X 124, ) JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung




c¢. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi
(€)) (2) (3) 4) (5)
2022 | 2023
1. | Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan 3,25 3,46 3,94
pelaksanaan tugas dan Masyarakat terhadap Indeks
fungsi keimigrasian di Layanan Keimigrasian di
Wilayah Wilayah
Indeks Pengamanan 3,11 4,57 3,61
Keimigrasian di Wilayah
Kegiatan Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 6.276.068.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan | Rp. 6.276.068.000,-

Keimigrasian Lampung menerima ABT periode I Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp. 452.610.000,- (Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
sehingga pagu menjadi Rp. 1. 482.621.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta

enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Capaian Kinerja Tahun 2023 :

3.61

Satuan Kerja Realisasi Kinerja 2022 Realisasi Kinerja 2023
Indeks Kepuasan Mayarakat Target |Realisasi| Capaian (%)(Target |Realisasi |Capaian
= terhadap Layanan Keimigrasian di (%)
Wilayah
1. Divisi Keimigrasian Lampung 3,20 3,96 123,75 3,25 3,94 121,23
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar
2. 3,20 3,94 123,13 3,23 3,96 | 121,85
Lampung
Kantor Imigrasi Kelas 1l Mon TPI
3. 3,20 4,00 123 3,29 3,93 | 12092
Kotabumi
Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI
4. 3,20 3,96 123,75 3,23 3,92 | 12061
Kalianda
X100% =115,33 %

Berikut ini ada tabel nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) 2023 pada

satuan Kerja Imigrasi di Wilayah Lampung

No. Satuan Kerja Target Realisasi Ca;:Ian
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar 3,82 Indeks 122,04
1. Lampung 3,13 Indeks
2 Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI 3,13 Indeks 3,73 Indeks 119,81
i Kotabumi
3 Kantor Imigrasi Kelas Ill Nen TPI 3,13 Indeks 3,97 Indeks 114,06
Kallanda

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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d. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

5)

2022

2023

1.

Terwujudnya layanan
adminitrasi hukum
umum di wilayah yang
berkepastian hukum

1. Persentase peningkatan
PNBP Administrasi Hukum
Umum di wilayah

5%

21,5%

120%

2. Persentase penyelesaian
layanan Balai Harta
Peninggalan yang berkepastian
hukum

86%

100%

Meningkatnya
efektivitas
pelaksanaan tugas
MKNW, MPW dan MPD

Persentase penyelesaian
laporan pengaduan masyarakat
terkait dugaan pelanggaran
perilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di wilayah

86%

100%

116%

Terselenggaranya
pelayanan  kekayaan
intelektual yang
berkualitas di Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM

Jumlah permohonan KI yang
difasilitasi kantor wilayah

133
Layanan

108
Layanan

83
Layanan

Jumlah pelaksanaan diseminasi
dan promosi kekayaan in
telektual oleh kantor wilayah

1 Lokus

1 Lokus

1 Lokus

Terselenggaranya
Penegakan Hukum di
Bidang Kekayaan
Intelektual oleh Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM yang
Handal

Persentase Penanganan Aduan
Pelanggaran Kekayaan
Intelektual

100%

40%

90%

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Pencegahan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual yang
Dilakukan oleh Kantor Wilayah

2 Lokus

2 Lokus

2 Lokus

Kegiatan Pemantauan Produk
Kekayaan Intelektual di
Wilayah

1
Laporan

1
Laporan

1 Laporan

Rekomendasi hasil
analisis strategi
kebijakan hukum dan
hak asasi manusia di
wilayah

Persentase rekomendasi hasil
kajian di wilayah sebagai bahan
penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia

80%

Pusat

Pusat

Hasil penelitian hukum dan hak
asasi manusia yang
disosialisasikan di wilayah

1 Buku

1 Buku

1 Buku

Terfasilitasinya
rancangan produk
hukum di daerah

Persentase rancangan perda
yang difasilitasi oleh kantor
wilayah kemenkumham

80%

80%

94%

Terselenggaranya
pembinaan perancang
peraturan perundang-
undangan

Jumlah peningkatan kapasitas
pembinaan tenaga perancang
peraturan perundang-

6 Orang

https://lampung.kemenkumham.go.id/
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No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan | Target Realisasi
(1 (2) (3) (4) 5)
2022 2023
8. |Terselenggaranya Jumlah kegiatan perencanaan 2 2 2 Kegiatan
fasilitasi perencanaan|pembentukan dan pemantauan |Kegiatan |Kegiatan
serta pemantauan dan|produk hukum daerah
peninjauan/analisis
dan evaluasi produk
hukum di wilayah
9. |Meningkatnya Persentase permohonan 82% 94,07% | 99,91%
kesadaran hukum|bantuan hukum litigasi yang
serta terpenuhinya|dilayani sesuai dengan
akses keadilan dan|peraturan perundang-
informasi hukum|undangan
masyarakat di wilayah | Persentase permohonan | 80% 80% 98,89%
bantuan hukum non litigasi
yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Indeks  kepuasan layanan | 76,75 Pusat 78,26
bantuan hukum (indeks)
Persentase desa/kelurahan | 70% 100% 70%
sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah
Persentase website anggota | 20% 100% 20%
JDIHN aktif yang terintegrasi
dengan portal/sistem integrasi
JDIHN
10. [Meningkatnya Jumlah pemerintah daerah |4 Intansi 16 16
pemerintah daerah|yang melaksanakan program |[Pemerint |Instansi| Instansi
yang  melaksanakan|aksi HAM ah Pemerin| Pemerin
program aksi HAM tah tah
Jumlah kab/kota peduli HAM |3 Instansi 12 12
Pemerint | Instansi| Instansi
ah Pemerint Pemerinta
ah h
Jumlah instansi pemerintah |1 Instansi 23 6 Instansi
yang menindaklanjuti hasil |Pemerint | Instansi |Pemerinta
diseminasi dan penguatan HAM ah Pemerint h
melalui  pelayanan  publik ah
berbasis HAM
11. [Meningkatnya Tersedianya rekomendasi | 3 Reko 3 3
rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan | mendasi |[RekomenRekomend
Pelindungan dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah dasi asi
Pemenuhan Hak Asasi
Manusia Di Wilayah

O
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Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Program Pelayanan dan Penegakan
Hukum

Rp. 7.112.319.000,-

Rp. 6.513.977.607,-

Penyelenggaraan Administrasi |[Rp.3.416.092.000,- Rp. 3.354.709.092,-
Hukum Umum di Wilayah ) (98,20%)
Penyelenggaraan Kekayaan |Rp. 1.535.857.000,- Rp. 1.534.986.850,-
Intelektual di Kantor Wilayah (99,94%)
Penyelenggaraan Kesadaran dan |Rp. 2.160.370.000,- Rp. 1.624.281.665,-
Pemahaman Hukum di Wilayah (99,31%)

Program Pembentukan Regulasi

Rp. 374.187.000, -

Rp. 331.047.881,-

Penyelenggaraan Fasilitasi
Pembentukan Regulasi di Wilayah

Rp.232.000.000,-

Rp.215.801.835

(93,02%)
Penyelenggaraan Fasilitasi [Rp. 142.187.000,- Rp.115.246.046
Perencanaan, Pemantauan dan (81,05 %)

Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Program Pemajuan dan Penegakan
HAM

Rp. 233.073.000,-

Rp. 230.186.564,-

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di
Wilayah

Rp.233.073.000,-

Rp. 230.186.564, -
(98.76%)

Program Dukungan Manajemen

Rp. 200.621.000,-

Rp. 200.415.809, -

Penyelenggaraan  Penelitian  dan
Pengembangan Hukum dan HAM di
Wilayah

Rp. 200.621.000,-

Rp. 200.415.809, -
(99,90 %)

Keterangan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

1.1.  Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah

PNBP tahun sebelumnya, dikali 100%

11.102.227.550 — 10.461.550.000
10.573.550.000

X 100% = 0,6%

0.6%
5%

X 100% = 120%

(%)
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2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
2.1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran

perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh

laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%

23 X 100% = 100%
>3 0 = 0

Realisasi dibagitarget dikali 100%
100

—— X 100% = 1169
oo X 100% = 116%

©) O
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B. Realisasi Anggaran

%_

KEGIATAN PAGU AWAL | PAGU AKHIR | REALISASI KET
1558 - Pengelolaan Rp. Rp. Rp. Terjadi
Administratif dan Fasilitatif 19.601.201.000 |22.723.570.000 |22.179.664.607 |Perubahan
Kantor Wilayah Kementerian (97,61 %) Eg?egna;?m
Hukum dan HAM belanja sewa

dan belanja
pegawai

5252 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp. 656.424.424
Pemasyarakatan di Wilayah 664.356.000 664.356.000 (98,81 %)
5254 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp. Terjadi
Fungsi Pengkoordinasian, 1.030.011.000 [1.482.621.000 |1.469.884.552 |Perubahan
Pelayanan dan (99,14 %) ﬁ;?egna;TBT
Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah
5251 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp.
Administrasi Hukum Umum di | 3.416.092.000 [3.416.092.000 |3.354.709.092
Wilayah (98,20 %)
5253 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp.
Kekayaan Intelektual di Kantor | 1.535.857.000 |1.535.857.000 |1.534.986.850
Wilayah (99,94 %)
5250 - Rp. Rp. Rp. 216.751.835
Penyelenggaraan Fasilitasi 232.000.000 232.000.000 (93,43 %)
Pembentukan Regulasi di
Wilayah
5255 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp. 230.186.564
Pemajuan Ham di Wilayah 233.073.000 233.073.000 (98,76 %)
5256 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp. 133.703.446
Fasilitasi Perencanaan, 142.187.000 142.187.000 (94,03 %)
Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di
Wilayah
4841 - Penyelenggaraan Rp. Rp. Rp. Terjadi
Kesadaran dan Pemahaman 2.160.370.000 [1.635.490.000 |1.624.281.665 |Perubahan
Hukum di Wilayah (99,31 %) B

tercapai target
OBH, sehingga
anggaran
dialihkan oleh
UKE | ke Kanwil
lain

5248 - Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan

HAM di Wilayah

Rp.
200.621.000

Rp.
200.621.000

Rp. 200.415.809
(99,90 %)

Penyebab Kegagalan beserta penjelasan dan Strategi merealisasikan Perjanjian Kinerja

Tahun 2024

2. Penyebab capaian kinerja dan/atau realisasi anggaran tidak tercapai pada tahun 2023

Penjelasan Kanwil :

Terkait pelaksanaan kinerja dan anggaran secara keseluruhan terlaksana dengan baik
dan optimal selama tahun anggaran 2023. namun terdapat 1 kegiatan pada divisi Pelayanan
Hukum dan HAM Kanwil Lampung pada kegiatan (4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan
Pemahaman Hukum di Wilayah) yang terjadi revisi anggaran yang semula Rp. 2.160.370.000

o direvisi lang
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diwilayah Lampung minimnya permasalahan hukum yang sampai ke tahap banding atau
kasasi sehingga OBH sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. dengan alasan
tersebut maka terindikasi anggaran tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga UKE 1
pengampunya melakukan revisi anggaran untuk dialokasikan ke kanwil lainnya.

Langkah Strategis :

Perlu dilakukan revisi LKjIP sesuai dengan diskusi dan rekomendasi kegiatan Penelitian
Laporan Kinerja Kanwil Lampung. Tingkatkan kinerja yang sudah berhasil tercapai di tahun
2023 dan untuk IKK yang tidak tercapai di tahun 2023 seperti contohnya “Persentase
Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” yang tidak tercapai karena masih
dalam proses penanganan saat pelaporan dilakukan, perlu untuk dijelaskan alasan tidak
tercapainya di LKjIP tahun 2023 dan kembali dilaporkan progres dan hasilnya di LKjIP tahun
2024.

3. Yang menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2023
Penjelasan Kanwil :

Masih belum tercapainya persamaan persepsi dalam mekanisme perhitungan dan
penyampaian data capaian dari target masing-masing indikator yang telah ditetapkan. dan
pada saat pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan LKjIP Tingkat Wilayah ingin
menghadirkan Narasumber dari masing-masing UKE 1 Pengampu Program pada divisi dan
upt, utamanya diharapkan dapat mengundang Narasumber dari Dirjen Pemasyarakatan,
Dirjen Imigrasi, ITJEN dan Biro Perencanaan untuk dapat hadir bersama dalam kegiatan
Pendampingan Penyusunan LKjIP tingkat wilayah, namun kendalanya tidak adanya mata
anggaran untuk narasumber seperti biaya perjalanan, biaya penginapan dan uang harian
narasumber untuk menghadirkan narasumber secara langsung di wilayah. dan tidak dapat
diusulkan untuk mata anggaran tersebut karena tidak ada didalam postur.

Pada masing-masing divisi jika akan dilakukan rotasi pegawai dalam menunjang kinerja
organisasi, utamanya pada pegawai penyusun laporan belum berjalannya proses transfer ilmu
tentang mekanisme penyusunan laporan dan bagaimana perhitungan dan penyajian data
kinerja sehingga terwujudnya inkonsistensi data pada laporan yang disusun.

Masih tersajinya data yang inkonsistensi pada laporan yang diindikasi karena adanya
level reviu yang terlewat pada tingkat wilayah yang seharusnya dilakukan validasi berjenjang
pada data kinerja yang akan disajikan dalam laporan.

Langkah Strategis :

Mencantumkan permasalahan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan
juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bagian Program dan Anggaran, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

Membuat mekanisme transfer ilmu bagi para pegawai yang dilakukan rotasi kepada
para pegawai baru. Memastikan mekanisme tersebut dapat membuat pegawai baru dapat

menyusun laporan dengan baik walaupun sering terjadinya rotasi pegawai.

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan Unit-unit pengampu seperti misalnya
Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi.

Perlunya dilakukan reviu LKjIP secara berjenjang agar tidak terdapat data yang tidak
konsisten dalam laporan.
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4. Strategi yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2023
Penjelasan Kanwil :

Untuk tercapainya persamaan persepsi penyusunan laporan dan konsistensi pada data
yang disajikan pada laporan maka kantor wilayah mengupayakan hadirnya narasumber
melalui virtual zoom, namun pada pelaksanaannya tidak efisien karna keterbatasan waktu
untuk zoom dan tidak terjadinya diskusi secara langsung tatap muka yang lebih mendetail.
sehingga kantor wilayah berharap dapat munculnya anggaran narasumber pada kegiatan
pendampingan penyusunan LKjIP tingkat Wilayah pada Postur.

Langkah Strategis :

Mencantumkan permasalahan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan
juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bagian Program dan Anggaran, Biro
Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan unit-unit pengampu seperti misalnya
Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi.

5. Strategi untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penjelasan Kanwil :

Lebih mengoptimalkan dan memastikan terjadinya reviu dan validasi data pelaksanaan
kinerja secara berjenjang yang akan disajikan pada laporan.

Melakukan transfer ilmu tentang mekanisme penyusunan laporan dan bagaimana
perhitungan dan penyajian data kinerja sehingga terwujudnya konsistensi data pada laporan
yang disusun jika pelaksana penyusun laporan akan berpindah tugas ke tempat yang lain agar
pelaporan tetap tersusun dengan baik sebagai wujud akuntabilitas organisasi.

Mengupayakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja tingkat wilayah
yang menghadirkan secara langsung Narasumber dari ITJEN, Biroperencanaan, Dirjen
Pemasyarakatan dan Dirjen Imigrasi sehingga dapat terlaksana dengan maksimal dalam
penyelesaian kendala-kendala yang ditemui saat penyusunan laporan serta mekanisme
penyajian data yang valid dan konsisten.

Langkah Strategis :

Berkoordinasi secara rutin dan intens dengan unit-unit pengampu seperti misalnya
Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi terutama terkait dengan rumus perhitungan.

Kanwil harus melakukan monitoring kepada seluruh satker secara rutin dan intensif
terkait realisasi dan capaian PK tahun 2024.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Kanwil dan UPT serta Meningkatkan
koordinasi antar divisi dan instansi terkait.

Laksanakan seluruh strategi yang tertuang dalam BA ini dengan sebaik-baiknya.

@) ()
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN FERIODE 1 JANUARI 5.0 31 DESEMBER 2023
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REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
1 JANUARI 5/D 31 DESEMBER 2023
KODE
NO SATKER NAMA SATKER PAGU REALISASI SISA % REALISASI | % TARGET| % DEVIASI
1 | 408B22 | DITIEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 3,416,092,000 3,326,040,539 50,051,061 97.36| ‘38.00 9.43
2 | A0E576 | RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA E,109,283,000 £,104,602,795 4,680,205 93.54 98.00 194
3 | 40B165 [KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 11,708,460,000] 11,699,163,880 9,296,120 99.92 ‘38.00 1.92
4 | 406551 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 9,275,154,000 9,256,916,221 18,277,779 99.80) ‘98.00 1.80
5 | 40BE26 |DITIEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1,535,857,000 1531,909, 870 3,947,130 93.74 58.00 174
6 | 683313 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 10,606,959.000] 10,572,611,199 34,387,801 99.63 ‘98.00 1.68
7 | 406570 [RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 10,185,565,000] 10,147 482,230 38,082,770 99.63 ‘98.00 1.63
3 | 109137 |BALAl PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 5, 801,083,000 5, 776,945,613 24,137,387 99.58| ‘38.00 158
9 | e33111 |KANTOR IMIGRAS| KELAS Il KOTABUMI 5,0E3,482,000 9,043 674,584 35,807.416 93.56] 58.00 1.56
10 | 406282 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 12,373,718,000| 12,298,223,753 75,454,247 99.19 ‘98.00 1.39
11 [ 408536 (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 13,726,842,000] 13,621 465,878 105,376,122 93.23 98.00 123
12 [ 406545 (LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 22,085,782,000] 21.913,718,349 172,063,651 93.22 98.00 122
13 | 497758 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 8,569,115,000 B,A85,090,664 80,024,336 99.07 ‘98.00 1.07
14 | 40EE3S [DITJEN IMIGRASI 1,482,621,000 1466,893,745 15,727,251 98.94 58.00 0.94
15 | 683704 [LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 7,22E,694,000 7,151,363,041 77,330,959 98.93 58.00 0.93
16 | 497764 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG §,553.993,000 8,458, 717,489 95,275,511 98.83 ‘98.00 0.89
17 | 497742 |RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 6,937,645,000 6,859,291,792 78,357.208 98.87 ‘38.00 0.87
18 | 408530 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 7,555,110,000 7.467,936,778 87,173,222 98.85 ‘38.00 0.85
19 | 663073 | RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 1E,094,454,000] 17.380,826,008 213,627,992 98.82 58.00 0.82
20 | 683390 |RUMAH TAHANAN KELAS |IB KOTA AGUNG 5,953,782,000 5.881,171,5929 72,610,071 98.78 ‘38.00 0.78
21 | 40BE29 |BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 1,777,677,000 1,755,885,111 21,791,889 98.77 ‘38.00 0.77
12 [ 653129 [BALAI PEMASYARAKATAN METRD 5,843,210,000 9,722,3599,622 120,810,378 98.77 98.00 0.77
23 | 632015 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il KOTABUMI 2,114,461,000 2,086, 792,687 27,668.313 98.69 ‘38.00 0.69
24 | 632017 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 3,086,365,000 3,040,849,753 45,519,247 98.53 ‘98.00 0.53
15 | 406591 [RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 5,299,315,000 5,213 4B6 425 BG,E2B.575 98.33] 58.00 0.28
26 | 408831 |BADAN PEMELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HA/ 200,621,000 197,339,609 3,281.391 98.36) ‘98.00 0.36
27 | 652962 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKCTIKA B. LAMPUNG 17,848,089,000] 17,494,4325,646 353,663,354 98.02 ‘98.00 0.02
28 | A0BEZE | DITJEN HAK ASASI MANUSIA 233,073,000 227,966,164 5,106,836 97.81 98.00 -0.13
29 | 408824 | SEKRETARIAT JENDERAL 22,723,570,000] 22,113,640,636 609,929,364 97.32 ‘38.00 -0.68
30 | 40BE23 | DITIEN PEMASYARAKATAN 664,356,000 65,679,424 18,676,576 97.19 ‘38.00 -0.81
[ 31 [ 653264 |RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI 1,650,512,000 1,603,352, 848 47,155,152 97.14 98.00 -0.86]
32 | 109157 |KANTOR IMIGRASI KELAS Il KALIANDA 4,483,777,000 4,331,936.464 151,840,536 96.61 ‘38.00 -1.39
33 | 632623 |RUMAH PENYIMPAMAMN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG 2,724,830,000 2,588,996,815 135,833,185 95.01 ‘98.00 -2.899
34 | 653260 |RUMAH PENYIMPAMAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 2,012,725,000 1.392,604,469 120,120,531 94.03 ‘98.00 -3.97
35 | 40EE27 [DITJEN PERATURAN PERUNDANG-LNDANGAN 232,000,000 213,141,835 18,E58.165 91.87 58.00 -6.13
TOTAL KESELURUHAN REALISAS! KANWIL 257,178,360,000( 254,076,544,263 3,101,815,731 98.79 98.00 0.79
sumber:  pitp:spanint kemenkeu go.id 04 Januari 2024 pukul 15.48 WiB

REALISASI 98.79%

TARGET [HSBURSEMENT PLAN 98.00%

DEVIASE [+ f -} 0.79%
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C. Capaian Kinerja Anggaran
Nilai Kinerja SMART DJA

LPKA KELAS || BANDAR LAWPUNG 3857 97,67 71,3 100 2 100
[EI kAN IM KELAS [l NON TP1 KALIANDA 8408 20,31 96,48 100 138 8475
[ Lap AS KELAS 1A KOTABU M 928 99,24 99,45 100 978 74,48
A U PBASAN KELAS | BAND AR LAMPUNG 2205 8573 98,35 wE 125 82,38

RUPBASAN KELAS Il HETRO 90,89 22,99 99,32 100 828 7088
[E RUPBASAN KELAS I KOTABUMI 38,02 9714 98,57 100 375 5939
[ e wILDITIEN HAM 579 96,09 99,32 100 391 5977
KANWIL-SEKRETARIAT JENDERAL 3772 %32 9.5 100 a7 5926

[ KN WILDITIEN PEMASYARAKATAN 87,18 97,19 58,58 100 281 57,03
[E K WILDITJEN IMIGRAS 868 98,58 99,24 100 18 G
I LAPAS KHUSUS NARKOTIKA 2658 2695 59,75 9,14 223 55,57
I L AP AS KELAS IIA KALIANDA 8657 a7z 59,29 w7 183 5457
EE B4R AS KELAS || BANDAR LAMPUNG 8834 98,94 99,89 100 108 5286
[ B4R AS KELAS || KOTABUMI 2594 38,11 84,43 100 201 5503
EEI KANWILDITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 8585 9974 99.97 100 026 50,84
[E LR AS PEREMPUAN KELAS 1A B LAMPUNG 2543 97.27 99.08 7.5 148 5373
[ KANIM KELAS | TPIBANDAR LAMPUNG 858 38,08 99,84 %% 271 5677
[E Lap AS KELAS A METRO 519 =3 99,85 %65 18 5389
[EE K anwWILDITIEN PP 8478 9187 97.18 %5 325 58,12
E kAN wWILBPHN 847 28,77 99,28 2,21 056 4.6
S RuUTAN KELAS I1B SUKADANA 845 9951 91,74 100 049 512
[E0 LaP AS KELAS | BANDAR LAMPUNG 2354 9758 7.1 w0 4947
[E ruTAN KELAS I1B KOTABUMI 833 28,98 59,65 100 27 43,17
S kani i KELAS 1 NON TPIKOTABUMI 313 9543 285 0,72 046 51,15
= Bap AS KELAS [ METRO 7475 96,48 %6,%2 7 32 55,08
[E RUTAN KELAS | BANDAR LAMPUNG g9 576 %62 .18 1257 8142
I AN WIL-BALITBANG HAM [BSK) 8534 98,38 98,56 818 1871 8,21
IE <ANWILDITJEN AHU 59,35 9738 99,47 7.1 -2 0
IEI B4R AS KELAS || PRINGSEWU 57.8 %69 98,52 8,27 056 51,20
I 2P AS KELAS 11B W AY KAN AN 5316 3812 58,71 74 .28 88
S LR AS KELAS IIB GUNUNG SUGHH 51,97 %7 95,61 2.9 081 8,48
[ AP AS KELAS 1B KOTA AGUNG 3266 977 95.02 13.48 = 0
S RuUTAN KELAS 11B KOTA AGUNG 2958 78 9972 453 -0 0
[EE RUTAN KELAS 1B KRUI 04 9758 99,07 454 5| 0
[ RUTAN KELAS 1B MENGGALA 292 98,74 99,42 401 -0 0
JUMLAH 75,57 9,94 97,64 BB On 49,46
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Milai kinerja anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya
tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART
merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan
rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output (CRO) (bobot 43,5%) dilakukan dengan menghitung
rata- rata ukur secara geomeirik dari perkalian antara perbandingan realisasi
dan target wvolume keluaran dengan rata-rata wkur secara geometrik
perbandingan antara capaian dan target indikator, dari 35 satker sebanyak 4
satker yvang memperoleh nilai CRO =10% sedangkan nilai tertinggi ada satker
vaitu Rupbasan Kotabumi, LPKA Bandar Lampung, Bapas Metro, Kanwil-Ditjen
Kl, dan Kanwil-Ditjen HAM dengan nilai capaian RO sebesar 100%.

2. Efisiensi (bobot 28,6%) dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dan
selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan
realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran
keluaran dengan capaian keluaran. Terdapat 2 (dua) satuan kerja yang
memperoleh nilai  efisiensi 100%, namun sebanyak 11 (sebelas) satker
memperolen nilai efisinesi terendah yaitu 0%. Meningkatkan nilai efisiensi dapat
dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK
{melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target
volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume
output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya
dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa
anggaran berarti harus mengondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi;

3. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan (bobot 18,29%)
dilakukan dengan menghitung rata-rata dar perbandingan antara hasil
pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi
anggaran dan rencana penarikan dana komulatif. Pada wariabel ini hampir
seluruh satuan kerja memperoleh nilai >70% hanya 1 (satu) satuan kerja yang
nilai =70% yaitu LPKA Kelas || Bandar Lampung;

4. Penyerapan anggaran (bobot 9,7%) diukur dengan membandingkan antara
realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Pada Triwulan IV, realisasi
anggaran terdapat 2 (dua) satker yang sudah diatas 90%, tetapi masih terdapat
ada 4 (empat) satker yang masih dibawah B80%. Seluruh satker segera

melakukan Monitoring dan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan

anggaran agar realisasi/penyerapan anggaran dapat mencapai nilai optimal.

() @
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D. Capaian Kinerja Lainnya
a. E-Performance

Laporan Input Data Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran periode Januari - Desember Tahun
Anggaran 2023 input aplikasi E-Performance hanya dapat dilakukan di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan pada Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan dan Imigrasi di Wilayah Lampung Tidak dapat dilakukan input
aplikasi E-Performance Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Aplikasi E-Performance
masih dalam tahap Maintenance Website Pasca Development dan jaringan yang
digunakan menggunakan jaringan internet terpadu hanya dapat di akses melalui
jaringan internet Pusdatin yang hanya tersedia di Kantor wilayah sesuai informasi
yang telah disampaikan oleh PAP Biro Perencanaan dan Pusdatin Sekertariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI.

b. E-Monev BAPPENAS

DATA SATKER PENGINPUTAN E-MONEV BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2023
A. DATA KOMPONEN

1. | Sekretariat Jenderal 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Z. | Ditjen Pemasyarakatan 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3. | Ditjen Imigrasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4| Ditjen AHU 1000 | 100% | 100% | 100% | f00%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. | Ditjen Kekayaan Intelekiusl 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
€. | Ditjen HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7. | Balitbang HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
E. | Ditjen PP 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B | BFHN 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10. | Lapas Kelas | Bandar Lampung 1000 | 100% | 100% | 100% | f00%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1. | Lapas Khusus Narkotika 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12. | Lapas Perempusn 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13. | Lapas Kelas IlA Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. | Lapas Kelas IlA Kalianda 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15. | Lapas Kelas IA Kotabumi 1000 | 100% | 100% | 100% | f00%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18. | Lapas Kelas IIB Kota Agung 1008 | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17. | Lapas Kelas lIB Way Kanan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%e | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

https://lampung.kemenkumham.go.id/ ) JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung
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18. | Lapas Kelas 1B Gunung Sugih 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18. | LPKA Kelas Il Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20. | Rutan Kelas | Bandar Lampung 1009 | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1009  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21. | Rutan Kelas IIB Menggala 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22. | Rutan Kelas IIB K 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23. | Rutan Kzlas IIB Sukadans 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24. | Rutan Kelaz IIB Kotabumi 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25. | Rutan Kelas IIB Kaota Agung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

26. | Bapas Kelas || Bandar Lampung 1009 | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1009  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

27. | Bapas Kelas || Kaotsbumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
28. | Bapas kelas || Pringsewu 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. | Bapas Kelas |1 Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

0. | Rupbasan Kelas | Bandar Lampung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

#. | Rupbasan Ketas Il Meira 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1o00% | 100%
22. | Rupbassan Kelas Il Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
. f::_:;:lfge'“s I TR Bandar 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

M. | Kanim Kelas | Mon TPI Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

35, | Kanim Kelzs Il Non TP Kaliznda 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Sumber : https:/fe-moneyv.bappenas.go.id/

c. IPK-IKM Kantor Wilayah beserta Jajaran

26823 SUMMARY 2823
SATUAR KERJA a¥G RLSP A¥E LKA AVG IPK
KANWIL KEMENEUMHAM LAMPUNG / 3.87 / 96.87 17.85 / 3.98 / 97.41
KANIM BANDAR LAMPUNG / 3.96 / 98.98 17.31 / 3.96 / 98.98
KANIM KOTABUMI /3.96 f 99.12 17.35 / 3.96 / 99.12
KANIM KALIANDA / 3.92 f 98.86 17.17 / 3.93 / 98.13
LAPAS BANDAR LAMPUNG / 4.88 f 99.93 17.48 / 4.686 / 99.88
LAPAS KALIANDA / 3.98 J 99.53 17.41 /] 3.98 /] 99.47
LAPAS KOTABUMI / 3.98 / 99.53 17.42 / 3.98 / 99.53
LAPAS METRO 25.67 17.21 f 3.93 f 9B.37 (17.19 f 3.93 / 98.23
LAPAS GUNUNG SUGIH f3.97 1 99.31 17.38 / 3.97 / 99.31
LAPAS KOTA AGUNG / 3.88 / 96.94 17.18 / 3.91 J 97.72
LAPAS WAY KAMAN f 3.95 f 9B.Bb6 (17.31 f 3.96 / 98.91
LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG 23.17 17.42 f 3.98 f 99.53 (17.42 7 3.98 [/ 99.57
LAPAS PEREMPUAN BANDAR LAMPUNG /398 7 99.45 17.44 f 3.99 [/ 99.67
LAPAS ANAK BANDAR LAMPUNG / 3.83 f 96.26 16.97 / 3.88 / 96.98
RUTAN BANDAR LAMPUNG £ 3.99 7 99.77 17.44 [/ 3.99 [/ 99.65
RUTAN KOTA AGUNG /3.99 7 99.78 17.48 / 4.668 / 99.88
RUTAN KOTABUMI 24 B3 17.22 f 3.94 [ 9B.39 (17.22 7 3.94 [/ 98.42
RUTAN KRUI 17.92 16.68 f 3.79 / 94.84 (16.65 / 3.81 / 95.13
RUTAN MENGGALA 12.58 17.22 f 3.94 [ 9B.48 17.23 7 3.94 / 98.45
RUTAN SUKADANA 4.58 16.78 f 3.82 f 95.43 (16.68 / 3.79 / 94.B6
BAPAS BANDAR LAMPUNG /3.98 f 99.47 17.42 f 3.98 / 99.52
BAPAS KOTABUMI / 4.88 7 99.98 17.48 / 4.86 / 99.88
BAPAS METRO 13.17 17.82 f 3.89 f 97.24 (17.11 7 3.91 [/ 97.78
BAPAS PRIMGSEWU 11.67 16.18 f 3.68B f 91.98 (16.11 7 3.68 [ 92.87
RUPBASAN BANDAR LAMPUNG 16.68 17.38 f 3.97 [ 99.38 (17.36 f 3.97 / 99.19
RUPBASAN KOTABUMI 22.58 17.17 f 3.92 [ 98.12 |[17.25 [ 3.94 / 98.55
RUPBASAN METRO f3.44 f Bo.ad4 15.11 F 3.45 [/ B6.33

https://lampung.kemenkumham.go.id/ ,.4 JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung
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A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun
2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian
program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2023
secara komprehensif sebagai wujud Pertanggungjawaban Publik (Public Accountability).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023
yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Lampung Tahun 2020-2024. Secara umum capaian kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 telah tercapai dan bahkan
beberapa indikator melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 mencapai 98.79% atau
sebesar Rp. 254.076.544.269,- (http://spanint.kemenkeu.go.id Tanggal 04 Januari 2024
pukul 15.40 WIB) dari total anggaran sebesar Rp. 257.178.360.000,- . Apabila dinilai dari
kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka
dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Lampung berjalan
dengan cukup efisien.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai serta
dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan
datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja
yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Lampung Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
komprehensif dan akuntabel atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai
tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam
meningkatkan capaian kinerja sehingga berdampak positif dalam mendukung “Kinerja
Kemenkumham Semakin pasti dan Berakhlak” Tahun 2023. Upaya koordinasi dan
peningkatan kerja sama dengan unit pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan K/L terkait, serta instansi terkait lainnya
akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai
dengan melibatkan segenap jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung, serta stakeholder Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.



http://spanint.kemenkeu.go.id/
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan tindak lanjut terhadap
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Lampung agar terpenuhinya capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target
yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah sebagai
berikut :

a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan Surat Edaran
Menkumham serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

b. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingakungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan koordinasi yang
intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah
maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Membuat Kkegiatan capacity building dan mengikutsertakan pegawai dalam
kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh BPSDM ataupun kerjasama dengan pihak
eksternal.

d. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana
prasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Tahun 2023. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan
Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan
bersama serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

https://lampung.kemenkumham.go.id/ S51245 ) JI. RW. Monginsidi No. 184, Bandar Lampung
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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM merupakan turunan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Hukum dan HAM yang
merupakan dari pengejawantahan sarana pembangunan

Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana

dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017
yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan
berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat
dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional

menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi
manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas
nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang
hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi
yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan
tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan
dalam RPJMN 2014-2019, Kementerian Hukum dan HAM telah

melakukan

penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , dan telah

ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun



2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Penyempurnaan organisasi dan tata
kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan
struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan
struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut
berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis Kementerian Hukum
dan HAM 2015-2019, rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM, dan Renstra UPT

Perubahan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM antara lain terdapat pada perubahan sasaran strategis
Kementerian Hukum dan HAM beserta Indikator Kinerja Utamanya serta
perubahan pada Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Programnya
serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya
perubahan rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-
program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai

visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyempurnaan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 - 2019, semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam

pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

NOMOR:W9.PR.01.01-558

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

MENIMBANG : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan
dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan
indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap
indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan
dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tahun 2020 - 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG.

Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud
dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut
Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang
memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan,
strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan
kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun
berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah
nasional tahun 2020-2024

2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah
dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah
Kemenkumham Lampung

Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagaimana
dimaksud meliputi :

1. pendahuluan

2. visi, misi, dan tujuan ;

3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka
kelembagaan .

4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan



KETIGA

5. penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2021
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BAB1
PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM

Pemerintahan Negara Republik Indonesia mempunyai rencana pembangunan
jangka panjang nasional yang disingkat RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024,
Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi
dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan

Regulasi Penyederhanaa Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Lampung wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia
sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden. Dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Lampung berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain, yang dilaksanakan
lembaga atau instansi lain, yang sejalan dengan kebijakan Presiden. Agar terarah dan
terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi
tujuan, strategis, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada RPJMN Nasional 2020-
2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, kemudian
dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung Tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan
instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
berkedudukan di Wilayah Provinsi Lampung, yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam
pelaksanaannya Kantor Wilayah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan

Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual,
dan pemberian informasi hukum

Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya
hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum

Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang
Pemasyarakatan

Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan,
pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah kurun waktu 2015-2019,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mempunyai beberapa sasaran

strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kantor Wilayah, diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat dan Menjangkau

Seluruh Lapisan Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan melalui Survei yang
berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat.



Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung :

Pelayanan Keimigrasian

No LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019
1. | Paspor 66.440 62.064 55.312 63.284 59.717
2. | Ijin Tinggal 1.021 896 794 868 932

Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam kurun waktu

5 (lima) tahun terakhir, diataranya :

Pengembangan SIMKIM

Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistim
Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian di
seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak Bulan Februari 2006.
Sedangkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
sendiri peralihannya sudah mulai pada 22 April 2019. Restrukturisasi
SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan
interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem
pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja.

Penambahan Unit Layanan Keimigrasian

Selain 3 Kantor Imigrasi yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung
untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup
signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan Kantor Imigrasi
pada masyarakat hingga level kecamatan, maka Divisi Keimigrasian dengan
berpedoman pada aturan Ditjenim membentuk 2 (dua) Unit Kerja
Keimigrasian diantaranya Unit Kerja Kantor Imigrasi Klas III Kotabumi yang
ada di Kabupaten Pesisir Barat dan Unit Kerja Kantor Imigrasi I Bandar

Lampung yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Pelayanan Hukum dan HAM

Capaian pada bidang pelayanan hukum dan HAM dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir didukung dari 6 (enam) subbidang pelayanan; Pelayanan

Administrasi Hukum Umum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Fasilitasi

Pembentukan Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum, Pemajuan Hak Asasi Manusia, dan Pengkajian,



Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, diantaranya :

No LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019
1. | Pelayanan Fidusia 90.414 | 64.020 | 161.147 | 245.708 | 210.973
2. | Pendaftaran Merek, 0 0 67 77 94
Hak Cipta, Paten,
Desain Industri, dan
Indikasi Geografis
3. | Program Aksi HAM 0 0 21 20 21
dan Kabupaten/Kota
Peduli HAM
4. | Yankomas 6 7 8 11 13

Selain itu, berikut adalah kegiatan pelayanan hukum dan HAM periode 2015-2019

yang telah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,

diantaranya :

Telah dilaksanakannya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada 192
orang dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha
yang dititikberatkan pada sektor industri, faktor perangkat hukum khususnya
perangkat hukum kekayaan intelektual, yang sangat memegang peran penting
guna memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi
kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT,
sejak tahun 2015 hingga saat ini Kanwil Kemenkumham Lampung bekerja sama
dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik bidang kekayaan intelektual berbasis Teknologi Informasi (TI)
telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti Permohonan Pendaftaran
Hak Cipta secara online (e-Hak Cipta) dan Layanan Pengajuan Permohonan
Kekayaan Intelektual secara online (e-filing DJKI). Sebagaimana informasi yang
dipublikasikan oleh DJKI bahwa layanan e-filing permohonan Merek, Paten,
Desain Industri dan e-Hak Cipta meningkat dengan pesat. Sehubungan dengan hal
tersebut maka Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung bekerja sama
dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara terus menerus melakukan

sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis penggunaan layanan publik Kekayaan
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Intelektual berbasis TI, sehingga fasilitas layanan publik Kekayaan Intelektual
berbasis TI dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Terlaksananya Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM sebagai
upaya dalam mendorong pelaku usaha mendapat Hak Intelektual serta
pentingnya pemahaman akan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi
masyarakat khususnya perlindungan akan Indikasi Geografis, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual bagi
Kelompok Pelaku Usaha serta Instansi terkait yang ada di Lampung.

Telah dilaksanakannya Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi dan
Kabupaten/Kota di tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik di Kabupaten Lampung Barat, juga
demi meningkatkan kualitas dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk, dengan
menjaga kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan
norma, baik secara vertikal maupun secara horizontal, terkhusus tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebun Raya Liwa.

Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan Pejabat
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan menggelar rapat pembahasan
penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah guna terbentuknya
naskah akademik peraturan daerah yang baik.

Terlaksananya pembinaan terhadap Perancang Perundang-undangan di wilayah
dengan pelaksanaan Bimtek Pemantauan Pedoman Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan, pelaksanaan analisis dan evaluasi oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung terhadap produk hukum daerah baik
ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlandaskan serta sesuai dengan
variable serta indikator yang telah ditetapkan.

Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kenotariatan dan PPNS, dengan sosialisasi
terhadap 150 peserta yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan
koordinasi antar PPNS yang ada di Provinsi Lampung baik dari pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat dan diharapkan kedepan dapat terhimpun dalam suatu
wadah organisasi yang dapat mempersatukan para PPNS yang ada di Provinsi
Lampung, sehingga kelembagaan PPNS di Provinsi Lampung akan semakin kuat,

sehingga keberadaan PPNS benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.



Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal, dengan mengadakan
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Bagi Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal Tahun Anggaran 2019 yang diikuti oleh 50
peserta.

Melaksanakan tugas teknis penerimaan, invetarisisr, dan pengelolaan terhadap
dokumen dan informasi hukum.

Melaksanakan tugas teknis pelayanan perpustakaan hukum pada Kantor Wilayah.
Maintenance dan pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Kantor Wilayah, di tahun 2019 kegiatan asistensi ini diikuti oleh 50
peserta yang bertujuan untuk mempercepat proses integrasi website JDIHN,
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola JDIHN, meningkatkan
kinerja dan penyebarluasan JDIHN.

Diselenggarakannya Diseminasi Hak Asasi Manusia, diikuti oleh 95 orang dalam
kurun waktu 2017-2019 bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman
mengenai Hak Asasi Manusia terkait pelayanan publik berbasis HAM kepada
seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Lampung; dan meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia dalam rangka
perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menginventarisasi dan identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan
mewujudkan kerja sama tim yang solid, dilakukan pembagian tugas berdasarkan
bab-bab yang ada dengan saling berkomunikasi, berdiskusi dan berbagi informasi
terbaru.

Melaksanakan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah,
dengan mendorong pemerintah daerah melaksanakan Aksi HAM dan
melaporkannya melalui sistem monitoring pada portal Serambi.

Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah,
bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,
Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung pada tahun 2019 melaksanakan
Penelitian Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika di 3 Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan antara lain Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Khusus
Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Rutan Kelas | Bandar Lampung sebagai
upaya dalam mendukung penegakan hukum pidana Kkhususnya dalam
kerjahatan narkotik yang bertujuan untuk memetakan narapidana narkotika di
seluruh Indonesia dan mencari keterkaitan faktor kriminogen dengan peningkatan

jumlah narapidana narkotika.



Telah terlaksananya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan
HAM di wilayah di tahun 2019 dengan kegiatan Sosialisasi Peran dan Layanan
Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang diikuti oleh 35

peserta.

e Pelayanan Pemasyarakatan

Pelayanan Pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan pembinaan dan
pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

No. LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019
1. | Klien 768 1.102 1.142 1.187 861
Pemasyarakatan
Yang Telah Bekerja
2. | Pengelolaan Basan 25 29 37 83 205
Baran
3. | PB, CB, CMB, Remisi 3590 3461 5580 7529 7484
4. | Perawatan 467 813 1.444 1.329 1.854
Kesehatan

Selain itu, di periode 2015-2019 dalam mendukung keberhasilan capaian pada

layanan pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung, Divisi Pemasyarakatan juga menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

Menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Tahun 2019
tentang Assessment Penempatan Dan Program Pembinaan Narapidana Jajaran
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Lampung yang diikuti 42 petugas
Lapas/Rutan, Bapas dan Rupbasan se Propinsi Lampung dengan sasaran yang
hendak dicapai adalah dalam rangka terlaksananya program pembinaan
narapidana di Lapas secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan
pemasyarakatan.

Menyelenggarakan Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui Aplikasi SMS
Gateway dan Layanan Informasi SELF SERVICE.

Telah terlaksananya Layanan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebanyak 53
data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) melalui percepatan/crash
program di tahun 2019.

Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian, dan
Layanan Hukum bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
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- Menyelenggarakan Layanan Pengaduan yang direkapitulasi sebanyak 10 data
melalui pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan,
pengaduan melalui surat, atau pengaduan melalui situs resmi yang telah

ditindaklanjuti.

b. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dengan mengacu pada aturan
Kementerian, melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum.
Saat ini, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum didasarkan pada Surat Edaran
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian
Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum :

2015 2016 2017 2018 2019

0 30 30 30 30

Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan
perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang
miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi

penyelenggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non

litigasi dari tahun ke tahun, adalah sebagai berikut :

No LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019

1. | Bantuan Hukum Litigasi 32 298 120 266 484

2. | Bantuan Hukum Non 19 34 26 30 82
Litigasi

2. Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan
Hukum dan HAM Yang Menjadi Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata

penyelesaian permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan

Pelayanan Hukum dan HAM, sebagai berikut :
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a. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Keimigrasian

No | Permasalahan Hukum 2015 2016 2017 2018 2019

1. | Tindakan Administrasi 8 1 13 21 14

2. | ProJusticia 9 0 0 1 2
Total 17 1 13 22 16

Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum diatas, antara lain :

Telah dilaksanakannya pembinaan dan pengendalian bidang intelijen dan
penindakan keimigrasian pada Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Lampung
dengan mengunjungi dan memberikan arahan, serta penguatan tugas dan fungsi.
Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dengan membentuk Tim Pengawasan Orang
Asing (TIMPORA) yang beranggotakan 20 orang sebagai wadah tempat tukar-
menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang
asing di wilayah Lampung, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak
berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang
asing dapat dilakukan.

Telah dilaksanakannya kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melalui

operasi gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat

pada tahun 2019.

Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang Pemasyarakatan

Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Sebagai Kantor Wilayah yang
membawahi 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang
tersebar di beberapa kabupaten/kota, pada kurun waktu 2015-2019 jumlah kasus
pidana terus meningkat hingga mencapai 4.466 kasus. Untuk itu Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan
pembinaan pemasyarakatan agar angka kasus pidana dapat menurun setiap

tahunnya.

Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pelayanan hukum dan HAM

Capaian perlindungan di bidang pelayanan hukum dan HAM terlihat dari
penyelesaian pengaduan dugaan beberapa kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual,
bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dan layanan yankomas dimana berdasarkan

data di tahun 2019 terdapat 13 kasus pengaduan yang sudah ditindaklanjuti.
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3. Terimplementasikannya Kebijakan Nasional Yang Mendorong Terwujudnya
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
Indikator dari sasaran ini yaitu jumlah institusi daerah yang melaksanakan program
Aksi HAM, serta jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
a. Institusi daerah yang melaksanakan program Aksi HAM
Jumlah institusi daerah yang telah melaksanakan program Aksi HAM dari Tahun

2017 sampai 2019 adalah sebanyak 45 institusi daerah.

b. Kabupaten/Kota Peduli HAM
Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sebanyak
6 Kabupaten/Kota. Dengan rincian data di Tahun 2017 terdapat 6 Kabupaten/Kota,
Tahun 2018 terdapat 5 Kabupaten/Kota, dan di Tahun 2019 terdapat 6
Kabupaten/Kota.

c. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki tugas diantaranya
menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan
Masyarakat yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan
tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Jumlah pengaduan yang sudah
ditindaklanjuti dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 adalah sejumlah 45 kasus. Hal
ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami

masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik
adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional,
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif,
transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sangat berkomitmen terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Lampung ikut serta mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas

(21) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
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(WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari

Korupsi) yang diperoleh oleh 1 (satu) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM Lampung.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung merupakan

instansi vertikal dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan

di wilayah Provinsi Lampung. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki 4 (empat) Divisi, diantaranya :

1. Divisi Administrasi

2.
3.
4,

Divisi Pemasyarakatan

Divisi Keimigrasian

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Administrasi

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu :

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, yang membawahi Subbagian Program
dan Pelaporan dan Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan
Teknologi Informasi

Bagian Umum, yang membawahi Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah

Tangga dan Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, yang membawahi Subbidang
Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama dan Subbidang Bimbingan dan
Pengentasan Anak

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang
Rampasan Negara dan Keamanan, yang membawahi Subbidang Pelayanan Tahanan,
Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi dan Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan,

Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Perizinan

Keimigrasian dan Subbidang Informasi Keimigrasian
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- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang membawahi Subbidang Intelijen

Keimigrasian dan Subbidang Penindakan Keimigrasian

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu :

- Bidang Pelayanan Hukum, yang membawahi Subbidang Pelayanan Administrasi
Hukum Umum dan Subbidang Pelayanan Kekayaan Intektual, Bidang Hukum, yang
membawahi Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Subbidang
Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

- Bidang Hak Asasi Manusia yang membawahi Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
dan Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
memiliki 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di
Kabupaten/Kota sewilayah Lampung, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Lembaga
Pemasyarakatan, 6 (enam) Rumah Tahanan Negara, 4 (empat) Balai Pemasyarakatan, 3
(tiga) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi serta 2 (dua)

Unit Kerja Keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan

dan kemanfaatan bagi masyarakat, diantaranya :

Divisi Administrasi, dimana telah terbentuknya Tim efektif Akuntabilitas Kinerja serta
Ruang Klinik Akuntabilitas yang bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan maupun
kesulitan dalam kinerja Kantor Wilayah Lampung dan penyelesaian permasalahan dalam
kinerja kantor wilayah, serta terdapatnya inovasi-inovasi dibidang IT, antara lain aplikasi
kinerja reformasi birokrasi untuk menghimpun data RB & WBK/WBBM satuan kerja, sistem
informasi laporan pengayoman (silap) untuk pembuatan laporan LKIP, borang survey
kepuasan masyarakat sesuai permenpan-rb no.14 tahun 2017, sistem informasi survey
kepuasan masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang berkunjung memberikan
penilaian kepuasan. Serta inovasi dalam bidang pelayanan, diantaranya menyediakan QR
code informasi layanan melalui media sosial, website maupun pemasangan di tempat umum
sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor wilayah, konsultasi online layanan
kewarganegaraan, ahu,ki, notaris melalui contact person selama 24 jam selama masa

pandemi covid-19.
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Divisi Pemasyarakatan dengan mengoptimalkan skill Warga Binaan Pemasyarakatan yang
terampil sehingga dapat menjadi potensi tenaga kerja produktif Lapas, Kegiatan kerja
untuk memberikan kontribusi PNBP, dan Pengembangan keterampilan dengan dukungan
dari pihak ketiga.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dimana terbentuknya Law and Human Right Center
terkait dalam pembentukan Perda sekaligus layanan hukum terpadu agar akses layanan
hukum dan HAM kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik, dan terdapatnya
Perpustakaan Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung guna
untuk meningkatkan minat baca dan tulis bagi pegawai maupun masyarakat.

Divisi Keimigrasian, terbentuknya TIMPORA untuk pengawasan terhadap orang asing yang

ada di wilayah Lampung, dan adanya Unit Kerja Keimigrasian di wilayah kabupaten.

Sejalan dengan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu

upaya kantor wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang

akan dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan

dijabarkan sebagai berikut :

SUB ORGANISASI PERMASALAHAN
DIVISI ADMINISTRASI | 1. Laporan dari beberapa UPT ke Kanwil tidak tepat waktu yang
- Sub Bagian seharusnya setiap tanggal 10 pada bulan setelah triwulan berakhir

Pengelola Keuangan

dan BMN

sudah diterima oleh Kanwil.
Penyampaian hasil rekonsiliasi dari KPPN oleh beberapa UPT ke
Kanwil; tidak tepat waktu yang seharusnya paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

DIVISI ADMINISTRASI
- Sub Bagian
Kepegawaian, TU dan

Rumah Tangga

Terdapat surat masuk baik dari pusat maupun dari daerah
( prop./Kab./Kota) yang sangat mendadak. Padahal perlu segera
dijawab dan ditentukan personelnya (apabila ada permintaan
personel)

Apabila ada permintaan data dari pusat dan diteruskan ke para
kadiv dan kepala UPT jawabannya sering tidak tepat sesuai waktu
yang ditentukan.

Kurangnya tenaga/SDM untuk tenaga pengamanan

pemasyarakatan dan tenaga medis (dokter dan perawat).

DIVISI ADMINITRASI

Sering terlambatnya penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja
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- Sub Bagian Program

dan pelaporan

serta RKA-KL karena keterlambatan data dukung dari Satker
2. Banyaknya revisi anggaran karena kurangnya perencanaan
kegiatan di masing-masing bidang/divisi serta perubahan kebijakan

dengan perubahan pimpinan.

DIVISI ADMINITRASI | 1. Identifikasi masalah dalam Penyusunan Laporan Triwulan.dan
-Sub Bagian Laporan Insidentil lainnya kurang optimal karena penyampaian
Hubungan laporan dari Satker seringkali terlambat atau tidak ada.
Masyarakat, 2. Penyampaian data laporan rencana aksi seringkali terhambat
Reformasi Birokrasi, karena data yang diberikan Satker tidak sesuai dengan
dan Teknologi permintaan.

Informasi 3. Tenaga SDM yang ada belum semua mampu melaksanakan tugas
kehumasan, keprotokolan, teknologi informasi, penyusunan
laporan administrasi dokumentasi kegiatan dengan baik.

4. Terdapat kendala dalam akses halaman website.

Terkait dengan perubahan Orta Kantor Wilayah Lampung
mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28
Tahun 2014, dimana terdapat penambahan tugas dan fungsi di
bidang Teknologi Informasi, diperlukan penambahan sarana dan
prasarana yang menunjang tugas dan fungsi di bidang teknologi
informasi mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini masih
belum memadai.

DIVISI Kurangnya tenaga SDM di Divisi Imigrasi sedangkan banyak tugas dan

KEIMIGRASIAN fungsi Divisi Imigrasi yang memerlukan tenaga SDM seperti Timpora.

DIVISI PELAYANAN Koordinasi dengan Pemerintah Daerah belum optimal, hal ini

HUKUM DAN HAM - dikarenakan tidak semua Pemerintahan Daerah yang fokus dalam

Sub Bidang menangani masalah kekayaan intelektual. Sudah ada Pemda yang

Pelayanan Kekayaan

Intelektual

memiliki nomenklatur tentang KI tapi masih banyak yg belum paham

mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

DIVISI YANKUM - Sub
Bidang Pelayanan
Administrasi Hukum

Umum

Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum

Umum berjalan dengan baik dan lancar.

DIVISI YANKUM - Sub

Bidang Fasilitasi

1. Belum tersosialiasinya ketentuan baru mengenai mekanisme

pengharmonisasian produk hukum daerah yang diatur dalam
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Pembentukan
Produk Hukum

Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Belum adanya kesamaan perspektif antara pemerintah daerah dan
Kantor Wilayah Kemenkumham terkait dengan mekanisme
pengharmonisasian produk hukum daerah.

Belum terintegrasinya aturan normatif terkait mekanisme
pembentukan produk hukum daerah.

Belum adanya kesatuan pemahaman mengenai awal keterlibatan
perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan
peraturan daerah.

Belum tersosialisasinya urgensi pengharmonisasian pada seluruh

produk hukum daerah dan bukan hanya peraturan daerah saja.

DIVISI YANKUM - Sub
Bidang Penyuluhan
Hukum, Bantuan
Hukum, dan Jaringan
Dokumentasi

Informasi Hukum

Penyebaran Informasi dan Norma Hukum yang dilakukan oleh
Fungsional Penyuluh Hukum di seluruh wilayah pada
kabupaten/kota di Propinsi Lampung belum terlaksana secara
merata hingga ke pelosok.

Belum maksimalnya Keterlibatan Fungsional Penyuluh Hukum
dalam Kegiatan Penyebaran Informasi hukum /Penyuluhan
Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
atau instansi lainnya.

Perpustakaan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Lampung
yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan ketidaktahuan
masyarakat Lampung akan adanya Perpustakaan Hukum.
Kurangnya SDM pegawai yang ahli dalam mengelola
Perpustakaan Hukum Online melalui Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil.
Masih sedikitnya website anggota JDIHN di Propinsi Lampung
yang telah terintegrasi dengan website JDIHN (portal jdihn.go.id).

DIVISI PELAYANAN
HUKUM UMUM - Sub
Bidang Pemajuan

HAM

Bahwa dalam hal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75
Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun 2015-2019 dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor 180/1319/SE Tanggal 13 Februari 2019 tentang
Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM terkait dengan Tim
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RANHAM, Kkhususnya untuk provinsi belum sepenuhnya
mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan RANHAM
tersebut. Sehingga masih ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan
rapor merah (Aksi HAM belum sempurna atau masih merah /
kuning) dan belum hijau.

Bahwa adanya rotasi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemda
Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penghimpunan dan
penginputan data Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak maksimal,
dan itu mempengaruhi terhadap penilaian Kabupaten/Kota Peduli
HAM. Masih adanya Kabupaten/Kota yang beranggapan bahwa
Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak memberikan pengaruh
terhadap perkembangan daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal HAM Nomor HAM-
HA.01.02-174 Tanggal 12 November 2018 tentang Pembentukan
Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Pos YANKOMAS), agar
dibentuk Pos YANKOMAS di setiap UPT Pemasyarakatan dan
Keimigrasian, kini telah terbentuk namun petugas yang
diserahkan tugas belum dapat memahami sepenuhnya tentang
penanganan YANKOMAS karena belum ada Bimbingan Teknis
yang diberikan kepada petugas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018
tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2ZHAM) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM, telah melakukan penilaian terhadap seluruh
UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasi-an di Provinsi Lampung,
namun dalam melaksanakan tugas tersebut belum didukung oleh
anggaran sehingga Tim Verifikator hanya terdiri dari Tim Internal

saja, belum melibatkan tim/pihak luar.

DIVISI PELAYANAN
HUKUM - Bidang
Pengkajian,
Penelitian, dan
Pengembangan

Hukum dan HAM

Bahwa petunjuk teknis yang disampaikan ke Kantor Wilayah tidak
sesuai dengan disbursement plan yang telah dibuat Kanwil
Kemenkumham Lampung sehingga kegiatan Pengkajian HAM di
wilayah tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
Biaya anggaran kurang memadai untuk melaksanakan pengkajian
dan penelitian sehingga anggaran yang ada harus direvisi.

Bahwa dalam mengidentifikasi dan inventarisasi permasalahan
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HAM untuk dimasukan ke dalam database “Datamaskumham”

terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Format kolom yang diisi terlalu banyak dan harus detail
sementara kalau data dari media cetak ada yang hanya
memuat prakiraan peristiwa tersebut terjadi.

b. Data yang ada dalam database “Datamaskumham” tidak
tersusun sesuai tanggal, bulan, tahun penginputan sehingga
untuk pengisian tarja berupa capture datamaskumham
petugas harus membaca lagi dari awal dan kalau data tersebut
dicetak akan menggunakan kertas padahal data tersebut
sudah dicetak tetapi karena tidak urut maka data yang baru
bercampur dengan data yang lama/sudah di laporkan dalam
bentuk capture.

Data atau informasi terkait permasalahan hukum dan HAM yang

diinput kedalam Datamaskumham salah satunya bersumber dari

surat kabar, namun demikian sampai dengan saat ini belum

terdapat penganggaran untuk pembelian surat kabar tersebut.

DIVISI
PEMASYARAKATAN

Kondisi Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang mengalami over
kapasitas di beberapa UPT.

Masih kurangnya tenaga pengamanan pada UPT Pemasyarakatan
Kanwil Lampung.

Kondisi bangunan beberapa Lapas/Rutan di Propinsi Lampung
yang kurang layak.

Masih ada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Rupbasan
Klas II Metro yang belum memiliki gedung kantor (sewa).

Masih minimnya alat-alat pengamanan di Lapas Rutan seperti

CCTV, Senjata Api, Borgol, alat deteksi logam.
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BABII
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI
Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima
tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas.
Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada
hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi
juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan.
Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program

dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah
ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan
misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:
1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru,

dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama
menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua,

Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran

bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan

misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian

Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan

Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk
Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM

melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Lampung turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7

(tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan

Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang
bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk
mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi
kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional
sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan
mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini
pemerintah akan memastikan bahwa :
a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda

penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan

analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi
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(membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang
masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama )
b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas

dibandingkan kuantitas

C. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-
undangan
d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan

peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database
peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai
dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja

pemerintah

Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan
layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum,
begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,
khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian,
pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas
pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain
untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas
layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan
peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia
internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik
sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui
pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan

penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi,
Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi
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kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu :

e Dibidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan
intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan
terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan  mampu
mendorong inovasi dan Kkreativitas dan mampu mengkontribusi peningkatan
pertumbuhan ekonomi nasional

e Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan
negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus
melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan

e Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas
keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan
tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu
bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi
pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan

e Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya
kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale
balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah
mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi
penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta
penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di

dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi
Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang
merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan
kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan
pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi
ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya
tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif
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pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional

HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai
salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang
menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai
tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap
hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi
Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan
HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM

baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif

di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem

dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum

adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Lampung dengan berpedoman pada Kementerian pusat

mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian

Hukum dan HAM yang diarahkan untuk:

a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang
dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki
kualitas kehidupan mereka (collective undertakings)

b. membangun kesadaran hokum individu maupun kelompok untuk membangun
kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasikan diri di dalam
hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expressioan)

c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di
dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban
bersama (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralism,
harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat
memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk
hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan

bantuan hukum.
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6.

Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan
Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berperan serta untuk
ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi kemigrasian dan
pemasyarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan
HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya
menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan
Negara. Sedangkan peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga
stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan
ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan
ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak

pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi
Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi
teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target,
tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan
manajerial dengan pendekatan men, money, materials, machines, and methods (5M)
secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan.
Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang
merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat
diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. Materials terdiri dari
bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik,
selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan
bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang
jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil
yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau
menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam
hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya.

Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya
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pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan
memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-
fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini
akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan)

area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi
kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat
dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,
bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang
Prima, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian,
administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,
bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi Kreativitas
masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan
pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga
binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang
bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah
penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan

tinggal di Indonesia
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4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk
meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses
keadilan

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan
pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban
di seluruh Lapas/Rutan

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan
HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian
Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh
Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak

dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang
didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif
pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif

pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan
peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas
dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan
HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas,
efektif dan efisien

SS 9 - Meningkatkan efektivitas organisasi
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SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hokum dan HAM

Ss 11 - Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efesien .

FETA STRATEGI — LEVEL ORGANISASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
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Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan

pelaksanaa misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada

tabel berikut dibawah ini:

sistem hukum
yang bebas
korupsi,
bermartabat
dan terpercaya

1. Penegakan 1.

Menyusun
peraturan
perundang-
undangan
berkualitas
melindungi
kepentingan
nasional

Terciptanya kondisi
bangsa yang aman,
tertib dan teratur yang
berlandaskan
peraturan perundang-
undangan

yang
dan

1. Meningkatkan

peran dalam
memberikan
keadilan,
kemanfaatan
kepastian
(SS1)

2. memastikan
terpenuhinya
peraturan
perundang-
undangan yang
sesuai dengan azas
pembentukan
peraturan

dan
hukum
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perundang (SS3)

2. Menyelenggaraka | Meningkatnya Memastikan
n pelayanan | kepuasan masyarakat | pelayanan publik di
publik  dibidang | terhadap layanan bidang hukum sesuai
hukum yang | hukum yang diberikan dengan asaz

berkualitas oleh kementerian penyelenggaraan
hukum dan ham pelayanan publik
(SS4)

3. Melaksanakan Meningkatnya investasi | ¢ Memastikan
penegakan dan pertumbuhan penegakkan
hukum yang | ekonomiindonesia hukum yang
menjadi melalui inovasi dan mampu menjadi
pendorong kreatifitas serta pendorong inovasi
inovasi, menciptakan stabilitas dan kreativitas
kreativitas, dan | keamanan negara dalam
pertumbuhan pertumbuhan
ekonomi ekonomi nasional
nasional, serta (SS5)
berperan dalam e Ikutberperan serta

menjaga stabilitas
keamanan negara

dalam menjaga
stabilitas
keamanan dan
kedaulatan
NKRI(SS6)

Perlindungan
bagi segenap
bangsa dan
memberikan rasa
aman pada setiap
warga negara

Melaksanakan
peningkatan
kesadaran hukum,
penghormatan,
perlindungan dan
pemenuhan hak asasi
manusia yang
berkelanjutan

Meningkatnya
kesadaran hukum dan
memastikan
terimplementasikannya
kebijakan nasional yang
mendorong
penghormatan,
perlindungan dan
pemenuhan HAM

e Mengoptimalkan
peran dalam
penghormatan,
perlindungan, dan
pemenuhan HAM
(SS2)

e Meningkatnya
kesadaran hukum
dan pemajuan
HAM bagi
masyarakat dan
masyarakat dan

aparatur (SS7)
Pengelolaan Melaksanakan tata Terwujudnya e Meningkatnya SDM
pemerintahan laksana pemerintahan | Kementerian Hukum kementerian
yang bersih, yang baik melalui dan HAM menjadi hukum dan HAM
efektif dan reformasi birokrasi organisasi yang solid, yang unggul dan
terpercaya dan kelembagaan bertanggung jawab, berdaya saing (ss8)
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efisien dan efektif dan
dapat bersinergi secara
konstruktif

Membangun
budaya kerja yang
berorientasi
kinerja dan
pelayanan (SS9)
Meningkatkan
efektivitas
organisasi (SS10)
Meningkatkan
pemanfaatan TI
untuk layanan
hukum dan HAM
(SS11)
Mengoptimalkan
pemanfaatan
anggaran (S512)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas

pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN H:R;I;ARX%R PROGRAM SASARAN H:R;I;ARX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Terpenuhiny | Indeks Program Terbentukny | Presentase (%) Fasilitasi Persentasi
a peraturan | kualitas pembentuk | a Peraturan Rancangan Perancanga fasilitasi
perundang- perundang- an Regulasi | Perundang- Peraturan n Peraturan perancangan
undangan undangan undangan Perundang- Daerah dan Perda oleh
yang sesuai yang undangan yang Pembinaan Kantor
dengan azas berkualitas diselesaikan Perancang Wilayah
pembentuka sesuai dengan Peraturan Kemenkumha
n peraturan perencanaan Perundang- m
perundang- undangan Jumlah
undangan Terfasilitasi terselesaikann

nya ya kebijakan
rancangan teknis fasilitasi
produk perancangan
hukum  di Perda dan
daerah pembinaan
perancang
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah

peningkatan
kapasitas dan
pembinaan
tenaga
perancang
peraturan
perundang-
undangan
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e Persentase
pemutakhiran
data dan
informasi
perancang
peraturan
perundang-
undangan

e Persentase
rancangan
perda yang
difasilitasi oleh
kantor wilayah

kemenkumha
m
Jumlah Tenaga | Terselenggarany | Jumlah
Perancang a pembinaan | peningkatan
Peraturan perancang kapasitas
Perundang- peraturan pembinaan
undangan perundang- tenaga
Mendapatkan undangan perancang
Pembinaan peraturan
perundang-
undangan
Terwujudnya | Indeks e Terpenuhinya | e Persentase
pembinaan kepuasan kebutuhan anggota JDIH
dan masyarakat masyarakat yang
pelayanan atas pelayanan atas berpartisipasi
hukum dokumentasi tersedianya aktif
hukum dokumentasi e Persentase
dan informasi layanan
hokum yang perpustakaan
lengkap  dan baik secara
akurat  serta online maupun
cepat dan offline
mudah diakses terhadap
masyarakat pengunjung
e Terselenggara | e Jumlah
nya kegiatan
pembinaan perencanaan
hukum di pembentukan
seluruh dan
wilayah pemantauan

produk hukum
daerah

e Indeks
kepuasan
masyarakat
atas pelayanan
dokumentasi
hukum
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SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN ":R;(\ARX%R PROGRAM SASARAN ":R;(\ARX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Mengoptimal | Indeks Pemajuan Meningkatny | Persentase e Tersedianya e Jumlah
kan peran pembanguna | dan a kebijakan keberhasilan informasi dan pemerintah
dalam n bidang penegakan | pembanguna | pelaksanaan dokumentasi daerah yang
penghormata | HAM HAM n yang aksi HAM HAM yang melaksanakan
n, berprespektif | ditingkat digunakan program aksi
perlindungan HAM daerah oleh HAM
,dan masyarakat e jumlah
pemenuhan e Meningkatnya kab/kota
HAM jumlah peduli HAM
pemerintah e Jumlah
daerah yang instansi
melaksanakan pemerintah
program AKksi yang
HAM menindaklanju
ti hasil
diseminasi dan
penguatan
HAM melalui
pelayanan
publik
berbasis HAM
Meningkatnya Tersedianya
rekomendasi rekomendasi
perlindungan Pelindungan dan
dan pemenuhan Pemenuhan Hak
HAM di wilayah Asasi
Manusia Di
Wilayah
Persentase Meningkatnya Persentase
Kab/Kota jumlah Kab/Kota | Kab/Kota Peduli
Peduli HAM PeduliHAM HAM
Persentase Meningkatnya Persentase
penanganan jumlah dugaan dugaan
dugaan pelanggaran pelanggaran
pelanggaran HAM yang HAM yang
HAM yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
ditindaklanjuti | oleh pemangku oleh pemangku
oleh pemangku | kepentingan kepentingan
kepentingan
Persentase e Meningkatnya | e Persentase
instansi jumlah instansi
pemerintah instansi pemerintah
yang pemerintah yang
menindaklanju yang menindaklanju
ti hasil menindaklanju ti hasil
Diseminasi dan ti hasil Diseminasi
Penguatan Diseminasi dan Penguatan
HAM dalam dan Penguatan HAM dalam
bentuk HAM dalam bentuk
pelayanan bentuk pelayanan
publik berbasis pelayanan publik
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HAM publik berbasis HAM
berbasis HAM | e Persentase
e Meningkatnya kerja sama
kerja sama HAM yang
HAM yang ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

SASARAN ll:R;IZAR'Z%R PROGRAM SASARAN ll:R;IZAR'Z%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Memberikan | Indeks Program Terwujudnya | Persentase e Meningkatnya | e Persentase
pelayanan Kepuasan Penegakan | pelayanan penyelesaian jumlah PNBP peningkatan
publik di Masyarakat dan publik di layanan Administrasi PNBP
bidang Terhadap Pelayanan bidang administrasi Hukum Umum Administrasi
hukum Layanan Hukum administrasi | hukum umum di wilayah Hukum Umum
sesuai Publik hukum yang e Meningkatnya di wilayah
dengan asas Bidang umum yang berkepastian efektivitas e Persentase
penyelenggar | Hukum berkepastian | hukum pelaksanaan penyelesaian
aan hukum tugas MPW laporan
pelayanan dan MPD pengaduan
publik masyarakat
terkait dugaan
pelanggaran
perilaku dan
pelaksanaan
jabatan
Notaris di
wilayah
Terwujudnya | Indeks e Meningkatnya | e Penguatan SDP
Penyelenggar | Kepuasan Pengembanga Pemasyarakat
aan Pengguna n Layanan an dalam
Pemasyaraka | Layanan IT Pemasyarakat rangka
tan yang Pemasyarakata an mendukung Transformasi
Berkualitas n SPPT-TI layanan
(Output PN) Pemasyarakat
e Tersedianya an melalui
Kebijakan input data
Penyelenggara untuk
an pertukaran
Pemasyarakat data pada
an yang Efektif SPPT-TI
e Jumlah
Pengembanga
n layanan
Pemasyarakat
an berbasis TI
e Indeks
Efektivitas
Penggunaan
Layanan TI
e Indeks
Efektivitas
Kebijakan
Pemasyarakat
an
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¢ Indeks
Dukungan
Manajemen
Penyelenggara
an
Pemasyarakat
an

e Layanan
Internal dan In
ternal Satker
(Overhead)

e Layanan
Perkantoran

e Jumlah
Kendaraan
Bermotor

e Jumlah
Perangkat
Pengolah Data
dan
Komunikasi

e Jumlah
Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran

e Jumlah
Gedung/Bangu
nan

e Jumlah
Layanan
Perkantoran

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Pemasyarakatan
dan Kapasitas
Hunian

Jumlah UPT
Pembangunan
Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) dan
Rumah Tahanan
(Rutan)

Terselenggarann
ya Dukungan
Layanan
Manajemen
Satker

e Tersusunnya
dokumen
rencana kerja,
anggaran UPT
Pemasyarakat
an dan
pelaporan
yang
akuntabel
tepat waktu

e Tersusunnya
dokumen
pengelolaan
BMN dan
Kerumah
tanggaan

e Terpenuhinya
data dan
peningkatan
kompetensi
pegawai
pemasyarakat
an

e Tersusunnya
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran dan
laporan
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keuangan yang
akuntabel dan
tepat waktu

Indeks
Pelaksanaan
Kerja Sama
Pemasyarakata
n

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
di Bidang
Teknologi
Informasi dan
Kerjasama

Persentase
kerjasama
pemasyarakat
an yang
ditindaklanjuti
melalui MOU,
PKS ataupun
bentuk naskah
kerjasama lain
Jumlah UPT
Pemasyarakat
an yang
melaksanakan
kerja sama
sesuai dengan
standar

Indeks
Parameter
Derajat
Kesehatan
Narapidana,
Anak, dan
Tahanan

Kualitas
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
di Bidang
Perawatan
Kesehatan dan
Rehabilitasi

Meningkatnya
Jumlah Lapas,
Rutan, LPKA
yang memiliki
klinik berizin
Meningkatnya
jumlah Kanwil
yang 50%
UPTnya
melaksanakan
kegiatan
perawatan
kesehatan
sesuai standar
Meningkatnya
jumlah UPT
Pelaksana
rehabilitasi
yang sesuai
standar
Menurunnya
persentase
angka
kesakitan
Tahanan dan
WBP di UPT
Pemasyarakat
an
Menurunnya
persentase
angka
kematian
Tahanan dan
WBP di UPT
Pemasyarakat
an

Persentase
kebutuhan
dasar Tahanan
& WBP yang
Persentase
kebutuhan
dasar Tahanan
& WBP yang
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Persentase
kualitas
layanan
kesehatan
dasar Tahanan
dan WBP di
UPT
Pemasyarakat
an sesuai
standar

e Persentase
Tahanan dan
WBP yang
mendapatkan
akses layanan
kesehatan
lanjutan saat
dibutuhkan

Meningkatnya
Pelayanan
Perawatan
Narapidana/Tah
anan/Anak di
wilayah sesuai
standar

e Persentase
pemenuhan
layanan
makanan bagi
Tahanan
/Narapidana/
Anak sesuai
dengan
standar

e Persentase
Tahanan
/Narapidana/
Anak
mendapatkan
layanan
kesehatan
(preventif)
secara
berkualitas

e Persentase
Tahanan dan
Narapidana
perempuan
(ibu hamil dan
menyusui)
mendapat
akses layanan
kesehatan
maternal

e Persentase
Tahanan/Nara
pidana/Anak
yang
mengalami
gangguan
mental dapat
tertangani

e Persentase
tahanan/narap
idana lansia
yang
mendapatkan
layanan
kesehatan
sesuai standar

e Persentase
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tahanan/narap
idana/anak
berkebutuhan
Khusus
(Disabilitas)
yang
mendapatkan
layanan
kesehatan
sesuai standar

Meningkatnya
Pengendalian
Penyakit
Menular di
wilayah sesuai
standar (Output
PN)

Persentase
keberhasilan
penanganan
penyakit
menular HIV-
AIDS (ditekan
jumlah virusnya)

dan TB Positif
(berhasil
sembuh)
Meningkatnya Persentase
Narapidana perubahan
Peserta kualitas hidup
Rehabilitasi pecandu/penyal
Narkotika yang ahguna/korban
menglami penyalahgunaan
Peningkatan narkotika
Kualitas Hidup
(Output PN)
Persentase Indeks e Meningkatnya | e Indeks
perubahan Kepuasan kepuasan Unit Kepuasan
kualitas Masyarakat Pelaksana Internal Unit
hidup terhadap Teknis Pelaksana
pecandu/pen | Layanan Keimigrasian Teknis
yalahguna/k | Keimigrasian terhadap Imigrasi
orban layanan di terkait layanan
penyalahgun bidang Dokumen
aan Dokumen Perjalanan,
narkotika Perjalanan, Visa dan
Visa dan Tempat
Tempat Pemeriksaan
Pemeriksaan Imigrasi
Imigrasi e Indeks
e Meningkatnya Kepuasan
kepuasan Unit Internal Unit
Pelaksana Pelaksana
Teknis Teknis
Keimigrasian Imigrasi
terhadap terkait layanan
layanan di Izin Tinggal
bidang Izin Keimigrasian
Tinggal Persentase
Keimigrasian kerja sama
e Meningkatnya keimigrasian
kualitas kerja yang
sama diimplentasika
keimigrasian n
e Meningkatnya | e Indeks
kualitas Kepuasan
pelaksanaan Masyarakat
tugas dan terhadap
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fungsi Layanan
keimigrasian Keimigrasian
di Wilayah di Wilayah
e Indeks
Kepuasan
Internal di
Wilayah
e Indeks
Pengamanan
Keimigrasian
di Wilayah
Terlindungin | Peningkatan Terselenggarany | e Jumlah
ya Kekayaan | permohonan a pelayanan penyelesaian
Intelektual di | kekayaan kekayaan Penerimaan
seluruh intelektual intelektual yang Permohonan
Indonesia berkualitas di Kekayaan
kantor wilayah Intelektual
kementerian melalui kantor
hukum dan HAM wilayah
e Jumlah
pelaksanaan
diseminasi dan
promosi
kekayaan
intelektual
oleh kantor
wilayah
Persentase e Terlindungi ¢ Jumlah merek
Peningkatan Merek dan dan indikasi
Produk KI dan Indikasi geografis, yang
komunal yang Geografis di dilindungi
dilindungi (PN) seluruh e Persentase
Indonesia Peningkatan
e Terlindunginy Paten, DTLST,
a Paten, dan RD yang
DTLST, dan RD dilindungi
di seluruh
Indonesia
SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan
Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN ":R;(\ARX%R PROGRAM SASARAN ":R;(\ARX%R SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Melaksanaka | Persentase Program Terlindungin | Penurunan Terselenggarany | Jumlah
n peningkatan | Penegakan | ya Kekayaan | Pengaduan a penegakan penurunan
penegakkan penyelesaian | dan Intelektual di | Pelanggaran hukum dibidang | pelanggaran KI
hukum yang | pelanggaran Pelayanan seluruh Kekayaan kekayaan di wilayah
mampu kekayaan Hukum Indonesia Intelektual intelektual oleh

menjadi intelektual kantor wilayah

inovasi dan secara tuntas kementerian

kreativitas hukum dan HAM

dalam yang handal

pertumbuhan

ekonomi

nasional
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wilayah sesuai
standar

. Persentase Terwujudnya | Indeks e Kualitas e Persentase
menurunn penyelenggar | Pelayanan Penyelenggara Tahanan yang
ya residivis aan Tahanan an memperoleh

. Persentase Pemasyaraka Pemasyarakat Layanan
Klien tan yang an di Bidang Penyuluhan
Pemasyara profesional Pelayanan Hukum
katan yang dalam Tahanan Persentase
Produktif, mendukung Meningkatnya Tahanan yang
Mandiri, penegakan Pelayanan memperoleh
Berdaya hukum Tahanan di Fasilitasi
Guna berbasis wilayah sesuai Bantuan

. Meningkat HAM standar Hukum
nya terhadap Persentase
pemenuha tahanan, menurunnya
n hak benda sitaan tahanan yang
Pendidikan dan barang overstaying
berkelanju rampasan
tan bagi negara,
anak narapidana,

. Persentase anak, dan
benda klien
sitaan dan Pemasyaraka
barang tan
rampasan
yang
terjaga
kuantitas
dan
kualitasny
a (nilainya)

. Persentase
tahanan
mendapatk
an
perlindung
an dan
perawatan

Indeks e Meningkatnya | e Persentase
Pengeleolaan Kualitas benda sitaan
Benda Sitaan Penyelenggara dan barang
dan Barang anPemasyarak rampasan
Rampasan atan di Bidang yang terjaga
Negara Pengelolaan kuantitas dan
Basan Baran kualitasnya
Meningkatnya (nilainya)
Pelayanan Persentase
Pengelolaan penyelesaian
Basan Baran di status/ekseku

si basan dan
baran
Persentase
benda sitaan
dan barang
rampasan
yang
dikeluarkan
berdasarkan
putusan yang
berkuatan
hukum tetap
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SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN INSRQIXARX%R PROGRAM SASARAN INSRQIXARX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Ikut 1. Persentase | Program Terwujudnya | Indeks e Meningkatnya | e Persentase
berperan Gangguan Penegakan | penyelenggar | keamanan dan Kualitas pengaduan
serta dalam Kemanan dan aan Ketertiban UPT Penyelenggara yang
menjaga dan Pelayanan Pemasyaraka | Pemasyarakata an diselesaikan
stabilitas Ketertiban | Hukum tan yang n Pemasyarakat | e Persentase
keamanan 2. Persentase Aman dan an di Bidang pencegahan
dan penegakan Tertib Keamanan dan gangguan
kedaulatan hukum Ketertiban kamtib
NKRI Keimigrasi e Meningkatnya | e Persentase
an yang Pelayanan kepatuhan dan
maksimal Keamanan dan Disiplin
Ketertiban di terhadap tata
wilayah sesuai tertib oleh
standar Tahanan/Nara
pidana/Anak
Pelaku
gangguan
Kamtib
e Persentase
pemulihan
kondisi
keamanan
pasca
gangguan
kamtib secara
tuntas
Meningkatny | Indeks e Meningkatnya | e Persentase
a Stabilitas Pengamanan kualitas kualitas
Keamanan Keimigrasian produk produk
Melalui intelijen intelijen
Pencegahan, keimigrasian keimigrasian
Pengawasan e Tersusunya yang
dan kebijakan ditindaklanjuti
Penindakan penyelenggara | e Indeks kualitas
Keimigrasian an di bidang kebijakan di
pengawasan bidang
dan pengawasan
penindakan dan
Keimigrasian penindakan
Keimigrasian
SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
SASARAN H:R;I;AR'Z?\IR PROGRAM SASARAN H:R;I;AR'Z?\IR SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Meningkatka | Presentase Pembentuk | Terwujudnya | Presentase Meningkatnya e Persentase
n kesadaran desa/kelurah | an Regulasi | pembinaan desa/keluraha | kesadaran desa/keluraha
hukum an sadar dan n sadar hukum | hukum dan akses n sadar hukum
masyarakat hukum yang pelayanan yang terbentuk | keadilan yang
terbentuk di hukum di masing- masyarakat. terbentuk di
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masing-
masing
wilayah

masing wilayah

masing-
masing
wilayah

e Persentase JF
penyuluh
hukum yang
memenuhi
standar
kompetensi

e Jumlah
Pengelolaan
Program
Pemberian
Bantuan
Hukum di
Wilayah

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN ":Rg:ARX%R PROGRAM SASARAN ":Rg:ARX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Meningkatka | Persentase Program Meningkatka | Persentase Terselenggarany | Persentase hasil
n kompetensi | ASN yang Dukungan n Hasil Penilaian | a Penilaian penilaian
strategis telah Manajemen | Kompetensi Kompetensi Kompetensi bagi | kompetensi yang
Sumber Daya | memenubhi Aparatur yang Aparatur sesuai dengan
Manusia standar Hukum dan ditindaklanjuti | Kementerian standar penilaian
Kementerian | kompetensi HAM oleh Pengguna | Hukum dan HAM | kompetensi BKN
Hukum dan jabatan Persentase
HAM Pelaksanaan
Pegembangan
Kompetensi
Aparatur
Kementerian
Hukum dan
HAM berbasis
Teknologi
Informasi
Persentase Terselenggarany | Kualitas
ASN a Pelatihan di penyelenggaraan
Kemenkumha Wilayah pelatihan
m yang
mendapatkan
pengembangan
kompetensi
SASARAN STRATEGIS 8
Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan
SASARAN ":Rg:ARX%R PROGRAM SASARAN ":Rg:ARX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Membangun | Nilai Program Meningkatny | Indeks ¢ Peningkatan ¢ Prosentase
budaya kerja | Reformasi Dukungan a layanan kepuasan kualitas pegawai yang
yang Birokrasi Manajemen | dukungan layanan pengelolaan memeproleh
berorientasi manajemen internal di sumber daya hak-hak yang
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kinerja dan di lingkungan | lingkungan manusia terdapat di
pelayanan Kementerian | Kementerian Meningkatnya dalam UU ASN
Hukum dan Hukum dan Pelayanan mulai dari
HAM HAM Ketatausahaan Recruitment
dan Kerumah sampai dengan
Tanggaan Retirement
Kemenkumha Persentase
m pegawai yang
puas atas
layanan umum
dan layanan
perkantoran
Tersedianya Persentase
layanan dokumen
pengelolaan perencanaan
Administratif dan
dan Fasilitatif penganggaran
Kantor yang tepat
Wilayah sasaran,
Kemenkumha akuntabel dan
m transparan
Meningkatnya Persentase
Layanan Data layanan
dan Informasi kepegawaian
Berbasis yang tepat
Elektronik posisi dan
tepat waktu
Persentase
layanan

keuangan yang
akuntabel dan
akurat
Persentase
layanan BMN
yang
terpetakan
sesuai
kebutuhan
Persentase
layanan
ketatausahaan
yang telah
dialaksanakan
secara akurat
dan akuntabel
Persentase
publikasi
layanan
kehumasan
kepada
masyarakat
yang tepat dan
benar
Persentase
pengadaan
saranan dan
prasarana
yang sesuai
dengan
kebutuhan
Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
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SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN IZIAD;AR;?\]R PROGRAM SASARAN IZIAD;AR;?\]R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Meningkatkan | Indeks Program Meningkatnya | Indeks Meningkatnya e Persentase unit
efektivitas efektivitas Dukungan layanan efektivitas Kualitas Program kerja yang telah
organisasi organisasi Manajemen | dukungan organisasi dan Penganggaran dilakukan
manajemen di Kementerian analisa beban
lingkungan Hukum dan HAM kerja
Kementerian Persentase unit
Hukum dan kerja yang telah
HAM dilakukan
evaluasi
kelembagaanny
a
SASARAN STRATEGIS 10
Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM
SASARAN IlgR;I;AR'Z?\IR PROGRAM SASARAN IlgR;I;AR'Z?\IR SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Meningkatka | e Indeks Program Meningkatny | Indeks Meningkatnya Indeks Sistem
n teknologi Dukungan alayanan teknologi Layanan Data Pemerintahan
pemanfaatan informasi Manajemen | dukungan informasi dan dan Informasi Berbasis
TI untuk dan manajemen komunikasi Berbasis Elektronik
layanan komunikas di lingkungan Elektronik Persentase
hukum dan i; Kementerian tingkat
HAM e Tingkat Hukum dan downtime
downtime HAM penggunaan
penggunaa teknologi
n teknologi informasi dan
informasi komunikasi
dan
komunikas
i
SASARAN STRATEGIS 11
Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien
SASARAN lNSX;leRX%R PROGRAM SASARAN lNSX;leRX%R SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS STRATEGIS PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
Mengoptimal | e Nilai Program Meningkatny | e Nilai SMART | e Meningkatnya Persentase
kan SMART Dukungan alayanan Nilai IKPA Kualitas Satuan Kerja
pemanfaatan | e Nilai IKPA | Manajemen | dukungan Program dan yang memiliki
anggaran manajemen Penganggaran Perencanaan
secara efektif di lingkungan Kementerian Penganggaran
dan efisien Kementerian Hukum dan berorientasi
Hukum dan HAM pada hasil
HAM e Tata kelola (SMART).
keuangan yang Persetase
efektif dan satuan kerja
efisien yang
mendapatkan

Nilai Indikator
Kinerja
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Pelaksanaan
Anggaran
Kementerian
di atas 93

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum
dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja
dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim
dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan
memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga
mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam
melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus
guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi

pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai

berikut:

e Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam
konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai
tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan
integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di
Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan
berkelas dunia.

o Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut
berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang
didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus
dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang berlaku.

e Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada
beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif,
feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan
komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

45



melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian
Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan
dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan
imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan
produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung
kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 SeKkretariat . Membangun budaya kerja yang 1. Nilai Reformasi Birokrasi
Jenderal berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Indeks efektifitas organisasi
. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Nilai SMART
. Mengoptimalkan pemanfaatan 4. Nilai IKPA
anggaran
2 Ditjen PP . Terpenuhinya peraturan perundang- |1. Indeks kualitas peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan azas undangan
pembentukan peraturan perundang-
undangan
3 Ditjen AHU . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
bidang hukum sesuai dengan asas Administrasi Hukum Umum
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase permintaan bantuan timbal
. Memastikan penegakan hukum yang balik dalam masalah pidana dan ekstradisi
mampu menjadi pendorong inovasi yang berhasil ditindaklanjuti
dan kreatifitas dalam pertumbuhan
ekonomi nasional
4 Ditjen PAS . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
bidang hukum sesuai dengan asas Pemasyarakatan
penyelenggaraan pelayanan publik 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang
. Ikut berperan serta dalam menjaga Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
stabilitas keamanan dan kedaulatan 3. Persentase benda sitaan dan barang
NKRI rampasan yang terjaga kuantitas dan
kualitasnya (nilainya)
4. Persentase menurunnya residivis;
5. Persentase tahanan mendapatkan
perlindungan dan perawatan
6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT
Pemasyarakatan
5 Ditjen . Memastikan pelayanan publik di 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
Imigrasi bidang hukum sesuai dengan asas Keimigrasian
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penyelenggaraan pelayanan publik

Persentase penegakan hukum
Keimigrasian yang maksimal
Indeks Pengamanan Keimigrasian

Ditjen KI

. Memastikan pelayanan publik di

bidang hukum sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
Kekayaan Intektual

Persentase peningkatan penyelesaian
permohonan kekayaan intelektual
Peningkatan permohonan kekayaan
intelektual

Persentase Peningkatan Produk KI dan
komunal yang dilindungi

Penurunan Pengaduan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual

Ditjen HAM

. Mengoptimalkan peran dalam

penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM

Persentase institusi pusat yang
melaksanakan program aksi HAM
Persentase institusi daerah yang
melaksanakan program aksi HAM

Inspektorat
Jenderal

. Membangun budaya kerja yang

berorientasi kinerja dan pelayanan

Indeks maturitas SPIP

Opini Audit External atas Laporan
Keuangan

Indeks Persepsi integritas

BPHN

. Terpenuhinya peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan azas
pembentukan peraturan perundang-
undangan

. Meningkatkan kesadaran hukum dan

pemajuan HAM bagi masyarakat dan
aparatur

Indeks kualitas peraturan perundang-
undangan

Persentase desa/kelurahan sadar hukum
yang terbentuk di masing-masing wilayah
Persentase permohonan bantuan hukum
litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundangundangan
Persentase permohonan bantuan hukum
non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundangundangan

10

Balitbang
Hukum dan
HAM

. Meningkatkan efektivitas organisasi

Indeks efektifitas organisasi

Persentase rekomendasi hasil penelitian
dan pengembangan yang dimanfaatkan
sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Persentase peningkatan sitasi KTI yang
dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

11

BPSDM
Hukum dan
HAM

1. Meningkatkan kompetensi strategis

Sumber Daya Manusia Kementerian
Hukum dan HAM

Persentase ASN yang telah memenuhi
standar kompetensi jabatan

Persentase alumni diklat yang meningkat
kinerjanya
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah
“Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan
berkesinambungan”. 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas
nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh
kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Apabila dilihat dari pelaksanaan tugas
fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam
agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya
arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa,
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara
dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang
dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan
kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan

HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok
Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan
misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:
a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan
kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan

strategi:
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Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancagan Peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan
dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal
dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan
Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan
melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan

Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam
rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi

Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan
peraturan perundang-undangan yang sedang disusun

Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang
mendukung penyederhanaan regulasi

Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan mempehatikan
analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan
manfaat (cost and benefit analysis/CBA)

Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses
monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut
Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan
berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum
nasional

Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait
kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi
(Omnibus Law)

Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan
Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-
undangan

Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum
Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi

Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan
perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada
Prolegnas 2020-2024

Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design

Pembangunan Hukum Nasional (PHN)
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b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan

dengan beberapa strategi :

1) Layanan dibidang Administrasi Hukum Umum

e Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa

administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan
aplikasi berbasis elektronik

Pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk seluruh
layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat

Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan
peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung

penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat

2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan

keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,

dengan strategi :

Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan

memanfaatkan teknologi informasi

Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan

pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan

sarana dan prasarana

Membuat kebijakan yang ramah investasi

Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :

— Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat

— Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI

— Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam
SIMKIM

— Pembentukan Kantor Imigrasi baru

— Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian

— Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus

— Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat

— Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara

elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkai
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— Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni :
satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler)
— Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian
— Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi
fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
3) Layanan dibidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan
layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST,
dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
e Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST,
dan RD melalui :
— Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis,
HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas
— Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis,
HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah
— Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi
hukum terkait merek dan indikasi geografis
e Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui
Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan
Pengembangan skema pencegahan
c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan
kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :

o Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui
kegiatan IP Academy melalui penerapan Corporate University bagi Kanwil dan
Workshop KI untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan
Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi
teknis dengan pihak internasional

e Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan
platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan

pengembangan aplikasi serta data based KI

d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan

pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

e Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja
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e.

Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan
peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan

berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi

layanan badan usaha berbasis elektronik

Pembangunan dan pengembangan sistem data base terpadu berbasis
elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang

terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator

Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak

asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang

disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas

untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung
penyelenggaraan layanan pemasyarakatan dan otoritas pusat

Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemasyaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System
Data Base Pemasyarakatan

Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan
memanfaatkan teknologi informasi

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pemasyarakatan

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada
pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan
anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan
prasarana

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

— Kebijakan Makanan siap saji

— Perizinan Klinik Pratma di seluruh Lapas dan Rutan
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— Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan

— Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi
layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada
SPPT-TI dengan target 183 UPT

— Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan
selama 5 Tahun)

— Peningkatan kapasitas operator SDP

— Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program
penyelenggaraan pemasyarakatan

— Pengelolaan kantin di UPT Pemasyarakatan secara Profesional dengan

Sistem Koperasi

Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang

melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan

penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas

masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM

dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain

itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen

keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di

tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian

secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi

tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

e Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen
keimigrasian

e Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian

e Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan
interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM

e Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal)

e Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN

e Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI

e Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN
yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen
Perjalanan RI

e Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI

e Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri,

Kejaksaan, BNN, KPK
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Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS

secara berkelanjutan

Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:

Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli
HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah

Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial
Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan
pelanggaran HAM yang dialami masyarakat

Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak
asasi manusia

Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk
melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah
Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk
mendorong implementasi HAM di Indonesia

Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi
manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan
Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi

HAM

Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses

keadilan, dilaksanakan dengan strategi:

Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuikan dengan
permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan
kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok
Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung
peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat

Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kolompok sadar
hukum yang mengutamakan pada kualitas

Melakukan perbaikan terhadap pola rekruitmen, penempatan, pengembangan
karir serta kompetensi penyuluh hukum

Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang
miskin/kelompok orang miskin

Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian

bantuan hukum
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Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang

tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui

2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Upaya-upaya

preventif dilakukan dengan cara : penguatan fungsi intelijen dan pengawasan

keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah

dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya preemptive dilakukan

dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak

Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian

yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :

e Penguatan sarana prasarana di PLBN

e Implementasilaboratorium forensik keimigrasian di PLBN

e Perluasan implementasi Border Control Management di TPl dan PLBN

e Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN
yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen
Perjalanan RI

e Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen
keimigrasian

e Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indicator
pengukur capaian kinerja

e Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan
penanganan TPPO

e Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora

e Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat

imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara

Menciptakan keamanan dan Kketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan

dengan strategi:

e Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan

e Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan

e Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan

e Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan

ketertiban
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e Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan

dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-

ray, metal detector dan body acaner

e Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi

e Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal

k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid,

bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif,

dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :

1) Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif

Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara
menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja
Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan
Rencana Strategis ke unit eselon [

Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM
melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen
perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju
WBK/WBBM

Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,
melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke
fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian
Hukum dan HAM

Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat
Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan

Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon [ dan Kantor
Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi
Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan
mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM
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o Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum
dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan

e Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui
penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan
tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan
optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan
Media on line

e Pembinaan,pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum
dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan
Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER)
di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

e Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/
Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi

e Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan
HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan
keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi
pemerintah

e Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi
penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air
Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan
Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya

e Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi
Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018
di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-
agenda Pimpinan

e Meningkatkan Nilai SPBE melaui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan
Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta
Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi
Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan
Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian
dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian

2) Strategi untuk pengawasan intern
e Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan

kualitas kinerja Kemenkumham
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Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan
Consulting

Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan
profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel
Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan
pemberantasan korupsi/pungutan liar

Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas,
berintegritas dan professional

Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat
Jenderal yang andal dan responsive

Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja
dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas

Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No
27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi
administrasi bagi pegawai Kemenkumham

Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan
sertidikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)
Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen
Risiko sebagai dasar pelaksanann Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko
(PIBR)

Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan
Kemenkumham

Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan
Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP

Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk
update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai
Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan
Komputer (TABK)
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3) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

e Melaksanakan audiency bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan
HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja
Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program
dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang

e Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian
BalitbangHukum dan HAM

e Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan
HAM pada Jurnal [Imiah terindeks scopus

e Mendorong pemanfaatan Corporate  University dalam  rangka
pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham

e Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit
kerja Kemenkumham

e Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik
Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik

e Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di
lingkungan Kemenkumham

e Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara
pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM

4) Strategi pengembangan SDM

e Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian
Hukum dan HAM Corporate University

e Mengintegrasikan = pengembangan  kompetensi  melalui  strategi
pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University
dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang
Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan
mengkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian
Hukum dan HAM juga mengkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional

yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk
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pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan

kebudayaan dan karakter bangsa.

Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Proritas

Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Prioritas Penguatan Kewirausahaan evaluasi Regulasi Sektor e Ditjen Peraturan
Nasional I: dan Usaha Mikro, Kecil dan UMI,(M Gt (CiipiE Laerigg SRl
Kerja Undangan
penguatan Menengah (UMKM) pemetaan Regulasi dalam e  Ditjen Kekayaan
ketahanan (Program Prioritas 5) penyusunan Omnibuslaw Intelektual '
pemberdayaan Kekayaan e Badan Pembinaan
ekonomi  untuk Intelektual dalam rangka Hukum Nasional
pertumbuhan penguatan kewiraushaan
dan UMKM
yang berkualitas
Prioritas e meningkatkan layanan kesehatan e Ditjen
Nasi . pelayanan kesehatan maternal kepada tahanan Pemasyarakatan
asional III: : . s . .
menuju cakupan dan narapidana e Ditjen Imigrasi
peningkatkan kesehatan semesta perempuan (ibu hamil e  BPSDM Hukum
sumber daya (Program Prioritas .4) dan menygsui) ' dan HAM
e meningkatkan kualitas pengendalian penyakit
manusia yang anak, perempuan dan menular di Rutan/Lapas
berkualitas  dan pe.mu.da (Program terkait dengan layanan
Prioritas 5) perawatan HIV dan TB
berdaya saing serta kampanye
pengendalian penyakit
menular
pelaksanaan SPPA dalam
hal pemenuhan hak anak
(pendidikan dan
kesehatan) di LPKA;
diklat SPPA bagi aparat
penegak hukum dan
pembinaan masyarakat
terkait dengan
pelaksanaan SPPA
Pemenuhan hak anak dan
perempuan di rumah
detensi imigrasi
Prioritas e  Meningkatkan Perlindungan kekayaan e  Ditjen Kekayaan
Nasional IV: pemajuan s intelektual, komunal, dan cielizlgal
pelestarian
pembangunan kebudayaan pembuatan database KIK
kebudayaan dan (Program Prioritas
2)

karakter bangsa
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B. Strategi Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM di

tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang

berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut

susunan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembentukan hukum daerah yang harmonis yang sejalan dengan

kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:

Mengoptimalkan penguatan fungsi Kantor Wilayah sebagai pusat layanan hukum
Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan
dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim
yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum
Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui
kegiatan peningkatan kapasitas di kantor wilayah dalam rangka meningkatkan
kualitas pembentukan produk hukum daerah

Peningkatan koordinasi antar Stakeholders

Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap

produk hukum daerah

2. Mewujudkan layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang

Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi
informasi

Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat

Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian

Penyusunan skema afirmasi pelayanan Merek, Hak Cipta dan Paten untuk usaha
kecil dan menengah

Penyusunan database identitas notaris wilayah Lampung

Meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat
Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan cara
peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), serta optimalisasi
penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan HAM bagi aparat

pemerintah dan masyarakat umum

3. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan

pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
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e Perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja

e Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan
badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan
usaha berbasis elektronik

e Pembangunan dan pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik
untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya

jaminan fidusia dan kurator

Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan

bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang

ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan

barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan

dengan strategi berikut :

e Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung
penyelenggaraan layanan pemasyarakatan

e Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

e Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data
Base Pemasyarakatan

e Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi
informasi

e DMengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pemasyarakatan

e DMenyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang mendukung pelaksanaan
keamanan, pembinaan dan perawatan di LAPAS/RUTAN yang bebas pungutan liar

e Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil,

produktif dan berbudaya

Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas
dan tinggal di wilayah Lampung. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara
lain:

e Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian

e Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian
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Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI dan non TPI;
Mengoptimalkan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam mendukung

keamanan negara.

Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :

Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM
dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah

Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran
HAM yang dialami masyarakat

Mendorong keterlibatan dan peran Kementerian instansi pemerintah untuk
melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah

Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM

Meningkatkan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan

dengan strategi:

melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuikan dengan
permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan
kesadaran hukum

melakukan evaluasi kolompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas
melakukan perbaikan terhadap pola rekruitmen, penempatan, pengembangan karir
serta kompetensi penyuluh hukum

meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok
orang miskin

mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan

hukum

Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan

strategi:

Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan

Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban di Lapas dan Rutan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan

ketertiban
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10.

Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI
seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector

dan body scaner

Terwujudnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menjadi

organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara

konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :

Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Lampung melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB dengan
tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan pendampingan
satuan kerja menuju WBK/WBBM.

Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor
Wilayah

Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui pemutakhiran kebijakan mengenai
Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Menyusun pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung

Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan

Penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan
Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, dan optimalisasi penggunaan media
pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line

Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan
dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan

kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University

Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Pasca

Pandemi COVID 19 merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang akan

dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi

serta tetap memberpasca pandemic Covid 19 dengan tetap mempertimbangkan efisiensi
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anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan 1. Adapun kebijakan dan strategi

tersebut adalah sebagai berikut :

1.
2.

Evaluasi Penerapan aturan Work From Home (WFH)

Optimalisasi fasilitas SUMAKER dengan strategi memanfaatkan fasilitas proses surat
menyurat secara online (SUMAKER)

Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM dengan melakukan strategi pembentukan
Pos YANKOMAS di UPT sebagai wadah untuk menerima pengaduan dugaan
pelanggaran HAM dari masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos
Yankomas

Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) dengan strategi penyesuaian capaian target dengan kondisi pasca covid-
19 pada tahun 2021 di Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah

Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan
strategi penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan public berbasis HAM,
melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan
terhadap petugas, dan memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis
HAM yang diberikan

Penunjang kesehatan pegawai dengan menyediakan hand sanitizer dam pemberian
masker dan vitamin

Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan strategi
mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam
melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, Mengoptimalkan rapat Pokja dan
Narasumber melalui Video Conference, Melakukan FGD dengan stakeholder terkait
melalui video conference

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah
dengan strategi Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan
bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis
Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum
Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan strategi
Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan
Hukum di daerah melalui sarana teleconference atau video conference dengan
Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan

Hukum
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum Percepatan
pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi
online dengan penyedia yang ditunjuk

Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dengan melaksankan strategi Penyesuaian
pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara online
dalam kondisi darurat COVID-19

Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan strategi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidan/tahanan/ anak
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak dengan strategi
Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasyarakatan, dan Pemenuhan
sarana peralatan dan perlengkapan medis pada klinik pratama

Peningkatan kualitas layanan kunjungan dengan strategi Penyusunan Standar/SOP
layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan,
dan Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka
pembatasan layanan kunjungan

Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah
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BAB1V
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

Kepala Kantor Wilayah :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada
peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP

2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3. Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui
implementasi Corporate University

4. Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal

SIPP (sipp.menpan.go.id)

Kepala Divisi Administrasi :

Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung
Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi
Kebiasaan Baru

Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM :

1.

Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham
dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan
daerah prakarsa Pemerintah Daerah

Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap
pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi
Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan
perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah
Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI
daerah

Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah

Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui
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sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden

7. Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM

8. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang

Cipta Kerja

9. Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum

10. Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks

Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks

Integritas Organisasi

11. Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM

(SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah

Kepala Divisi Pemasyarakatan :

A S

Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan stakeholder
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restorative

(Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan

6. Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/ Bapas Pilot Project

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan

Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban

NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/SASARAN
KEGIATAN/INDIKATOR

LOKASI

TARGET

ALOKASI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

SS1

Terbentuknya peraturan perundang-
undangan yang berkeadilan, bermanfaat
dan berkepastian hukum

5256

Penyelenggaraan
Pembinaan Hukum di
Wilayah

Kantor Wilayah

SK 6

Terselenggaranya pembinaan hukum di
seluruh wilayah

1,768,319,000

- Jumlah orang atau kelompok
masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi

264 Orang

- Jumlah kegiatan bantuan non litigasi
kepada orang atau kelompok
masyarakat miskin

26
Kegiatan
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- Jumlah pengawasan pelaksanaan 1 kantor
bantuan hukum di wilayah wilayah
2
- Jumlah penyuluhan hukum di daerah Kelompok
masyarak
at
1
rekomend
- Jumlah kegiatan perencanaan asi
pembentukan produk hukum daerah kebijakan
- Jumlah layanan informasi hukum 1 kantor
melalui sistem JDIHN wilayah
Penyelenggaraan
Penelitian dan .
5248 e e Kantor Wilayah
dan HAM di Wilayah
Rekomendasi hasil kajian di wilayah
SK 2 sebagai bahan penelitian dan 41,460,000
pengembangan hukum dan HAM
- Persentase rekomendasi hasil kajian di
wilayah sebagai bahan penelitian dan 60%
pengembangan hukum dan HAM
Sosialisasi hasil penelitian hukum dan
SK'3 HAM di wilayah 17,765,000
- Hasil penelitian dan pengembangan
hukum dan HAM yang disosialisasikan di 1 buku
wilayah
Penyelenggaraan
5250 Fasilitasi Pembentukan Kantor Wilayah
Hukum di Wilayah
K 7 Terfa5|lltésmya rancangan produk 137,249,000
hukum di daerah
- Jumlah rancangan peraturan daerah 20
yaang terfasilitasi Raperda
SK 8 Terselenggaranya pembinaan perancang 23,307,000
peraturan perundang-undangan
- Jumlah perancang peraturan
perundang-undangan di daerah yang 25 Orang
mendapatkan pembinaan
Meningkatnya kualitas layanan hukum
SS 2 yang mudah, cepat, dan menjangkau
seluruh lapisan masyarakat
Penyelenggaraan
5251 Administrasi Hukum Kantor Wilayah
Umum di wilayah
Meningkatnya jumlah PNBP
SK11 Administrasi Hukum Umum di wilayah 2,172,010,000
- Persentase peningkatan PNBP 75%
Administrasi Hukum Umum di wilayah ’
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan
SK12 tugas MKNW, MPW, dan MPD 841,950,000
- Persentase penyelesaian laporan
pengaduan masyarakat terkait dugaan 100%

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan notaris di wilayah
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5252

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah

Lapas/Rutan/
LPKA

452,111,000

SK 12

Meningkatnya penyelenggaraan
pembinaan UPT Pemasyarakatan di
Wilayah

- Persentase UPT Pemasyarakatan di
wilayah yang disupervisi dalam
pelaksanaan tugas pemasyarakatan di
wilayah sesuai standar

100%

SK 13

Meningkatnya pelayanan perawatan
Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai
standar

- Persentase Narapidana/Tahanan yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan
dasar dan kesehatan lingkungan sesuai
standar

100%

- Persentase Narapidana/Tahanan yang
mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan dasar, lanjutan dan
penyuluhan kesehatan sesuai standar

100%

- Persentase narapidana/Tahanan yang
mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai
standar

100%

- Jumlah narapidana narkotika yang
memperoleh layanan rehabilitasi

21,73 %

SK 14

Meningkatnya pelayanan tahanan di
wilayah sesuai standar

- Persentase tahanan yang
mendapatkan pelayanan administrasi
tahanan, bantuan hukum dan
bimbingan kegiatan sesuai standar

60%

SK 15

Meningkatnya pelayanan pengelolaan
basan baran di wilayah sesuai standar

Rupbasan

- Persentase basan baran yang
mendapatkan pelayanan administrasi
dan pengelolaan basan baran sesuai
standar

100%

SK 16

Meningkatnya kapasitas hunian

Lapas/Rutan/
LPKA/Bapas

- Jumlah UPT pembangunan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

0 UPT

- Jumlah UPT pembangunan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

0 UPT

- Jumlah UPT pembangunan Balai
Pemasyarakatan (Bapas)

0 UPT

- Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi
Lapas/Rutan

2 UPT

SK 17

Terselenggaranya dukungan layanan
manajemen Satker

Lapas/Rutan/
Lpka/Bapas/
Rupbasan

- Tersusunnya dokumen rencana kerja,
anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel dan tepat
waktu

1 Layanan

- Tersusunnya dokumen pengelolaan
BMN dan Kerumahtanggaan yang sesuai
standar

1 Layanan

- Tersusunnya dokumen pelaksanaan
anggaran dan laporan keuangan yang

1 Layanan
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akuntabel dan tepat waktu

- Tersedianya data pegawai
pemasyarakatan sesuai dengan
kompetensi

1 Layanan

SS3

Terselenggaranya penegakan hukum di
bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan,
dan Kekayaan Intelektual yang
menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat

5252

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah

285,999,000

SK 4

Meningkatnya pelayanan pembinaan
Narapidana di wilayah sesuai standar

Lapas/Rutan/
LPKA

- Persentase Narapidana yang
mendapatkan pembinaan kepribadian
sesuai standar

35%

- Persentase Narapidana yang
mendapatkan pelayanan administrasi
narapidana sesuai standar

85%

- Persentase Narapidana yang
mendapatkan pelayanan integrasi
(Asimilasi, PB, CB, CMB) dan
pendayagunaan TPP sesuai standar

60%

- Persentase Narapidana yang
mendapatkan latihan keterampilan dan
kegiatan kerja produksi sesuai standar

35%

SK'5

Meningkatnya pelayanan
pembimbingan klien pemasyarakatan di
wilayah sesuai standar

Lapas/Rutan/
LPKA/Bapas

- Persentase klien yang mendapatkan
pelayanan registrasi sesuai standar

100%

- Persentase klien yang mendapatkan
pembimbingan dan pengawasan sesuai
standar

100%

- Persentase anak yang mendapatkan
pendampingan anak sesuai standar

100%

SK 6

Meningkatnya pelayanan pendidikan
dan pengentasan anak di wilayah sesuai
standar

LPKA

- Persentase anak yang mendapatkan
pelayanan registrasi sesuai standar

100%

- Persentase anak yang mendapatkan
pendidikan, pelatihan keterampilan dan
pengentasan anak sesuai standar

75%

5252

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah

Lapas/Rutan/
LPKA

SK 2

Meningkatnya pelayanan keamanan dan
ketertiban di wilayah sesuai standar

91,434,000

- Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar

55%

- Persentase pencegahan gangguan
keamanan dan pemeliharaan keamanan
sesuai standar

35%
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- Persentase gangguan keamanan yang
ditindak dan ditanggulangi sesuai
standar

13,9%

5254

Penyelenggaraan fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan, dan
penegakan hukum
keimigrasian di wilayah

Kantor Wilayah

SK 8

Meningkatnya penyelenggaraan fungsi
pengkoordinasian, pelayanan dan
penegakan hukum keimigrasian di
wilayah

889.584,841

- Jumlah kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan fungsi
keimigrasian

9 kegiatan

SK9

Meningkatnya kualitas pelayanan
keimigrasian

- Persentase penurunan pelanggaran
hukum keimigrasian

25%

SK 10

Meningkatnya pemeriksaan
keimigrasian di tempat pemeriksaan
imigrasi

- Jumlah kegiatan pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan

3 kegiatan

SK11

Terselenggaranya layanan manajemen
Satker

- Indeks kepuasan pengguna layanan
kesekretariatan Satker

90%

SK 12

Terselenggaranya layanan sarana dan
prasarana internal

754,382,000

- Jumlah layanan internal overhead

1 layanan

SK 13

Terselenggaranya layanan perkantoran

5,309,782,260

- Jumlah layanan perkantoran

1 layanan

SK 14

Terselenggaranya layanan dukungan
manajemen satker

1,301,325,298

- Jumlah layanan dukungan manajemen
satker

1 layanan

5254

Penyelenggaraan fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan, dan
penegakan hukum
keimigrasian di wilayah

Kantor Imigrasi

1,157,401,000

SK3

Meningkatnya penegakan hukum
keimigrasian

- Persentase penurunan pelanggaran
hukum keimigrasian

30%

SK 4

Meningkatnya pengawasan keimigrasian
yang dilakukan oleh UPT Imigrasi

Kantor Imigrasi

- Jumlah pengawasan keimigrasian

1 kegiatan

SK'5

Meningkatnya penyidikan keimigrasian
yang dilakukan oleh UPT Imigrasi

Kantor Imigrasi

- Jumlah pengawasan keimigrasian

1 kegiatan

SK 6

Meningkatnya pemberian tindakan
administratif keimigrasian yang sesuai
ketentuan

Kantor Imigrasi

- Jumlah tindakan administratif
keimigrasian

1 kegiatan
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Terimplementasikannya kebijakan
nasional yang mendorong terwujudnya

554 penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan HAM
Penyelenggaraan
5255 Pemajuan HAM di Kantor Wilayah
wilayah
SK9 Meningkatnya pemerintah daerah yang 98,410,000
melaksanakan program aksi HAM
6
- Jumlah pemerintah daerah yang Instansi
melaksanakan program aksi HAM Pemerinta
h
15
- Jumlah kabupaten/kota peduli HAM Kab/Kota
- Jumlah instansi pemerintah yang 1
menindaklanjuti hasil diseminasi dan Instansi
penguatan HAM melalui pelayanan Pemerinta
publik berbasis HAM h
Meningkatnya rekomendasi
SK 10 perlindungan dan pemenuhan HAM di 89.463.000
wilayah
- Tersedianya rekomendasi 7
perlindungan dan pemenuhan HAM di rekomend
wilayah asi
14,452,944,
TOTAL 558
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Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN
NO LOKASI TARGET ALOKASI
KEGIATAN KEGIATAN/INDIKATOR
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
SS1
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Penyelenggar
aan fasilitasi Kantor
5250 | pembentuka .
. Wilayah
n regulasi di
wilayah
SK 8a 179,921,54
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 155,423,000 | 163,194,150 | 171,353,857 9
20 20 20 20
- Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah raperda raperda raperda raperda
kemenkumham
SK 8b Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang- 52,577,000 55,205,850 57,966,142 | 60,864,449
undangan
25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
- Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang
peraturan perundang-undangan
Penyelenggar
aan Kantor
5256 | pembinaan Wilavah
hukum di L
wilayah
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K6 96,733,000 101,569,650 106,648,132 111'9880'53
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
1 1 1 1
rekomend rekomend rekomend rekomend
- Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan y b?'Sik y b?'Sik y b?'Sik y b?'Sik
produk hukum daerah ebijakan ebijakan ebijakan ebijakan
Penyelenggar
aan
. Kantor
5255 | pemajuan Wilavah
HAM di y
Wilayah
SK'8 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi 113,640,000 | 119,322,000 | 125,288,100 | 312520
HAM >
6 6 6 6
Instansi Instansi Instansi Instansi
Pemerint Pemerint Pemerint Pemerint
- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM ah ah ah ah
15 15 15 15
- Jumlah Kab/Kota peduli HAM Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota Kab/Kota
1 1 1 1
Instansi Instansi Instansi Instansi
Pemerint Pemerint Pemerint Pemerint
- Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi ah ah ah ah
dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
SK11 Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di 117,033,300 | 123,829,065 | 130,021,463 | 1302223
wilayah 6
3 3 3 3
- Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di rekomend | rekomend | rekomend | rekomend
wilayah asi asi asi asi
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Penyelenggar
aan

administrasi Kantor
5251
hukum Wilayah
umum di
wilayah
SK 10 1,845,463,00 | 1,974,645,41 | 2,073,377,68 | 2,177,046,5
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang 0 0 0 64
berkepastian hukum
85% 85% 85% 85%
- Persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah
SK 11 1,084,456,00 | 1,138,678,80 | 1,195,612,74 | 1,255,393,3
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD 0 0 0 77
100% 100% 100% 100%
- Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait
dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di
wilayah
Penyelenggar
aan Lapas/R
5252 | pemasyaraka utan/ 98,860,000 | 103,803,000 | 108,993,150 | 1444280
tan di LPKA 7
wilayah
SK 14

Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak,
pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup
narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

76




100% 100% 100% 100%
- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi
tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan
kesehatan (preventif) secara berkualitas

100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan
menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus
(disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100%

- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS
(ditekan jumalh virusnya) dan TB positif ( berhasil sembuh)
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25% 25% 30% 35%
- Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Penyelenggar
aan fungsi
pengkoordin
asian,
pelayanan Kantor
2254 dan Wilayah
penegakan
hukum
keimigrasian
di wilayah
SK 12 891,770,63
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di 770,345,000 | 808,862,250 | 849,305,362 0
wilayah
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di 3,00 3,05 3,10 3,15
wilayah
. L 3,00 3,01 3,02 3,03
- Indeks kepuasan internal di wilayah
o o 3,00 3,01 3,02 3,03
- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah
Penyelenggar
aan kekayaan Kantor
5253 | intelektual di Wilavah
kantor ¥
wilayah
Sk 8 1,036,949,00 | 1,088,796,45 | 1,143,236,27 | 1,200,398,0
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di 0 0 2 85

kantor wilayah kemenkumham
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o ) 77 84 92 100
- Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah
33 36 39 42
stakehold | stakehold | stakehold | stakehold
- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intektual er er er er
oleh kantor wilayah
SK9 143,162,70
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intektual 123,653,000 | 129,835,650 | 136,345,432 3
oleh kantor wilayah kemenkumham yang handal
100% 100% 100% 100%
- Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intektual
3 lokus 5 lokus 5 lokus 5 lokus
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan
intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
Lapas/R
Penyelenggar utan/
aan LPKA/
722 | pemasyaraka Bapas/ 327,834,000 | 344,225,700 | 361436985 | >
tan di Rupbas
wilayah an
SK'13 .
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang
berkualitas di wilayah
o 3,10 3,15 3,20 3,25
- Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
SK 15
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar
. 10% 15% 15% 20%
- Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
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50% 50% 50% 50%
- Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hokum
100% 100% 100% 100%
- Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hokum
SK 16
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi,
pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
51% 50% 50% 50%
- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat
memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
) o 60% 61% 62% 63%
- Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
) ) ) 80% 85% 90% 95%
- Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
. . 20% 25% 30% 30%
- Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan
2% 2% 2,5% 2,5%
- Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya
menjadi sadar, patuh dan disiplin
- Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan 55% 55% 60% 60%
vokasi bersertifikasi
. , . 55% 55% 60% 60%
- Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
SK17

Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai
standar
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- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas 20% 25% 30% 30%
dan kuantitasnya
55% 55% 55% 60%
- Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
SK'19
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan
pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah
sesuai standar
37% 38% 40% 42%
- Persentase klien usia produktif yang memperoeh atau melanjutkan
pekerjaan di luar lembaga
10% 10% 15% 15%
- Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
. . o 50% 50% 55% 55%
- Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya
SK 20
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan
pengentasan anak di wilayah sesuai standar
25% 25% 30% 35%
- Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan
dan bersertifikat
. . 20% 25% 25% 30%
- Persentase anak yang memperoleh hak integrasi
5% 10% 10% 15%

- Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar
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Penyelenggar

aan Lapas/R
5252 | pemasyaraka utan/
tan di LPKA
wilayah
SK'18 Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai 173,950,000 | 182,647,500 | 191,779,875 201,3868,86
standar
. o _ 55% 56% 57% 57%
- Persentase pengaduan yang ditidaklanjuti sesuai standar
) . 37% 38% 40% 45%
- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
51% 50% 50% 50%
- Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib
- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib 20% 20% 25% 30%
secara tuntas
Penyelenggar
aan
kesadaran
4841 | dan
pemahaman
hukum di
wilayah
SK 7 1,894,374,00 | 1,989,092,70 | 2,088,547,33 | 2,192,974,7
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan 0 0 5 01

dan informasi hukum masyarakat di wilayah
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164 orang | 208 orang | 208 orang | 209 orang
- Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
18 23 23 25
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
- Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7,5 7,5 7,5 7,5
- Indeks kepuasan layanan bantuan hokum
Penyelenggar
aan diklat Kantor
5249 aparatur di Wilayah
wilayah
SK 6
Terselenggaranya pelatihan di wilayah
75% 80% 85% 90%
- Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah
Mewujudakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di
lingkungan kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan
berbasis Tl
. o 90% 91% 92% 93%
- Persentase satker yang nilai AKIP minimal "BB"
o . o 90% 91% 92% 93%
- Persentase satker yang nilai capaian RB minimal 90
3% 3% 3,5% 3,5%
- Persentase satker yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM
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- ) 65,0 66,0 67,0 68,0
- Indeks persepsi integritas kemenkumham
Pengelolaan
administratif
dan fasilitatif Kantor
1558 kanwil Wilayah
kemenkumha
m
SK7 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kanwil yang efektif 754,382,000 | 792,101,100 | 831,706,155 873’2291’46
dan efisien
) o ) 3,5 3,10 3,15 3,20
- Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kanwil
Dukungan
manajemen
dan teknis
6231 lainnya UPT
pemasyaraka
tan
K 15,748,665,0 | 16,536,098,2 | 17,362,903,1 | 18,231,048,
13a Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker 00 50 62 320
3 3 3 3
dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT
pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2 2 2 2
dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan
- Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai 80% 85% 90% 95%
pemasyarakatan
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1 1 1 1
- Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Jumlah layanan perkantoran
- Jumlah kendaraan bermotor 154 unit 168 unit 182 unit 196 unit

o 2142 unit | 2337 unit | 2532 unit | 2727 unit
- Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi
11332 12362 13962 14422

- Jumlah peralatan dan fasilitasi perkantoran unit unit unit unit
- Jumlah gedung / bangunan 631 unit 688 unit 745 unit 802 unit
Meningkatnya kualitas layanan pemasyarakatan dan kapasitas
hunian

0 1 0 0
- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

0 0 0 0
- Jumlah UPT pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 0 0 0 0
(LPP)
- Jumlah UPT pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 0 0 0 0
(LPKA)

0 0 0 0
- Jumlah UPT pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)

0 0 0 0

- Jumlah pembangunan/rehabilitasi/renovasi lembaga
pemasyarakatan narkotika
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1 1 1 1
- Jumlah UPT rehabilitasi/renovasi
Lapas/Ritan/Bapas/LPKA/Rupbasan
Dukungan
manajemen
6232 | dan teknis IKmain::;
lainnya UPT g
imigrasi
SK 15 891,770,63
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di 770,345,000 | 808,862,250 | 849,305,362 0
wilayah
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di 3,00 3,05 3,10 3,15
wilayah
. o 3,00 3,01 3,02 3,03
- Indeks kepuasan internal di wilayah
S 3,00 3,01 3,02 3,03
- Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah
Penyelenggar
aan
penelitian
dan Kantor
5248 pengembang Wilayah
an hukum
dan HAM di
wilayah
SK 8 232,243,88
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian 200,621,000 | 210,652,050 | 221,184,652 4

pengembangan hukum dan HAM
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85% 85% 85% 85%
- Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan
penelitian dan pengembangan hukum dan HAM
1 1 1 1
rekomend rekomend rekomend rekomend
asi asi asi asi
- Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan
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BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan
program serta kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah untuk merespon terhadap berbagai
tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dalam
mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan
disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung ini
bersifat terbuka untuk penyempurnaan atau penyesuaian dari kemungkinan perubahan sesuai
situasi dan kondisi yang ada. Melalui penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan
sasaran program untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Lampung.
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SISTE%AKUNTABILITAS KINERJASINSTANSIFPEMERINTAH
KEMENTERIANIHUKUMIDAN'HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PENGAYOMAN

REKAP PENILAIAN MANDIRI AKIP 2024

NO UNIT NILAI

1 SEKRETARIAT JENDERAL 72.25

2 INSPEKTORAT JENDRAL 74.05

3 DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN belum dinilai
4 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 20

5 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL belum dinilai
6 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA belum dinilai
7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA belum dinilai
8 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA belum dinilai
9 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI belum dinilai
10 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL belum dinilai
1" DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 20

KANTOR WILAYAH

NO UNIT NILAI
1 KANTOR WILAYAH ACEH 875
2 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA 86.9
3 KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT 875
4 KANTOR WILAYAH RIAU 875
5 KANTOR WILAYAH JAMBI 875
6 KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG 875
KANTOR WILAYAH BENGKULU 875
8 KANTOR WILAYAH LAMPUNG 875
9 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA 875
10 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 86
1" KANTOR WILAYAH BANTEN 86
12 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH 875
13 KANTOR WILAYAH D.I YOGYAKARTA 95
14 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR 875
15 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT 875
16 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 875
17 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 875
18 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN 875
19 KANTOR WILAYAH BALI 875
20 KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT 875
21 KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR 875
22 KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN 875
23 KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH 875
24 KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA 86
25 KANTOR WILAYAH GORONTALO 875
26 KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA 845
27 KANTOR WILAYAH MALUKU 875
28 KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA 875
29 KANTOR WILAYAH PAPUA 875
30 KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT 875
31 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU 875
32 KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT 833
33 KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN 875
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

KODE KODE BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA
NO ESELON| SATKER SATKER TARGET
PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI %
(a) (b) (a)-(b) (c)=(b): (a) (d) (e) (d)-(e) (f)=(e) : (d) (g) (h) (g)-(h) =(h):(g)] G)=(a)+(d)+(g) | (k)=(b)+(e)+(h) |()=(k):()
1 DIVISI ADMINISTRASI
01 408824  [SEKRETARIAT JENDERAL 13,929,021,000 13,541,631,297 387,389,703 97.22% 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30% 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17% 22,723,570,000 22,113,640,636| 97.32%| 98.00
SUB TOTAL 13,929,021,000 13,541,631,297 387,389,703 97.22% 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30% 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17% 22,723,570,000 22,113,640,636| 97.32%
2 DIVISI PELAYANAN HUKUM -
03 408822  [DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 0 0.00% 3,416,092,000 3,326,040,939 90,051,061 97.36% 0 0.00% 3,416,092,000 3,326,040,939| 97.36%| 98.00
07 408826  [DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 0 0.00% 1,535,857,000 1,531,909,870 3,947,130 99.74% 0 0.00% 1,535,857,000 1,531,909,870 99.74%| 98.00
08 408827  [DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0 0.00% 232,000,000 213,141,835 18,858,165 91.87% 0 0.00% 232,000,000 213,141,835| 91.87%| 98.00
09 408828 [DITJEN HAK ASASI MANUSIA 0 0.00% 233,073,000 227,966,164 5,106,836 97.81% 0 0.00% 233,073,000 227,966,164| 97.81%| 98.00
10 408829 [BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 0 0.00% 1,772,677,000 1,750,885,111 21,791,889 98.77% 5,000,000 5,000,000 0| 100.00% 1,777,677,000 1,755,885,111| 98.77%| 98.00
11 408831 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN 0 0.00% 200,621,000 197,339,609 3,281,391 98.36% 0 0.00% 200,621,000 197,339,609 98.36%
HAK ASASI MANUSIA 98.00
SUB TOTAL 0 0 0 0.00% 7,390,320,000 7,247,283,528 143,036,472 98.06% 5,000,000 5,000,000 0| 100.00% 7,395,320,000 7,252,283,528| 98.07%
3 DIVISI PEMASYARAKATAN
05 408823 | DITJEN PEMASYARAKATAN 0 0.00% 664,356,000 645,679,424 18,676,576 97.19% 0 0.00% 664,356,000 645,679,424| 97.19%| 98.00
05 406545 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 10,726,488,000 10,708,535,630 17,952,370 99.83% 11,359,294,000 11,205,182,719 154,111,281 98.64% - 0 0.00% 22,085,782,000 21,913,718,349| 99.22%| 98.00
05 652962 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG 8,728,831,000 8,639,363,281 89,467,719 98.98% 9,119,258,000 8,855,062,365 264,195,635 97.10% - 0 0.00% 17,848,089,000 17,494,425,646| 98.02%| 98.00
05 497764 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG 5,453,171,000 5,401,377,666 51,793,334 99.05% 3,100,822,000 3,057,339,823 43,482,177 98.60% - 0 0.00% 8,553,993,000 8,458,717,489| 98.89%| 98.00
05 406282 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 6,237,873,000 6,227,401,993 10,471,007 99.83% 6,135,845,000 6,070,821,760 65,023,240 98.94% - 0 0.00% 12,373,718,000 12,298,223,753| 99.39%| 98.00
05 408536 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 4,750,056,000 4,740,083,654 9,972,346 99.79% 7,428,087,000 7,366,410,012 61,676,988 99.17% 1,548,699,000 1,514,972,212 33,726,788 97.82% 13,726,842,000 13,621,465,878| 99.23%| 98.00
05 408530 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 3,572,678,000 3,504,754,019 67,923,981 98.10% 3,982,432,000 3,963,182,759 19,249,241 99.52% - 0 0.00% 7,555,110,000 7,467,936,778| 98.85%| 98.00
05 406551 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 3,950,441,000 3,941,393,355 9,047,645 99.77% 5,324,753,000 5,315,522,866 9,230,134 99.83% - 0 0.00% 9,275,194,000 9,256,916,221| 99.80%| 98.00
05 497758 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 3,324,933,000 3,298,441,083 26,491,917 99.20% 5,244,182,000 5,190,649,581 53,532,419 98.98% - 0 0.00% 8,569,115,000 8,489,090,664| 99.07%| 98.00
05 683313 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 4,022,825,000 4,006,499,677 16,325,323 99.59% 6,383,976,000 6,366,164,522 17,811,478 99.72% 200,198,000 199,947,000 251,000 99.87% 10,606,999,000 10,572,611,199| 99.68%| 98.00
05 683704 | LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 4,156,814,000 4,097,218,284 59,595,716 98.57% 3,071,880,000 3,054,144,757 17,735,243 99.42% - 0 0.00% 7,228,694,000 7,151,363,041| 98.93%| 98.00
05 663073 |RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 7,875,683,000 7,793,676,708 82,006,292 98.96% 10,218,771,000 10,087,149,300 131,621,700 98.71% - 0 0.00% 18,094,454,000 17,880,826,008| 98.82%| 98.00
05 406570 |RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 3,476,030,000 3,452,549,041 23,480,959 99.32% 4,346,028,000 4,339,168,941 6,859,059 99.84% 2,363,507,000 2,355,764,248 7,742,752 99.67% 10,185,565,000 10,147,482,230| 99.63%| 98.00
05 406576 |RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA 3,350,280,000 3,345,830,032 4,449,968 99.87% 4,759,003,000 4,758,772,763 230,237| 100.00% - 0 0.00% 8,109,283,000 8,104,602,795| 99.94%| 98.00
05 406591 |RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 3,123,156,000 3,096,993,100 26,162,900 99.16% 2,176,159,000 2,116,493,325 59,665,675 97.26% - 0 0.00% 5,299,315,000 5,213,486,425| 98.38%| 98.00
05 497742  |RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 3,459,201,000 3,458,943,991 257,009 99.99% 3,478,448,000 3,400,347,801 78,100,199 97.75% - 0 0.00% 6,937,649,000 6,859,291,792| 98.87%| 98.00
05 683390 |RUMAH TAHANAN KELAS 11B KOTA AGUNG 2,750,776,000 2,697,677,753 53,098,247 98.07% 3,203,006,000 3,183,494,176 19,511,824 99.39% - 0 0.00% 5,953,782,000 5,881,171,929| 98.78%| 98.00
05 109137  |BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 4,704,947,000 4,690,260,698 14,686,302 99.69% 1,096,136,000 1,086,684,915 9,451,085 99.14% - 0 0.00% 5,801,083,000 5,776,945,613| 99.58%| 98.00
05 653129 | BALAI PEMASYARAKATAN METRO 3,654,914,000 3,561,069,702 93,844,298 97.43% 821,296,000 800,489,000 20,807,000 97.47% 5,367,000,000 5,360,840,920 6,159,080 99.89% 9,843,210,000 9,722,399,622| 98.77%| 98.00
05 632015 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il KOTABUMI 1,079,637,000 1,063,246,086 16,390,914 98.48% 1,034,824,000 1,023,546,601 11,277,399 98.91% - 0 0.00% 2,114,461,000 2,086,792,687| 98.69%| 98.00
05 632017 | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 1,711,024,000 1,699,794,907 11,229,093 99.34% 997,695,000 967,716,046 29,978,954 97.00% 377,650,000 373,338,800 4,311,200 98.86% 3,086,369,000 3,040,849,753| 98.53%| 98.00
05 632623 f:MM£UHNF§NYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA 2,057,607,000 1,992,038,904 65,568,096 96.81% 667,223,000 596,957,911 70,265,089 89.47% . 0 0.00% 2,724,830,000 2,588,996,815| 95.01% 98.00
05 653260 |RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 1,472,322,000 1,457,147,969 15,174,031 98.97% 540,403,000 435,456,500 104,946,500 80.58% 0 R 0 0.00% 2,012,725,000 1,892,604,469( 94.03% 98.00
05 653264 E(L)J'IMA/;TJ K:INYI MPANAN BENDA SITAAN NEGARA 1,055,457,000 1,027,361,848 28,095,152 97.34% 595,055,000 575,991,000 19,064,000 96.80% 0 . 0 0.00% 1,650,512,000 1,603,352,848( 97.14% 98.00
SUB TOTAL 94,695,144,000 93,901,659,381 793,484,619 99.16% 95,748,932,000 94,462,428,867 1,286,503,133 98.66% 9,857,054,000 9,804,863,180 52,190,820 99.47%| 200,301,130,000| 198,168,951,428| 98.94%
4 DIVISI KEIMIGRASIAN
06 408825 | DITJEN IMIGRASI 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749 15,727,251 98.94% 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749| 98.94%| 98.00
06 408165 | KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 4,520,828,000 4,514,318,673 6,509,327 99.86% 6,372,633,000 6,371,116,207 1,516,793 99.98% 814,999,000 813,729,000 1,270,000 99.84% 11,708,460,000 11,699,163,880 99.92%| 98.00
06 109157  |KANTOR IMIGRASI KELAS 11l KALIANDA 1,171,901,000 1,166,198,402 5,702,598 99.51% 3,035,440,000 2,892,565,472 142,874,528 95.29% 276,436,000 273,172,590 3,263,410 98.82% 4,483,777,000 4,331,936,464| 96.61%| 98.00
06 683111 | KANTOR IMIGRASI KELAS Il KOTABUMI 1,553,707,000 1,540,218,679 13,488,321 99.13% 3,171,024,000 3,160,308,056 10,715,944 99.66% 4,358,751,000 4,343,147,849 15,603,151 99.64% 9,083,482,000 9,043,674,584| 99.56%| 98.00
SUB TOTAL 7,246,436,000 7,220,735,754 25,700,246 99.65% 14,061,718,000 13,890,883,484 170,834,516 98.79% 5,450,186,000 5,430,049,439 20,136,561 99.63% 26,758,340,000 26,541,668,677| 99.19%
TOTAL KESELURUHAN 115,870,601,000( 114,664,026,432 1,206,574,568 98.96%| 125,213,388,000( 123,396,939,968 1,816,448,032 98.55%| 16,094,371,000( 16,015,577,869 78,793,131 99.51%| 257,178,360,000| 254,076,544,269| 98.79%
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

DIPA KANTOR WILAYAH

KODE KODE BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA
No ESELON SATKER SATKER
PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI SISA % PAGU REALISASI %
(a) (b) (c)=(b):(a) (d) (e) (f)=(e): (d) (g) (h) ()=(h):(g) | ()=(a)+(d)+(g) | (k)=(b)+(e)+(h) (1) = (k) : ()
1 DIVISI ADMINISTRASI
01 408824  |SEKRETARIAT JENDERAL 13,929,021,000 13,541,631,297 387,389,703 97.22%| 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30% 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17% 22,723,570,000 22,113,640,636 97.32%
SUB TOTAL 13,929,021,000| 13,541,631,297 387,389,703 97.22% 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30% 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17% 22,723,570,000( 22,113,640,636 97.32%
2 DIVISI PELAYANAN HUKUM
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM
03 408822 UMJUM STRASI HUKU - 0 0 0.00%| 3,416,092,000 3,326,040,939 90,051,061 97.36% 0 0 0 0.00% 3,416,092,000 3,326,040,939 97.36%
07 408826 |DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL - 0 0 0.00% 1,535,857,000 1,531,909,870 3,947,130 99.74% 0 0 0 0.00% 1,535,857,000 1,531,909,870 99.74%
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-|
08 408827 UNJDANGAN v v G - 0 0 0.00% 232,000,000 213,141,835 18,858,165 91.87% 0 0 0 0.00% 232,000,000 213,141,835 91.87%
09 408828 |DITJEN HAK ASASI MANUSIA - 0 0 0.00% 233,073,000 227,966,164 5,106,836 97.81% 0 0 0 0.00% 233,073,000 227,966,164 97.81%
BADAN PEMBINAAN HUKUM
10 408829 e uku - 0 0 0.00% 1,772,677,000 1,750,885,111 21,791,889 98.77% 5,000,000 5,000,000 0 100.00% 1,777,677,000 1,755,885,111 98.77%
BADAN PENELITIAN DAN
11 408831 |PENGEMBANGAN HUKUM DAN - 0 0 0.00% 200,621,000 197,339,609 3,281,391 98.36% 0 0 0 0.00% 200,621,000 197,339,609 98.36%
HAK ASASI MANUSIA
SUB TOTAL 0 0 0 0.00% 7,390,320,000 7,247,283,528 143,036,472 98.06% 5,000,000 5,000,000 0 100.00% 7,395,320,000 7,252,283,528 98.07%
3 DIVISI PEMASYARAKATAN
05 408823  |DITJEN PEMASYARAKATAN - 0 0 0.00% 664,356,000 645,679,424 18,676,576 97.19% 0 0 0 0.00% 664,356,000 645,679,424 97.19%
SUB TOTAL (05) 0 0 0 0.00% 664,356,000 645,679,424 18,676,576 97.19% 0 0 0 0.00% 664,356,000 645,679,424 97.19%
4 DIVISI KEIMIGRASIAN
06 408825 |DITJEN IMIGRASI - 0 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749 15,727,251 98.94% 0 0 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749 98.94%
SUB TOTAL (06) 0 0 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749 15,727,251 98.94% 0 0 0 0.00% 1,482,621,000 1,466,893,749 98.94%
TOTAL KESELURUHAN 13,929,021,000| 13,541,631,297 387,389,703 97.22%| 17,549,715,000 17,156,200,790 393,514,210 97.76% 787,131,000 780,665,250 6,465,750 99.18% 32,265,867,000( 31,478,497,337 97.56%
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

\o KODE KODE SATKER BELANJA PEGAWAI
ESELON SATKER PAGU REALISASI SISA %

(a) (b) (a) - (b) (c) = (b): (a)

1 DIVISI ADMINISTRASI
01 408824 SEKRETARIAT JENDERAL 13,929,021,000 13,541,631,297 387,389,703 97.22%
SUB TOTAL 13,929,021,000 13,541,631,297 387,389,703 97.22%

2 DIVISI PEMASYARAKATAN

05 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 10,726,488,000 10,708,535,630 17,952,370 99.83%
05 652962 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG 8,728,831,000 8,639,363,281 89,467,719 98.98%
05 497764 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG 5,453,171,000 5,401,377,666 51,793,334 99.05%
05 406282 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 6,237,873,000 6,227,401,993 10,471,007 99.83%
05 408536 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 4,750,056,000 4,740,083,654 9,972,346 99.79%
05 408530 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 3,572,678,000 3,504,754,019 67,923,981 98.10%
05 406551 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 3,950,441,000 3,941,393,355 9,047,645 99.77%
05 497758 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 3,324,933,000 3,298,441,083 26,491,917 99.20%
05 683313 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 4,022,825,000 4,006,499,677 16,325,323 99.59%
05 683704 [LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 4,156,814,000 4,097,218,284 59,595,716 98.57%
05 663073 |[RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 7,875,683,000 7,793,676,708 82,006,292 98.96%
05 406570 |RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 3,476,030,000 3,452,549,041 23,480,959 99.32%
05 406576 |RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA 3,350,280,000 3,345,830,032 4,449,968 99.87%
05 406591 |RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 3,123,156,000 3,096,993,100 26,162,900 99.16%
05 497742 RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 3,459,201,000 3,458,943,991 257,009 99.99%
05 683390 [(RUMAH TAHANAN KELAS I1B KOTA AGUNG 2,750,776,000 2,697,677,753 53,098,247 98.07%
05 109137 BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 4,704,947,000 4,690,260,698 14,686,302 99.69%
05 653129 [BALAI PEMASYARAKATAN METRO 3,654,914,000 3,561,069,702 93,844,298 97.43%
05 632015 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 11 KOTABUMI 1,079,637,000 1,063,246,086 16,390,914 98.48%
05 632017 |BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 1,711,024,000 1,699,794,907 11,229,093 99.34%
05 632623 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG 2,057,607,000 1,992,038,904 65,568,096 96.81%
05 653260 [RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 1,472,322,000 1,457,147,969 15,174,031 98.97%
05 653264 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI 1,055,457,000 1,027,361,848 28,095,152 97.34%
SUB TOTAL 94,695,144,000 93,901,659,381 793,484,619 99.16%

3 DIVISI KEIMIGRASIAN
06 408165 |KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 4,520,828,000 4,514,318,673 6,509,327 99.86%
06 109157 KANTOR IMIGRASI KELAS |1l KALIANDA 1,171,901,000 1,166,198,402 5,702,598 99.51%
06 683111 [KANTOR IMIGRASI KELAS IIl KOTABUMI 1,553,707,000 1,540,218,679 13,488,321 99.13%
SUB TOTAL (06) 7,246,436,000 7,220,735,754 25,700,246 99.65%
TOTAL KESELURUHAN 115,870,601,000( 114,664,026,432 1,206,574,568 98.96%
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

No KODE KODE SATKER BELANJA BARANG
ESELON SATKER PAGU REALISASI SISA %
(d) (e) (d) - (e) (f) =(e) : (d)
1 DIVISI ADMINISTRASI
01 408824 SEKRETARIAT JENDERAL 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30%
SUB TOTAL 8,012,418,000 7,796,344,089 216,073,911 97.30%
2 DIVISI PELAYANAN HUKUM
03 408822 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 3,416,092,000 3,326,040,939 90,051,061 97.36%
07 408826 DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1,535,857,000 1,531,909,870 3,947,130 99.74%
08 408827 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 232,000,000 213,141,835 18,858,165 91.87%
09 408828 DITJEN HAK ASASI MANUSIA 233,073,000 227,966,164 5,106,836 97.81%
10 408829 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 1,772,677,000 1,750,885,111 21,791,889 98.77%
1 408831 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK 200,621,000 197,339,609 3,281,391 08.36%
ASASI MANUSIA
SUB TOTAL 7,390,320,000 7,247,283,528 143,036,472 98.06%
3 DIVISI PEMASYARAKATAN
05 408823 DITJEN PEMASYARAKATAN 664,356,000 645,679,424 18,676,576 97.19%
05 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 11,359,294,000 11,205,182,719 154,111,281 98.64%
05 652962 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG 9,119,258,000 8,855,062,365 264,195,635 97.10%
05 497764 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG 3,100,822,000 3,057,339,823 43,482,177 98.60%
05 406282 LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 6,135,845,000 6,070,821,760 65,023,240 98.94%
05 408536 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 7,428,087,000 7,366,410,012 61,676,988 99.17%
05 408530 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 3,982,432,000 3,963,182,759 19,249,241 99.52%
05 406551 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 5,324,753,000 5,315,522,866 9,230,134 99.83%
05 497758 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 5,244,182,000 5,190,649,581 53,532,419 98.98%
05 683313 LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 6,383,976,000 6,366,164,522 17,811,478 99.72%
05 683704 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 3,071,880,000 3,054,144,757 17,735,243 99.42%
05 663073 RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 10,218,771,000 10,087,149,300 131,621,700 98.71%
05 406570 RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 4,346,028,000 4,339,168,941 6,859,059 99.84%
05 406576 RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA 4,759,003,000 4,758,772,763 230,237 100.00%
05 406591 RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 2,176,159,000 2,116,493,325 59,665,675 97.26%
05 497742 RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 3,478,448,000 3,400,347,801 78,100,199 97.75%
05 683390 RUMAH TAHANAN KELAS 11B KOTA AGUNG 3,203,006,000 3,183,494,176 19,511,824 99.39%
05 109137 BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 1,096,136,000 1,086,684,915 9,451,085 99.14%
05 653129 BALAI PEMASYARAKATAN METRO 821,296,000 800,489,000 20,807,000 97.47%
05 632015 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il KOTABUMI 1,034,824,000 1,023,546,601 11,277,399 98.91%
05 632017 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 997,695,000 967,716,046 29,978,954 97.00%
05 632623 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG 667,223,000 596,957,911 70,265,089 89.47%
05 653260 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 540,403,000 435,456,500 104,946,500 80.58%
05 653264 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI 595,055,000 575,991,000 19,064,000 96.80%
SUB TOTAL 95,748,932,000( 94,462,428,867 1,286,503,133 98.66%
4 DIVISI KEIMIGRASIAN
06 408825 DITJEN IMIGRASI 1,482,621,000 1,466,893,749 15,727,251 98.94%
06 408165 KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 6,372,633,000 6,371,116,207 1,516,793 99.98%
06 109157 KANTOR IMIGRASI KELAS |1l KALIANDA 3,035,440,000 2,892,565,472 142,874,528 95.29%
06 683111 KANTOR IMIGRASI KELAS 11l KOTABUMI 3,171,024,000 3,160,308,056 10,715,944 99.66%
SUB TOTAL (06) 14,061,718,000f 13,890,883,484 170,834,516 98.79%
TOTAL KESELURUHAN 125,213,388,000( 123,396,939,968 1,816,448,032 98.55%
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG
TABEL REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

\o KODE KODE SATKER BELANJA MODAL
ESELON SATKER PAGU REALISASI SISA %
(g) (h) (g) - (h) (i) = (h) : (g)
1 DIVISI ADMINISTRASI
01 408824  |SEKRETARIAT JENDERAL 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17%
SUB TOTAL 782,131,000 775,665,250 6,465,750 99.17%
2 DIVISI PELAYANAN HUKUM
03 408822 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 0 0 0 0.00%
07 408826 DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 0 0 0 0.00%
08 408827 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0 0 0 0.00%
09 408828 DITJEN HAK ASASI MANUSIA 0 0 0 0.00%
10 408829 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 5,000,000 5,000,000 0 100.00%
1 408831 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK 0 0 0 0.00%
ASASI MANUSIA
SUB TOTAL 5,000,000 5,000,000 0 100.00%
3 DIVISI PEMASYARAKATAN
05 408823 DITJEN PEMASYARAKATAN 0 0 0 0.00%
05 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 652962 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 497764 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 406282 LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 0 0 0 0.00%
05 408536 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 1,548,699,000( 1,514,972,212 33,726,788 97.82%
05 408530 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 0 0 0 0.00%
05 406551 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 0 0 0 0.00%
05 497758 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 0 0 0 0.00%
05 683313 LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 200,198,000 199,947,000 251,000 99.87%
05 683704 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 663073 RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 406570 RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 2,363,507,000| 2,355,764,248 7,742,752 99.67%
05 406576 RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA 0 0 0 0.00%
05 406591 RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 0 0 0 0.00%
05 497742 RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 0 0 0 0.00%
05 683390 RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG 0 0 0 0.00%
05 109137 BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 653129 BALAI PEMASYARAKATAN METRO 5,367,000,000| 5,360,840,920 6,159,080 99.89%
05 632015 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il KOTABUMI 0 0 0 0.00%
05 632017 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 377,650,000 373,338,800 4,311,200 98.86%
05 632623 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG 0 0 0 0.00%
05 653260 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 0 0 0 0.00%
05 653264 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI 0 0 0 0.00%
SUB TOTAL (05) 9,857,054,000| 9,804,863,180 52,190,820 0.00%
4 DIVISI KEIMIGRASIAN
06 408825 DITJEN IMIGRASI 0 0 0 0.00%
06 408165 KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 814,999,000 813,729,000 1,270,000 99.84%
06 109157 KANTOR IMIGRASI KELAS 11l KALIANDA 276,436,000 273,172,590 3,263,410 98.82%
06 683111 KANTOR IMIGRASI KELAS 11l KOTABUMI 4,358,751,000| 4,343,147,849 15,603,151 99.64%
SUB TOTAL (06) 5,450,186,000( 5,430,049,439 20,136,561 99.63%
TOTAL KESELURUHAN 16,094,371,000| 16,015,577,869 78,793,131 99.51%
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REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG

1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO Sﬁ?l?:R NAMA SATKER PAGU REALISASI SISA % REALISASI | % TARGET| % DEVIASI
1 | 408822 |DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 3,416,092,000 3,326,040,939 90,051,061 97.36 98.00 9.43

2 | 406576 |RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA 8,109,283,000 8,104,602,795 4,680,205 99.94 98.00 1.94

3 | 408165 [KANTOR IMIGRASI KELAS | BANDAR LAMPUNG 11,708,460,000( 11,699,163,880 9,296,120 99.92 98.00 1.92

4 | 406551 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI 9,275,194,000 9,256,916,221 18,277,779 99.80 98.00 1.80

5 | 408826 [DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1,535,857,000 1,531,909,870 3,947,130 99.74 98.00 1.74

6 | 683313 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SUGIH 10,606,999,000( 10,572,611,199 34,387,801 99.68 98.00 1.68

7 | 406570 [RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA 10,185,565,000( 10,147,482,230 38,082,770 99.63 98.00 1.63

8 | 109137 |BALAI PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 5,801,083,000 5,776,945,613 24,137,387 99.58 98.00 1.58

9 | 683111 [KANTOR IMIGRASI KELAS 11l KOTABUMI 9,083,482,000 9,043,674,584 39,807,416 99.56 98.00 1.56

10 | 406282 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO 12,373,718,000( 12,298,223,753 75,494,247 99.39 98.00 1.39
11 | 408536 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA 13,726,842,000f 13,621,465,878 105,376,122 99.23 98.00 1.23
12 | 406545 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN B. LAMPUNG 22,085,782,000f 21,913,718,349 172,063,651 99.22 98.00 1.22
13 | 497758 [LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN 8,569,115,000 8,489,090,664 80,024,336 99.07 98.00 1.07
14 | 408825 |DITJEN IMIGRASI 1,482,621,000 1,466,893,749 15,727,251 98.94 98.00 0.94
15 | 683704 [LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK B. LAMPUNG 7,228,694,000 7,151,363,041 77,330,959 98.93 98.00 0.93
16 | 497764 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA B. LAMPUNG 8,553,993,000 8,458,717,489 95,275,511 98.89 98.00 0.89
17 | 497742 |RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI 6,937,649,000 6,859,291,792 78,357,208 98.87 98.00 0.87
18 | 408530 |[LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG 7,555,110,000 7,467,936,778 87,173,222 98.85 98.00 0.85
19 | 663073 [RUMAH TAHANAN NEGARA B. LAMPUNG 18,094,454,000( 17,880,826,008 213,627,992 98.82 98.00 0.82
20 | 683390 [RUMAH TAHANAN KELAS 11B KOTA AGUNG 5,953,782,000 5,881,171,929 72,610,071 98.78 98.00 0.78
21 | 408829 |BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 1,777,677,000 1,755,885,111 21,791,889 98.77 98.00 0.77
22 | 653129 |[BALAI PEMASYARAKATAN METRO 9,843,210,000 9,722,399,622 120,810,378 98.77 98.00 0.77
23 | 632015 |BALAI PEMASYARAKATAN KELAS Il KOTABUMI 2,114,461,000 2,086,792,687 27,668,313 98.69 98.00 0.69
24 | 632017 |BALAI PEMASYARAKATAN KELAS | PRINGSEWU 3,086,369,000 3,040,849,753 45,519,247 98.53 98.00 0.53
25 | 406591 |RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI 5,299,315,000 5,213,486,425 85,828,575 98.38 98.00 0.38
26 | 408831 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HA 200,621,000 197,339,609 3,281,391 98.36 98.00 0.36
27 | 652962 |LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA B. LAMPUNG 17,848,089,000( 17,494,425,646 353,663,354 98.02 98.00 0.02
28 | 408828 |DITJEN HAK ASASI MANUSIA 233,073,000 227,966,164 5,106,836 97.81 98.00 -0.19
29 | 408824 |SEKRETARIAT JENDERAL 22,723,570,000| 22,113,640,636 609,929,364 97.32 98.00 -0.68
30 | 408823 |DITJEN PEMASYARAKATAN 664,356,000 645,679,424 18,676,576 97.19 98.00 -0.81
31 | 653264 |RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI 1,650,512,000 1,603,352,848 47,159,152 97.14 98.00 -0.86
32 | 109157 |KANTOR IMIGRASI KELAS IIl KALIANDA 4,483,777,000 4,331,936,464 151,840,536 96.61 98.00 -1.39
33 | 632623 |RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG 2,724,830,000 2,588,996,815 135,833,185 95.01 98.00 -2.99
34 | 653260 |RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO 2,012,725,000 1,892,604,469 120,120,531 94.03 98.00 -3.97
35 | 408827 |DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 232,000,000 213,141,835 18,858,165 91.87 98.00 -6.13
TOTAL KESELURUHAN REALISASI KANWIL 257,178,360,000| 254,076,544,269 3,101,815,731 98.79 98.00 0.79

sumber: http://spanint.kemenkeu.go.id 04 Januari 2024 pukul 15.46 WIB

REALISASI
TARGET DISBURSEMENT PLAN
DEVIASI (+/ -)

98.79%
98.00%
0.79%




L.

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
J. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813, 485427, 483927 Faksimili: 0721-471060
Laman : https://lampung.kemenkumham.go.id

LAPORAN
INPUT DATA APLIKASI E-PERFORMANCE

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG BESERTA JAJARAN

B12 - TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Input Data Aplikasi E-Performance
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran Tahun
Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban yang akuntabilitas dalam
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas,
efektif dan efesien sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Laporan ini merupakan
laporan rutin yang dilaksanakan berkala dari BO1 sampai dengan B12 guna
menguatkan komitmen kerja Semakin PASTI, yaitu Profesional, Akuntabel,
Sinergis, Transparan dan Inovatif serta meningkatkan integritas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance dan Clean
Governance.

Laporan Input Data Aplikasi E-Performance ini disajikan untuk memberikan
gambaran terhadap akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek
pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan
akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode
tertentu. Yang kemudian Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan
HAM dari satuan unit kerja sampai dengan Presiden dilakukan melalui
mekanisme berjenjang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
terus mendorong seluruh jajaran dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja
Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berintegritas.

Dasar Hukum
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

F. Peraturan Presidan Republik Indonesia Npmor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

G. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja ;

H. Kementerian Hukum dan HAM,;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

P
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C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Laporan Input Data Aplikasi E-Performance
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran Tahun
Anggaran 2023 adalah untuk berkomitmen :

1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja, serta Action Plan Target Kinerja secara
tepat waktu dan tepat sasaran;

2. Mengembangkan diri menjadi aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang tangguh, terampil, dinamis dan adaptif melalui
implementasi Corporate University;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital
dalam bekerja untuk mewujudkan Good Governance;

LAPORAN
A. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Input Data Aplikasi E-Performance hanya berada
diruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta
Jajaran periode B12 Tahun Anggaran 2023.

. Hasil
Adapun hasil Laporan Input Data Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta Jajaran periode TRIWULAN IV
Tahun Anggaran 2023 adalah telah tersusunnya input pada aplikasi E-Performance
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan pada Unit Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi di Wilayah Lampung Tidak dapat dilakukan
input aplikasi E-Performance periode B12 Tahun Anggaran 2023 dikarenakan
Aplikasi E-Performance masih dalam tahap Maintenance Website Pasca
Development dan jaringan yang digunakan menggunakan jaringan internet terpadu
hanya dapat di akses melalui jaringan internet Pusdatin yang hanya tersedia di
Kantor wilayah sesuai informasi yang telah disampaikan oleh PAP Biro
Perencanaan dan Pusdatin Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

III. Penutup

Demikian Laporan Input Data Aplikasi E-Performance Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Dan HAM Lampung beserta Jajaran periode B12 Tahun
Anggaran 2023. Kami akan terus berkarya, menjunjung tinggi kejujuran untuk
membangun Kementerian Hukum dan HAM yang berwibawa, berkarya yang nyata
demi kejayaan bangsa khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
Lampung dengan semboyan “LAMPUNG SAI!!! PASTI KECE!!! ( Kerja Cerdas, Kerja
Cepat dan Kerja Cermat) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
SIAP menuju KEMENKUMHAM SEMAKIN PASTI dan BERAKHLAK”.

Kepala Divisi Administrasi,

<#KUMHAMPASTI

Ikmal Irdrus
NIP. 19690318 200312 1 002

M.  REFORMASI
BerAKHLAK () Rrwow 6 PR AT

an https:ibsre bssn.go.idverifikasi
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DATA PERJAN]IAN DAN REALISASI KINEE{JA B

TAHUN 2023

UNIT KERJA DIVIS| ADMINISTRAS| LAMPUNG

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
DIVISI ADMINISTRASI LAMPUNG
CASCADING TARGET REALISASI BsC
INDIKATOR CATATAN
NO SASARAN STRATEGIS NO KINERJA KELUAR MASUK WAKTU PENYELESAIAN  JUMLAH  SATUAN  JUMLAH URAIAN MONITORING BOBOT  SCORE(%)
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Aprl - Nilsi Reformassi Birokrasi aken dinerolen melzlui aplikssi £33 pada 505 E-RE

Mgl Nilzi Refzrmazi Birakras skan Siserolen melziu 2piikes| SR8 pass 2-05 E-RE

Refarmzsi Birskezs) skan ciperin malziui splikes E-RE pedz 805 ER2

™85 MNili 2

52 B 02ERE

Agustus: Nilsl Refarmasi Birskrasi akan dipsraieh melzlui aolikssi E-R3 b
=

mber. Nilai Refarmasi Eirakrasi skan diperoleh malalui aplikasi E-RE pads B-09
(Seprember]

Wi 87 Nisi

Oktober: Nilsi Reformasi Birskrasi sken diperoleh melslui aplikesi E-A8 pads B12 E-

RE [Desember)
2e

2kzn diperoleh melslui splikasi

Movember: Nilai Reformsi Birokra:
=

Daszmbar: Nilai Reformas] Birskrsi 2ken Siparolen malslul splikasi £RE pa 2125

Nilai Akuncabiicas Kinerja | 1. DIVIS 1. oS 52 Nilsi: Trwulan | TW1 | 75| Hilsi an melslui 4 [
ADMINISTR: ADMINISTRASI v

Lwrone [ Laueune

Jsnuari - Akuntsbiitss Kinerjs ksnwil Ismpung terlskesna
Tarja, Update LK]IP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Eappen:
Femruzr Akuntaziices Kinariz kanwi lzmpung terizkezn o
Tarja, Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart. dan E3ppen
Maran Akuntabilns Kineriz kanwil lEmpung serisksanz 22n &
Update LIP. Realisasi Anggaran, Smart, den Bappenas

dilaparken melaiui

orkan melalui Tar,

Sssaran Kinerja Pegawisi

™2 80 Misi

April - Akuntsbilitss Kineris kanwil lsmpune terlsksans dan dilsporken melslui Tarz
Update LKJIP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Eappenas
Mei: Akuntabilitas Kinerja kanwil lampung terlaksana dan dilsporkan melelui Tarje,
Updste LJIF, Reslisas anggarsn, Smart, dan Bappenss
Juni Akunszbilitas Kinarja lampung terizksana dan dilaporkan melsiui Tars,
Update LK]IP. Realisasi Anggaran, Smart, dan Bappenas

™85 Nl

Akunabilitas Kinerjs ksnwil Ismpung reriskssns den silsparksn melslui Tarjs,
Update LKJIP, Realisas Anggaran, Smart, dan Eappenas
Agustus: kuntsbilitss Kineris kenwil lsmpune terlsksans dan disporken mels
Tarja, Uposte LIP, Realisasi Anggaran, Smart. o3 Spy
September: Akuntabilitas Kinerja ki iz den dilzparkan melzii
Taria Updste LKJIP, Realisasi Angzsran, Smart. dsn Ssppe

Twa 82 Nisi

Okeaber : Akuntabilizss Kinerjs kamwil lsmpung terlsksan dan dilsporksn melslui
Tarfa, Update LK]IP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Eappen:
Mavemier: Akuniailizas Kineris kanwil lampung serlaksans o
Tarfa, Update LK]IP, Realisasi Anggaran, Smart, dan Eappen:
g kanel lzmpung terlaksane o2 melaiui
Teriz Updste LKJIP, Realisasi Angzsran, Smart. dsn Ssppe

dilzparken melslui

Jsnuari - Nilsi AKIP [ [
Fabruzr: Nilai AXIP
Maret: Nilai AKIP

2 Menujudken Tata Kelola Pemerintahan yang Efekf dan 7| Persentase Satuan Keria 54 Persen W 75 Persen
Efizian o1 Lingkungan Kemantarian Hukum d2n HAM yang Hisl AKIP mimimal Triwlzn 11

dengan Mengostimslkan Kualas Laysnan Berb o5
[+ Ll - (7]

Wz 85 Persen

Aprl - Nilsi AKIE
M Nilai AKIE.
Juni: Nilzi AKIP

Seseran Kineria Pegawai
e e ™ Persen

Juliz Nilai ASIP
Agustus: Nilal AKIP Kanwil Lampung Tahun 2022 adalsh 87.5 . Berdasarkan Aplikasi
Perfarmance
Seprember Nilsi AXIP Kanwi Lampunz Tahun 2022 sdsish 875 Berdasarkan Aplika:
E-Performance

wa o o Okzaber: Nilal AKIF Kanwil Lampung Tahun 2022 adalsh £7,5 . Berdasarkan Aplikasi £
Perfarmance

Movember

Desamber:

Persemase Satuzn Keria 24 Parszn; ™I 70 Persen
vene nilsi capsizn RS Triwulan IV
minimal 50

[- (7]

Jznuari: Satuzn Kerjs Glem pemenunan camzizn RE [ [
Februari: Satuan Kerjs delam pemenuhan capaian RS
Maret: Satuan Kerjs dalam pemenunan capaian RE

w2z | 75| Fersen

April - Satuan Karjs dalam pemenunan capaian RE
Mei: Satuzn Kerja dalsm pemenuhen cspsisn RE
dalam pemenuhan capaisn RS

Sasaran Kinerjz Pegawai TRy R

i= Satuan Kerja dalam pemenuhan capaisn RS
Agustus: Sztuan Kerja dalam pemenuhan capaizn RE
Seprember Satusn Kerjs dslem pemenuhan capsisn 75

™

Persen

Oktaber: Satuan Kerja dalam pemenuhan capaian RB
Movember: Satuzn Kerja dalsm pemenunan capaian RE
Desember: Satuan Kerja dalam pemenuhan capsian RE

o o = - GET szo

Jsnuari - Indeks kepussan layanan internal o ingkunzan Kantor Wilsyzh 0 [
Februari: Indsks kepuasan lsyanan inzernal di lingkungan Kansor Wilsyah
Marat: Indisks kepuzsan layznan intamal di (nghungan Kenear Wilsyan

3. Terwuiudnys lsyanan administratif dan fasilitati Kantor Incieks kepussan ayznan 31 Indeks ™25 Nili
Wilayshyang i Triwulan IV

Sicif dan efisien incernal di

w2 27 Mis

Apri  Indsks kepuzsan ayznan internzl di lingkungan Kamar Wilsyzh
el Indeks kepussan Isyanan interns| df lingkungsn Kamtor Wilsyeh
Juni: Indeks kepuzsan layanan internal di lingkungan Kantor Wilaysh

Saszran Kinerjz Pezawai:
wa 23 s

Julis Inse ks kepuzzan layanzn inernal 4 lingkungan Kameor Wilsyzh
Agustus: Indeks kepussan layenan internsl di lingkungan Kantor Wilsyeh
September. Indeks kepussan lsyanan internal di lingkungan Kantor Wilaysh

wa oz s En

E

Oktaber: Indeks kepuasan layanan intemal di lingkungan Kamtor Wilayah
Mavamasar: Indsks kepussan lsyanan internal o lingkungan Kensar Wilzyzh
Desember: Indeks kepussan lsysnan incern! o ingkungan Kancor Wilsysh

Urutkan No
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Februari: Terlaksananys pengharmonisssisn Rancangan Persturan Dasrsh Ksbupaten

Lompung Tengeh tentang Rencana Tata Rusng Wiayah 2022-2042

Maret: 1. pe rancangan Ksbupaten

Tulang Bawang Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-204%

2Terlsksananya pengharmonisasien Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Satatan tentang Perusahazn Umum daerah Alr Minum Tirca Jasa &.

Terlaksananyz pengharmainisasian Rancangan Persturan Daersh kabupaten

Fringseny tentang Rencana Tata Ruang Wilsysh Tahun 2022-2042 & Terls va

pengharmonisasian Rancangan Peraturan daersh Kabupaten Tanggamus tentang

Pencegzhan dan Peningkatan Perumahan dan Pemukiman Kumuh

April: 1. terlaksananya pengharmonisasian rancangan Peraturan Daersh Kabupaten

rancangan Peratursn Daersh Ksbupaten Wiay Kanan tentang Rencans Tets Rusnz
Vilayah 2023-2043

Mei: 1. Terlaksananya pengharmonisasian rancangan paraturan daersh Prc
Ismpune tentang Rencans Tats Rusng Wilsysh tahun 2023-2043 2 Terlsksznanys
pengharmonisasian rancangan persturan daerah Kabupaten Mesuji tentang pajsk
dserah dan retibu:
Juni: 1. terisksananys pengharmonisasian rancangan persturan dasrah Kabupaten
£ Barattentang Penatzan Tivh

daersh

- tentang pajsk deerah den Retribusi Dsersh 2 Terls
/an Ranvangan Paraturan daersh Kabupsien Tanggamus tencang.
Perin
ian rancangan peratursn das
arsh

puan dan snsk3
Pesisir Bara: centang Pajsk Dasrah

Aguscus: 1. Terlaksananys Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Dasrsh tsntang
Fajak Daeran dan recribusi Dagrah Kabupaten Lmapung Barat 2. Terlal
pengharmanisazian Ranenzgan Paraturen Dasrsh tenizng Fesilitast

Fencegzhan Pemberantssan Fenyslshgunssan dan dan Perdaran Gelsp Narkotis
dan Prekusor Kabupsten Tuls 2

EE
tentang Perubshan Peraturan daerah Nemor 2 Tahun 2022 tentang Perangkat Dasrah

Kots Enadar Lmapung
September dsersh da
Saran kebuparen TanggamUS £ Te-skeanany pangar menizas an e
Dasrah gz Resbusi Dazeh Ktz Bansar Lampung

Retribusi
£ Pajsk

Oktaber : 1. Terlaksananys Fengharmonisasin Rancangan Peraturan Daerah

Ksbupsten Tulang Bawang Bare: tentang Pencabuzan Persturan dassrh Homor &

Tahun 2018 sentang Produk Hukum Daerah dan Peraturan Tiyuh. 2. Terlsksananya

Jr2n Dezrah tentang Pajsk San Rewribusi Dzersn

3. Terlskasansnys Pengharmonisassian Rancangan

Peraturzn Daerzh tentang Pajsk dan Retruibusi Dagrah Kots Bandar Lampung. 4.
Rancnagan s

dserah dan Retribusi daerah kabupaten Tanggamus . 5. Terlaksananys

n Rencnagan Peratrusn o deyasn UMKM

. Teriksananya Pengharmanisasian Rancangan Peraiuran

£ Pajak Saeran dan Retrinusi Sarah kabupsten Lampung tengsh

Rancnagan tentang Paisk

n Pesawaran 5. Terlaksananya

n Rancnagan Peraturan Dasrah tentang Paisk o

Terlsksananys Pangharmonisssian Rancangan Perscuran

£ Pajak PAGN Kotz B2ndzr Lampung, 10.Terlsksznanyz

 Rancangan Peraturen Dsersh tentang Pajsk dsersh den Rewibusi

anisasi =

asrah dan Retribusi

is2si2n Rzncangan peraturen Dasran
“entang Penyelenggarasn Perpustskaan dan Ars
n Rancangan Perzturan Daerzh Kabupaten
Lampune Timur Tats Cars Penyusunan 2rogram Pembentukan Persturan Daersh 3.
o Rancangan Kabupaten Lsmpung
Timur tentang fasilitssi Pencegshan den Pembersntssan Penyzlsheunsan dsn
Persdaran Gelap Narkotike 4. Terlsksananys Pengharmonisasian Rancangan
Fersturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah
s Tér\iksanahya Fengharmonisasian Rancengsn Persturan Bupat Kabupsten

vu tentang Tata Naskah Dinas 6. Terlaksananya Fengharmonisasian
R;r\:argan parzturan Daeran Tulang Bawang Barat tentang Pajak dzersn dan
cian Rancnagan Peratruan Daerah
2 Bandar Lampunz s, Tu\akas:raﬂfa
n Rancnagan Peraturan Daerah tentang Paisk D
Kabupsten Lsmpung Tengsh

Desember:

Jenuari 0
Februar
Marer

jum clah teriaksananya kegiatan pendslaman materi dari tanggal  juni 2023 sampai

dengan tangeal 5 Jull 2023 di Kentor Wiisysh Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Juli
Agusus:
Sepremnen

Okoner:
November.
Desember:

Februsri: telah dilsksanskennys rapst interns pembshassn swsl terkait judul
peraturan dsersh yang skan dilskukan anais dan evalussi produk hukum dsersh
padz tangzz 13 Februsr 2023

Maret: 1. Terlaksananys rapat koordinasi pelsksanasn snalisis dan evalus
dserah Kotamadya Eandar lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fenyelenggarasn
Ketenszakerisan pads tanzzs| | maret 2022 2 terdsksananys rmmt:nrvg dan evaluzsi
Fropemperda ks Kabupatan Masu 3. Terlaksananya monitaring da
Pr-DerDer:ake febugaan Tuiang Eevang s 4 :ﬂrl;ks.ran:«amammnng
evalussi Prop st
i eveluas! propemperd ke Kors Sandar Lampurg

ersturan

April
Mei terlskssnanys rapst koordingsi pelskssn=an snslisis den evalussi persturan
dserah kotamdya Bandar Lampung Nomor 2 Tshun 2018 <entang penyelenggarsan
ketenagakerjaan pada stangeal 17 Mei 2023

Juri: Terisksananya kegistan rapat analisis dan svalua:
Fersturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 Kota Bandar lampung tentang
Ketensgakerizan

produk hukum dsearsh

Ju
Agusws:

Sepreminen terizksnanyz Rapst Palzparan Anals
Tahun Anggaran 2023

n Evaluasi Perzturan Daersh

Olaber znr\skjrvarv,i Rapat Pelaporsn Analisis dan Evalussi Peraturan Daersh Tahun
Anggarn 20

Navember.

Desember:

Februari
MRS Focks s ot i ot i ok st
putusan pengadilan tingkat | pada LBH

<erdapat 16 kegiatan Ta ;pper‘,‘\j\kanrgug;,gn!pemem

Kegiatan Tahap Putusan Tingkat | oleh beberapa LBH (SPSL. BKEH FH UNILA, Menang
Lampung Bar:

Pada Bulan April ads 50 Kegitan layanan bantusn hukum Iiigasi berups Tahap
Fenyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pandahuluan. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat |
ada 37 Kegitan yane 2n dari beberspa LEH di Prov Lampung Tahap Upaya
Huicum Biasa Banding ad 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh LEH Tulang Bawang.
Barat

Mei: Pada Bulan Mei ada 34 Kegiatan layanan Bantuan Hukum berupa Tshap
Panyizikan/ Gugstzn/Pemar rozhuluan. Tenap Putusuan Pengzdiizn Tingkat |
ada 44 kegistan dari beberapa LBH di Provinsi Lampung Layanan Bantuan Hukum
Upaya Hukum Bissa Bading ada 1 Kegiatan yang dilakukakan oleh LEH Nasionl.

Juniz Pacla Bulan Juni 203 33 Kegistan lsyanen bantusn hukum [idessi berups Tansp
PEny\d\ksn!Gugaurr Pendahuluan. Tahap Pususan Pengadilan Tingkat |
a2 40 ke Banding ads 5 Kegiztsn

‘2 Bankum Litigasi Upsys Hukum 8

BsC

SCORE(%)

]



pelzyanzn kekzyzan
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Fersenasa permahor &0 persen;
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[+ [l - (]

ezzuai:

Persemase wabsite 20perszn
nzzots JDIHN 2kt yang Triwulan |
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portalisistem integrasi

Sssaran Kinerja Pegsuisi
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yang dilskuien clsn besarsps LEH sz Praving Lampung Tzhzp

Juliz -Padiz Bulzn Jui Layanan Bantuzn Hukum Litigssi Tshan
Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuiuan ada 10 kegiatan yang di laksanakan
cleh beberapa LEH di Provinsi Lampung -Layanan Bantuan Hukum Litigast Tahap
Putusan Pengadilan Tingkat | ada 20 kegiatan yang dilsksanakan oleh beberaps LEH di
Provinsi Lampung -Layanan Bantusn Hukum Liigssi Upsys Hukum Sisss Kesasi 1LBHI
232 1 Kegiztan

Agustus: Pada bulan Agustus Tahun 2023 untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi yang
‘eiah dilaksanakan antara lain: - Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan
Pendshuluan s0s7 kegiatan yane dilskssnskan oleh bebersns DBH di Proins!
Lampung - Tahap Purusan Penngadilan Tingkat | sda 15 kegiatan yang dilaksanakan
aleh baeraps OBH di Provingi Lampung

Sepramber: Pads bulan September - Layanan Hukum Li
Fenyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan LEH ads § kegiacan yang dilakukan
alen Pasnzkum jakzna C2bang Lampung LEH 53 Bumi Selztan dan L3H Lampung
Barat Tahap Futusan Pengadilan Tingkat | ada 9 Kegiatan yang telah dilaksa
Beberzpa LK

kan aleh

5

Oioner: Padz Bulsn Okaber Layanzn Litigasi yang dizkukan anizrs [2in: -Layznzn
Bantuan Hukum Lidigasi Tshsp Pendshuluan ada 18
kegiatan yang dilskukan oleh beberapa LEH di Provinsi Lampung - Layanan Eantuan
Hukum Litigasi Tahap Putusan Pengadilan Tingkat | ada 31 kegistan yang dilakakukan
cleh beberap LEH yang ads di Provinsi lampung -Layanan Bantuan Hukum Tshap
B2naing 2o 1 kegiztn sleh LEEH P51
November: Pada Bulan November 2023

j2nzn Ligssi yang dilskssnsken sntara lsin
- Tahap Penyidikan/Gugatan/Femeriksaan Pendanulusn ads § kegiatan yang
dilsksanakan oleh bbrp L8H oi Provinsi Lampune -Laysnsn Bantuan Hukum Litigasi
Tahap Futusan Pengadilan Tingkat | 302 12 kegiatan yg dilsksanakan oleh beberapa
LEH s2-Pravingis Lampung -Layanan Bantuzn Hukum Litigas Tanzp Kasesi o2 2
kegistan ye dilskukan oleh YLBHI LBH Bandar Lampung.

Dezermber

Februari
Maret: Terdapat 3 1 kegistan
masyaraket, 4 kezizzn penyullnEn nukum, 2 kegizizn madizs, | kegistan negaisas,
1 kegistan penc Giluar pengadilan. 4 kezizten Drafiing dokumen hukum, |
kegiatan Investigasi perkara, 1 kegiatan Kansutasi Hukum,

April: Kegizin B2muan Hukum Nan Litigasi yang 2ilsksznzkan pace Sulsn April yaite,
Layersn Penyuluhan Hukum 563 5 kegistan yeng dilzkuken oleh LBH - BKEH FH
UNILA LSH SBL. Posbakum Acin Pesisic Sarst. 531 Bumi Selstsn gan LEH Nasionsl
Layznzn Pamier: Masyarskat ads 3 kegiatan (Fiat Yustisia dan BKEH FH Unilz)
Isyanan penslitisn Hukum scs 2 kegiatan oleh Fist Yustisia Layanan Mediasi ds 2
kegiatan ( Sai bumi selatan dan BKEH FH Unilz) layanan Negosiasi, Drafting Dokumen
Hukum dan Investigasi Perkara masing-masing ada 1 kegiatan.
Mei: Lsyanan Bantuan Hukum Non Litigasi Penyulunan Hukum 3da 4 kegiatanyang
iizksanakan olen YLEHI LEH Bzndar Lampung, Fizt Yustisiz, Paszkum Agin Tuizng
Bswane. Lsyanan Bantusn Hukum Non Litizssi Pemberdayasn Masysrskst sda 5
Kegiatan. Layanan Ean:uan Hukum Non Litigasi Penelitian Hukum ads 3 Kegiatan.
Layersn Esntuzn Hukum Non Litigssi Medissi ads 4 Kegistan. Layansn Bsntusn
Huicum flon Litigasi Negosiasi SEL 3da Z kegiatan Layanan Bantuan Hulum Non
Litigasi Pendampingan diluar Pengadilan 2da 2 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum
Non Litigasi Investigasi Perkara S8L ads 2 Kegiatan Layanan Banuan Hukum Non
Litigasi Kanzuitas] Hukum 22 4 Kegistan

Juri: Pada Bulan Juni kegiatan Batusn Hukum Non litigasi yang dilsksanakan antara
Isin adalah : - Penyuluhan hukum ads 2 kegistan yang dilaksanakan olek

‘gzamus dan LEH Sskai Samizayan. - Pendamsingan diluar
Pengadilan sds 4 Kegiatan yang dilskukan oleh LEH Saksi Sembayan. Menang Jagad
dan SEL - Drafting Dokumen Hukum ada 1 kegiatan oleh LEH Sakai Sembayan. -
Negosizsi sds | kezistan oleh LBH Sakai Sembayan. - Madissi sda | kezistan oleh LEH
‘Sakai Sembayan. - Pemberdayazn Masyarakat ad 1 kegiatan oleh LEM Sakal
Sembayen,

Pestskumadin

Juliz -Leyznan Bantuzn Hukum Nen Lisigesi Panydlunan Hukum ads 1 Kegizsen -
Layanan Bancuan Hukum Non Litigasi Peneliian Hukum sds 2 kegistan -Lsyanan
Eamtuzn Hukum Non Ltigzs! Pemsersayaan Masyars kst 332 1 Kegistan
Agustus: Laysnan Bantusn Hukum Non Litigssi veng dilsksanskan pads Bulan Agustus
2023 antaralsin : - Layanan Penyuluhan Hukum ada 2 kegiatan - Layanan Invescigasi
Perkars ada 1 kegiatan- Layanan Pembsrdayasn Masyarakat ada 1 kegiatan -
LayananPendampingan di luar pengadilan 1 kegaiatan - Layanan Negosiasi 1 kegistan
Layanan Drafting Dokumen ukum ada 1 kegiatan -Layanan Fenali kum 333 1

‘Septamber: Pada Bulan September : - Layanan Bancuan Hukum Non Liigasi
22 1 kegiztan clzn P24 - Layanzn Bzntuzn
Hukun Non Lisigas! Pemberdayssn Masyarskat Ads 2 Kegizean - Layanzan Banmuen
Rukum Nan Leigssi Pandampingsn o Luar Pengzdiien as 2 kegiztan - Layznan
Penelitisn Hukum =63 | kegistan - layanan Bantusn Hukum Non Lisigssi Medissi sds |
Kegiatan - Layanan Bantuan Hukum Non Lidigasi Drafing ads 1 Kegiatan - Layanan
Bantuzn Hukum Non Litigas! Konsultas Hukum sda 1 Kegistan

o

Okioier : Pads Bulan Oksaber Layanan Bantuzn Hukum Nen Litigssi yang
dilsksanakan adslsh sebagai berikuz: - Lsyanan Bancuan Hukum Non Licgas!
Fenyuiunan Hukum sda 2 kegiatan -Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
Femberdzysan Mesyarakat PEHI | kesistsn -Layansen Bsntuzn Hukuk Non Liessi
Fendampingan i luar Fengadilan ada 2 kegiatan oleh PEH, LEGAL dan LBH Tanjung
Eintang -Layann Bzniuzn Hukum Nagasissl PEHI | kegistzn -Layenzn Sznwan
Hulcum Non Litigasi Peneliian 2 kegistan olsh LBH Tanjung Sintang an LSH SBL-
Layznzn B2niuan Hukum Nan Ltigss Investigssi Parkzrs LEH SEL T kegiztan
November: Pads Bulan November 2023 Layanan Bantuan Hukum Non Litizasi yang:
i3 diiskukan antars [ain: - Layanan Penyulunen Hukum, 393 3 kegistan yang relan
dilsksanakan - Layansn Pemberdayssn Masyarsket sds 3 kegistan - Laysnan

ingan il flan ad 3 kegistan - L i 503 3 kegistan-
Layaran Penelitian ada % kegiatan - Layananinvestigasi Ferkara ad 3 kegiatan
Layanan Drating Dokumen Hukum ads 4 kegiatan - Layanan Medissi ds 3k
Desember:

jiscan.

Februzri: Terdzpat 53 Dess / Kelurzhan yang sussh Sirssmikan 31 wilsyzh lampung
Maret Terdaps: 53 Desa / Kelurshan yang sudsh diresmiksn o wilsyah lsmpung.

April: Terdapat 53 Dess / Kelurshan yane sudsh diresmiken di wilaysh lsmpung
Met: Terdspar 53 Desa 7 Kelurahan yang sudah diresmikan i wilayah lampung
Juri: Terdapat 53 Desa / Kelurahan yang sudah diresmikan di wilaysh Lampung.

Juli
Agusws:
Septemien

Okober:
November.
Desember:

Februari
Maret: Diprovinsi Lampung terdapat 32 anggata JDIH yang terdiri darf Bira Hukum,
Bszian Hukum Kots / Kabupsten den Setwan Prov. Kot / Ksbupaten dan semus telsh
<erintegrasi dengan |DIHN

Sepramnen

Oktaber
November.
Desember:

Jumizh Permehenan KI di Kantar Wilaysh pada bulan Januari 2023 sdalan &
lsyanan

Februar: Jumiah Permehaonan KI di Kantor Wilayah pada bulan Februarf 2023 adslah
13layenzn

Marst: Jumish Permohanan KI di Kantor Wilsyah pada bulan Mars: 2023 adalan 11
zyanzn

April: Jumizh Permhanan KI o Kamter Wilzyah pads bulsn Apeil 2023 s8aizn T
lsyanan

Mei: Jumlah Fermononan KI di Kantor Wilayah pada bulan el 2023 adalah 7 layanan
Juis Jumiah Permahanan KI di Kaniar Wilaysh pada bulan Juni 2023 adalsh 15 layanan

Juliz Jumian Permahanzn KI di Kentr Wilaysh pads bulzn Jull 2023 adsish 12 layanan
- Jumiah Fermahanan KI di Kantor Wilayah pada bulan Agustus 2023
zyanzn

September:

Olaber
November.
Desember:

Pelsksansan Diseminasi dan Promesi Keke:
Witayah akan dilaksanakan pads bulan Fabruari 2023
Februari: Pelzksanzan Diseminzsi dan Promosi Kekayaan Intelektus! aleh Kantor
Wilsyah tel=h ilsksanskan pacs tanzes| 14 Februsri 2023

Marst Peisksznzzn Dissminasi S2n Promas) Kekaysan Intslekeual sien Kzntar Wilzyzn
telah dilsksanakan pada tanggal 14 Februari 2023

4pril - Pelaksansan Diseminasi San Promosi Kekaysan Intslekiual oleh Kantor Wilsysh
<slah dilsksanskan pada tanggal 14 Februari 2023

Mei Pelzkaznzan Diseminesi dan Promasi Kekeyaan Intelekiuel sleh Kentar Wilsyzh
<sizh dilsksanskan pada tan;
Juni: Pelaksanazn Dissminast
Silskaznakan pada tan:

nIntelekcual olsh Kantor Wilsyan

Juliz Pelsksanazn Diseminssi dan Promosi Keksyzan Intelekiuz! oleh Kantor Wilsysh

Feizksanzan Dizaminzsi Gn Pramesi Kekayzzn Incslskeul 2ieh Kantar
‘Wilsyah tslsh dilsksanakan pada tanggal 14 Februari 2023
Sepramier Palzkzanzzn Dizeminzsl dan Promasi Keks,
Wilsyah tel=h ilsksanskan pacs tanzes| 14 Februsri 2023

- ineslzieuz lsn Kaneor
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Tersslanggaranya Fenegalcan Hukum di Eidang Kakaysan
Intelektual oleh Kantor Wilaysh kementerian Hukum dan
HAM yang handal

Terwujudnya layansn administrasi hukum umum di
wilsyahyang berkepassian hukum

Mamingkzinys sfekivtas pelsksanzan tugsz MKMW, MV
dan MPD

Mewujusksn pemanfastan rekomendasi hasil analisis.
kebijakan ssbagsi bahan pembangunan hukum nasisnsl

dan perumusan ksbijskan hukum dan hak ssasi manusis

Rekomendasi hasil snal

s serstegi kebijakan hukum dan
hak 2s3si manusia di wilzyah

Persentasi Fenanganan

Aduan Pelenggaran

Kekayaan Incelskeus!
rd

100 Persan;
Triwulan IV

Sasaran Kinerjs Pegawai:

Jumish Pelsksansan 2 Lokus; Triwulan

Kegiatan Pancegzhan w

Pelsnggaran Kekaysan

Incelekcual yang dilakukan

oleh Kantor Wilsyah
rd

Sssaran Kinerja Pegsursi

Kegiatan Pemantausn
Froduk Kekayzan
Incelekeual di Wisysh

Triwulan ¥

Sssaran Kinerja Pegaursi

Persentzse peningkatan 5% Triwulan IV
FNEP Administrasi Huium

Umum di wilayah

Sssaran Kinerja Pegaursi

Fersentase penyelessian 86 3 Triwulan IV

Iayznan Balsi Hariz

Peninggalan yang

berkepastian huium
rd

Saszran Kinerjz Pagawa

Persentase penyelessian
Isparan pengzduan
masyaraiat terkait
Gugaan pelengzaran
perilaku dan pelaksanssn
Jaben Natariz &1 wilzysn

26 %; Triwulzn IV

Saszran Kinerjz Pagawa

-Persentase pemanfaatan
rskomendasi kebilskan
hasil analisis scrateg]
kebijakan sebagai bahan
semizngunan nesianzl
dan perumusan kebijzkan
hukum dan hak asasi

0 persen:
Trivulan I

Sasaran Kinerja Pegawal

indeks Kualites
Kebijskan Kemancerian
Hukum dan HAM

20 persen:
Triwulan 1

Seszran Kinerja Pegawai

-Persantase rekomendasi
nzsilalizn 2 wilzyzh
sebagai bahan penelfian
dan pengembangan
hukum dan hak asasi

0 persen:
Triwuizn |

Sasaran Kinerjs Pegawai:

- Hasil panaiitian hukum
dan hak asasi manusia
yang disosialisasikan di
wilsvah

1 buka; Triwulan |

W4
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W4

™!
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W4

™!l
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W4

™1

™2

™ws
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™!l
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™3

W4

w1

Lokus

Persen

Persen

Persen

Persen

Lokus

Lokus.

Lokus

Lokus

Laporan

Laporan

Leporan

Laporan

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

persen

persen

persen

persen

persen

persen

persen

persen
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Oiaer
November.
Desember:

Januari : Menindaidanjuti aduan dugasn pelanggaran desain industri lemari kaca
Februsri: Telah dlskssnsksn penyelidikn dugssn pelsnezsran desain industr Lemari
Kaca pada tanggal 24 Februari 2023 bersama tim Penyidik PPNS Kl dari DIKI

Marst: Dugzan pelznggsran dessin induseri Lemar Kazs masin delam prozes
penyidikan

April: Dugaan pelanggaran dessin industri Lemari Ksca masih dalam proses
penyidikan

Mei: Dugaan pelanggaran desain industri Lemari Kaca masin aalam proses penyidikan
Juni: Dugaan pelanggaran dessin indusiri Lemari Kaca masih dalam proses penyidikan

Juli: Dugaan pelanggaran dessin industri Lemari Kaca masin dalsm proses penyidikan
Agusus: Terkait Dugzan pelznggaran desain ndustr Lemari Kac dilzkuken
permohonan pelimpahan berkas perkars ke Dirskiorst Penyelidien dan Penyelessian
Sengketa DIKI

September
permahonan pslimpahan barkas parkars ke Dirskcorst Penyelidikan dan Penyelessian
Senghziz DK

industri Lemari

Oiomer: Terka Dugsan pelanggaran deszin industr Lemar Kezs dlzkukan
permohonzn pelimpahan berkas perkars ke Dirskiorst Penyelidien dan Penyelessian
Sengketa DIKI

November.

Desember:

Januari : Pelsksansan Kegiatan Pencegshan Pelanggaran Kekayaan Imcslsicusl olsh
Kamtar Wiksysh zken dilskzanakan pads Triwuian | d2n Triwuizn I

Februari: Pelaksansan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekaysan Intslekuual oleh
Kantor Wilayah akan dilaksanakan pads Triwulan Il dan Triwulan Il

Marst: Pelsksanzan Kegizien Pancaganan Pelangesran Kekaysan Intelekival slsh
Kantor Wilayah akan dilaksanakan pads Triwulan I dan Triwulan Il

il : Pelsksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayan Intslekcual olsh
Kantar Wikzyzh zkzn dilakzanzkan pads Trivuian I d2n Triwuizn |

Mei: Pelskssnzan Kegiztan Penceganan Pelangzaran Kekayssn Intslekivzl oleh Kantor
Witsysh sian Silskeznakan pads Sulzn Juni 2022

Juni: Pelaksansan Kegistan Pencegshan Pelanggarsn Kekaysan Intelektusl oleh Kantar
Wilsyah tslah dilsksanakan pada tanggal 22 Juni 2023

Juli: Pelsksanaan Kegiatan Fencegahan Pelsnggaran Kekayaan Incelekcusl oleh Kantor
Witsyah skzn Silzkssnakan pads senges 20 Semiemier 2023

Agusus: Pelskssnssn Kegistn Pencezshan Pelangzran Keksyasn Intelekius| oleh
Kantor Wilayah akan dilaksanakan pads tanggal 20 Seprember 2023

September: Pelsksansan Kezistan Fencegahan Pelanzzsren Kekayssn Intelektusl oleh
Kantor Wilayah telsh dilaksanskan pads tanggal 20 September 2023

Oiaber
November.
Desember:

Januari: Kegiatan Pemantausn Produk Keksyaan Intslekrual di Wilsyah belum
Silaksanaka,

Februsri Kegistan Pemantauan Broduk Kekayesn Intslskousl o Wilsysh belum
dilaksanakal

Marst: Kegistan Pemanizuzn Produk Kekzyaan Imeieizuzl 31 Wilsyzh Beum
dilsksanakan

April - Kegiawan Pemantauan Produk Keksyssn Intelekzual oi Wilsyah belum
iizkzznake.

Mei Kegiatan Pemantauan Produk Kekaysan Intelskeual o1 Wilsysh belum
dilaksanakan

Junis Kegiatan Pemantauzn Produk Kekeyzan Intelekiual di Wisyeh belum
dilsksanakan

luliz Kegiatan Pamantsuan Produk Keksyssn Intslektus| 6 Wilsysh belum
dilzksanakan

Agustus: Kegiatan Pemantauan Produk Keksyasn Intelekius! oi Wilsyah belum
dilaksanakan

‘September: Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilsysh belum
dilsksanakan

Olaber
November.
Desember:

Jenueri 4spnboon: ()
Fabruari: Peningatan PP Administrssi Mukum Unnurm diVWiayah 775ereenshet 202305
Meret: Peningkatan PNEP Admiristrasi Hukum Umur di Wilayah o2 103301 pre (G

April - Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilsyah
Mesi: Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum df Wilsyah
Jumi: Paringkatan PIEP Admiriszrasi Hukum Umum 3 Wisyzh

Juliz Peningkztzn PNEP Administrasi Hukum Umum di Wilsysh
Aguscus: Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilsysh
‘Septamber: Peningkatan PNEF Administrasi Hukum Umurm di Wilaysh

Oizober : Peningkatan PNEP Administrasi Hukum Umum di Wilsyan
November: Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilsysh
Desember: Peningkatan PNSP Administrasi Hukum Umum di Wilsyah

Januar
Februari: penyelssaian layanan Balsi Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
Maret: penyelesaian laysnan Balai Harts Peninggalan yang berkepastian hukum

April - penyelesaian layanan Balai Harca Paningsalan yang berkspastian hukum
Mei: penyelessizn layanan Balsi Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
Juri: penyelesaian layanan Belai Harts Peninggalan yang berkepastisn hukum

Juli: penyelesaian layanan Balai Harta Peninggslan yang berkepastian hukum
Agustus: penyelesaian lsysnan Balsi Harts Peninggsian yang berkepastian hukum
‘September: penyelessian layanan Balsi Harta Peninggslan yang berkepastian hukum

Oktober : penyelesaian layanan Balai Harts Paningsalan yang berkepastian hukum
November: penyslesian lsyanan Balsi Harca Peninggalan yang berkepastian hukum
Desember: ian layanan Balsi Harta hukum

Jenuari
Februsri Rapat Koordinasi pelsksanaan PIF) dan Pencegshan Notaris Terlibat dslsm
Tindak Pidana tanggal 22 Fabruari 2023 o Hotel Bukis Randu

Maret: Pelantikan Notaris Penzzanti Kabupsten Lempune Selstan dan Kots Bandsr
Lampung Tenggs| 1 Mare: 2023

33Notuls Rakar

1770 oo (23

April - Rapat Koordinas! pelaksanaan PMP dan Pencegahan Nosaris Terlibat dalsm
Tingak Pidana tanggal 28 April 2022

Mei: Melsksansken Diseminas #17] dan Pencegshan Notsris Terlibst dalam Tindak
Fidana Teroris dan Pencucian Usng tanggal 15 Mei 2023, Felaksaan Pemerikszan
Natariz (On £ terkais pengisizn Kuisiomer PP) Tanggs| 12 2pril 2023

Juni: Rapat Koordinasi pelsksanaan FMF] dan Fancegahan Notaris Terlibat dalam
Tingak Pidana

Juliz Rapat Koordinasi pelzksanazn PMP] dan Pencegahan Notaris Terlibat dalam
Tindak Pidana

Aguscus: Rapat Koordinasi pelksanaan PMP] dan Fenceganan Notaris Teribat dalam
Tindak Pidana

Seprember: Dissminasi PMP]
Tingzk Pigzna Teraris dan Panzuzizn Uangtangzs| 15 Me 2023, Pelzkazzn
Pemerikssan Notaris [On site] terksit pangisian Kuisioner PMF) Tangesl 1822
‘Septamber 2023, Melaksanakan Pemeriksaan protokol notaris tahun 2023

Nozaris'

Oiaer kegiatan
November: Telsh dilsksanskannya Rskor MPD dan MW
Desember: Kegistan telah Selesai

s yang beresiko tinggl

Januari : Belum ads kegistsn
Februari: Belum ads kegiatan

Maret Fenyusunan Tim Evalussi. Repst penyusunan Desain dan instrumen.
Fengumpulan Data, FGD Desain dan Inscrumen

April: Pangumpulan Data
Mei: Pengumpulan dan Rapat Pengolahan Data
g Hasil Analisis »

Laporan

Seprember:

Olaber
November.
Desember:

Januari : bslum ada kegiatan
Februzri: belum ad kegiatan
Maret: belum ads kegistan

April: belum ada kegiatan
Mei: persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Juni: Persentasi rekomendas)

Juli: tidak ada kegistan
Aguscus: pembustan Iaparan dan penjiidan
‘Sepramier fidzk 23 kegistan sty seizzal

Okober:
Navember.
Desember:

Jenuzn
Februari
Marer:
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Sasaran Kinerja Pegawal:

Jumiah Pemerinah
Erogram i HAN Szerznyane
melsksansken program
ki Ha

[-1(7]

Sasaran Kinerja Pegawai:

Jumiah KabiKats peduli

i
[+ [l - (7]

Sasaran Kinerjs Pegawai:

Jumish stz
pemerintahyang
menindakianjuti hasil
diseminas dan pengusien
HAM melalui pslayanan
publik barbasis HAM

Saszran Kinerjz Pagawa

Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan | [ | | Tersedianya rekomendasi

Hak Asasi Manusia diWilaysh Pelindungan dan
Pemenunan Hak Asasi
Manusis di Wilaysh

[-](7]

Sasaran Kinerjs Pegawai:

Urutkan No

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2023

3instansi
Bemerintzn:
Triwulan IV

Zinstansi
Pemerintah;
Triwulan ¥

T inzzans
Pemerintah:
Triwulan v

2 Rekomandsi;
Triwulan v

™2

w3

W4

™1l

™2

™ws

W4

™1

™2

ws

W4

w1

w2

™ws

™W4

™1

™2

ws

™4

Inszansi
Pemerintzh

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Inszansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Inzzansi
Pemerintah

Inszansi
Pemerintzh

Inszansi
Pemerintzh

Instansi

Pemerintah

Reksmendasi

Rekemendasi

Relomendasi

Rekzmandzsi

=

Juri Peizks 2P ing yang benems Tem
Kelols Implementasi Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dalam Mengatasi Overstay oi
Futen Gan Lzpaz diizksznzken padh hari Raou. 20 fun 2023

Jui
Agustus
Septamber:

Oiaer
November:
Desember:

Januari
Februari
Maret:

April
Mei: Monitaring dan Eualuasi Aksi HAM Pemda
Junis Kamrdinasi Aksi HAM ke Pemerinzsh Daersh

Juli: Pelzksanazn Koordingsi Aksi HAM Pemerintzh daerah
Agustus: Aksi HAM ke Ditjen HAM, Aksi KAM ke Matro, Aksi HAM ke Lampung Timur,
A HAM ke Pringsewn.
September: Koordinssi Implementssi aksi HAM

Oktaber : Aksi HAM Koordinasi ke Pemda Lampung Tengah
November.
Desember:

Januari
Fabruari
Maret:

Mei den i peduli HAM
Jur
Juliz- dan pedull HAM -

Pemantsusn dsn Evaluas Ksbupsten’ Kots Peduli HAM
Agusws:
Sepraminen

Okoner:
Navember.
Desember:

Jeruzn
Februari
Marer:

Mei: Pelaksznaan kegistan pemBinzan pelzyanan publik berbasis HAM
Juni: Pelaksanssn Koorinssi Aksi HAM Pemerintsh Daersh

Juli: Pelsksanasn Koordinssi Aksi HAM pemerintsh Dasrsh
Agusz
September: pembinasn lembaza publik berbssis ham dan wilsysh

Oktaber
November.
Desember:

Jenuari
Februari

Mei Pelskssnzan fasilissi Panangsnan Dugsan Pelanszarsn HAM
Juni: Pelaksanazn fasilitasi Penanganan Dugsan Felanggaran HAM

Juli: Pelsksanaan fasilitasi Penanganan Dugsan Pelanggaran HAM
Agusius: - P2Ham ke Narkaiic P2Hzm ke bapes Pringsew P2Ham ke Ruten Bandzr
Lampung - Pelzksanaan Dugaan pelanggaran HAM ke Metro, Duham ke Lampung
Tengsn

‘Seprember. - persispan verifikasi telsahan rancangan produk hukum dan persefekd?
HAM dari Daerah - pelaksanaan fasilitasi penanganan dugasn pelanggaran HAM

Ooar: Rapards Parsspsi HAN ke Waykanan yankemas Keordinssi ke Lampung
ke

inas PPa dan Polres Yankomas terksic Duham dari PT 5|IM Bandar Lsmpung
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il Dashboard 8B5C & Input Data~

.
DATA PERJAN]JIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2023

DIVISI IMIGRAS| LAMPUNG

UNIT KERJA

INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS NO KINERJA

6. | Memastikan pelayanan publik di bideng hukum sesuai
s penyelenggarsan pelayanan publik

Incleks Kepussan
Masyarskat Terhadap
Layanan Publik Bidang

Hulum
[-1(7]

gengan:

Sssaran Kinerja Pegsuisi

7. Tkt berperan sera : seabilitas kesmanan

KR

Indieks Pangamanan

dan kedauls

Keimigrasian

Sssaran Kinerja Pegawisi

Indeks Kepuasan
Mazyarska: arhacan
Layanan Keimigrasian

Sasaran Kinerjs Pegawai

Indiskz Pangamansn
Keimigrasian

Sasaran Kinerjs Pegawai

< pelaksanaan twes:
keimigrazian 31 Wikkyzh

Indieks Kepuasan
Mazyarska: terhacan
Layanan Keimigrasian df
Wilzyzn

Seszran Kinerja Pezawiai:

Indeks Pangamanan
Keimizrasisn i Wisys

Sssaran Kinerja Pegawisi

Urutkan No

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2023

{=Realisa: ELainnya~

& Ubah Password

% Keluar

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

CASCADING
KELUAR MAsUK

.25 Indeks;
Triwulan 1¥

212 Indeks;
Triwulan IV

.25 Indeks;
Triwulan 1V

213 Indsks:
Triwulan IV

2.25 Indeks;
Triwulan 1V

212 Indeks;
Triwulan IV

TAHUN : 2023
DIVISI IMIGRASI LAMPUNG

TARGET

WAKTU PENYELESAIAN
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JUMLAH

SATUAN

JUMLAH

302

2108

2108

3108

(%)

REALISAS!
CATATAN
MONITORING

URAIAN BOBOT

Januari - Tercapsinys nilsi Indeks Kepuasan Masyaraket Terhadap Leyanan Public [
g Hukwm
brusri: Tercapsinys nilsi Indeks Kepussan Masysrakat Terhadap Layanan Public

Maret: Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadsp Layanan Publik Eidang
Hukum

April - Tercapainys nilsi Indsks Kepussan Masyarsket Terhsdap Layansn Pu
Hukum pada Triwulan 2 bulan juni

Met: Tercapainya nilai Indieks Kepuasan Masysrs
Hukum pada Triwulzn 2 bulan juni

Juni Terezpzinya nils] Indeks Kepussan Mazyarsket Terhzdzp Layanan Pusiis Bidang
Hukum pads Triwulzn 2 bulan juni

idane

Terhags

& Layanzn PUBlk Bidang

Juli - Tercapsins nilsi Indeks Kepussan Masyarskst Terhadsp Layansn Publik Bidang
Hukum pada Triwulan 3 bulan juli

Agustus: T 2 sl Indeks Kepussan Masyarsket Terh:
Bidang Hukum pads Trivwulan 3 bulan jul

dep Layanzn Public

Masyaraicat Terhadsp Layanan Public

Sidang Hukum pads Triwulan 3 bulan jul

=
io

Oktober  Terczpsinya nilsi Indeks Kepussan Mas.
ng Hukum pada Triwulan 3 bulan Okeober
November: Tercspainys nilai Indsks Kepussan Masyarskat Terhsdap Laysnan Fublic
Bidang Hukum pads Trivwulan 3 bulan Oktober

Dazemier

jarakat Terhadsp Layanan Publix

Januari - Terlsksananya 2 (Du:
Keimigrasion
Fabruari: Terlsksananya 2 (Dus) Kegiatan Pancegahan, Pangan:
Keimigrasian
Maret: Terlaksan
Keimigrasian

Kegiatan Pencegahan, Pangaws:

dan Pengamanan

2 (Dua) Kegistan Pencagahan, Pengawasan dan Pengamanan

Agril: Terlzksananys 2 (Duz) Kegizsen Panceganzn, Pangaws
Keimigrasian

Met: Terlzksananya 3 (Tigs) Kegiatan Penceganan, Pangaws:
Keimigrasian

Juni: Terlsksananya 3 (Tigs) Kegiatn Pencegahan. Pengawasan dan Pengsmanan
Keimigrasian

7 g2n Pengzmanzn

Juli: Terizkzananys 3 (Tigs) Kegistzn Penceganan, Pengzwzsan d2n Pengzmanan
Keimigrasian

Agustus: Terlsksananya 5
Keimigrasian

Seprember: Terisksananys 5 (Ums) Kegistan Fencegsnan, Pangawasan dan
Pengamanan Keimigrasian

(Lims) Kegiatan Fencagahan, Pengawasan dan Pengamanan

Okmsbar: Terlzksznznys 3
Pengamanan Keimigrasian
November: Terlsksananya 5
Pengamanan Keimigrasian
Desember:

(Empzt) Kegzan Panceganzn, Panganazan 20

(Lima) Kegiaan Pencegahan, Pengawasan dan

Januari - Terlsksananya Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian o
*Terlzksznanyz Laparen Kepuzzan Mesyrske tenadas ayanan Keimizrasian
Maret: Terlaksananya Laporan Kepussan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian

Aprit Yér\aksanany. Laporan Kepussan Masyarakat
Met: T ‘anya Laporan Kepuasan Masyarakat tert
Juni Ter\aksuranfa Laporsn Kepuassn Masyarakat terhadsp lsysnan Keimigrasian

p layanan Ksimigrasisn
aap = igrasian

Juli - Terizksansnys Lsporan Kepuasan Masyarsket terhadsp lsyanan Keimizrssisn
Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian
Laperan Kepuasan Masy; i2p layanan

Keimigrasian

e Teriskaenarys aporan Kepuesen asyarekas e eyaran
e
Keimigrasian
Desember: Terlsksananya Laporan Kepuasan Masyarakat cerhadap layanan
Keimigrasian

layaran

Januzri: Terlsksanznys kegizten Pancszzhan Pengzwesan dan Penindzkan [
Reimigrasian

Fefruari: Terlzkeananyz kegiszn Pencegsnan Pangswasan dan Penindzkan

Keimigrasian
Maret: Terlaksan

kegiatan Penceganan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

April: Terlsksananya kegiatan Pencegahan,Pengawasan dan Fenindskan Keimigrasian
Mei: Terlsksananya kegiatan Pencegahan. Pengawasan dan Penindskan Keimigrasian
Jun: Terlsksananya kegiatan Pencegshan Pangawasan dan Penindskan Keimigr

Juli: Teriaksananys kegistan Pencagahan.Pengawasan dan Penindskan Keimigr
“gustus Teraksanans kazatan Fensazanan pengaazan dan Peamsskan
Keimigrasian

Seprember: Terlaksananys kegistan Pen
Keimigrasian

n dan Penindakan

gahan Pengawas:

Okober : Terlskssnanya kezistan Pencegshan Pengswasan dan Penindskan
Keimigrasian

cusmber: Terlzkeanznya kegistan Pancazshan Pengenasan d2n Panindzkan
Keimigrasian

Desember:

Januari - Terlaksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimig
Feruari: Terlskeanznyz Laparan kepuasan mazyaraks: tehadzp layanan Keimien:
Maret: Terlaksananya Laporan kepuzsan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian

April Terlksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layansn Keimigrasian
Mei Terlskeznznyz Laparan kepussan masyarskat ternzdep l2yanzn Keimigrazian
Jun: Terlsksananya Laporan kepussan masysraka: terhadsp layansn Keimigrasian

Juli: Teriaksananys Laporan kepussan masyaraka terhadsp lsyanan Keimigrs:
Agustus: Terlsksananya Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigr
Semiemben: Terlsksananys Laperan kepuzsan mesyzrakat isrhaden leyanan
Keimigrasian

tayanan Keimigrasian

eober Laporan kepuzsan
Naverber L K
Keimigrasian

Dazemier

Januari - Terlaksananys kegiatan Pencegahan,Pengawasan dan Penindakan o
Keimigrasian

Fabruari: Terlsksananya kegiatan Pencegahan,Pengawasan dan Fenindakan

Keimigrasian

Maret: Terlaksananya kegistan Pencegahan, Pengawassn dan P

skan Keimigrasian

April: Terlksananya kegistan Pencegahan.Pengawasan dan Penindskan Keimigrasian
Mei Terlzkeznznyz kegiztzn Penceghan Pengawzsan dan Penindzkan Keimizrazizn
Jun: Terlaksananya kegiatan Pencegshan Pengawasan dan Penindskan Keimigrasian

Juli - Terlzksansnys kegistsn Pencagshan Pengawassn dan Penindsken Keimigrasian
Agustus: Terlsksananya kegiatan Fencegahan,Pengawasan dan Fenindakan
Keimigrasian

Seprember: Terlaksananys kegiscan Pen
Keimigrasian

shan, Pengawasan dan Penindakan

Okzsber: Terlsksananya kegi
Keimigrasian

November: Terlsksananya kegiatan Pancegahan.Pengawasan dan Fenindakan
Keimigrasian

Desember:

BsC

SCORE(%)

[



lMDashboard  8BSC  Blnput Datav Perencanaan~  {SRealisa: {Eleinnya>  @UbahPassword % Keluar

_— 5.

DATA PERJAN]JIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2023

UNIT KERJA DIVIS| PEMASYARAKATAN LAMPUNG

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
DIVISI PEMASYARAKATAN LAMPUNG
CASCADING TARGET REALISASI BsC

INDIKATOR CATATAN
No SASARAN STRATEGIS NO KINERJA KELUAR MAsUK WAKTU PENYELESAIAN  JUMLAH  SATUAN  JUMLAH (%) URAIAN MONITORING BOBOT  SCORE(%)

Januari - Ingeks Kepussan Mssyarskst Terhadap Leyansn Publik Sideng Hukum [ [
enuni targst pada Bulan Januari

oruer:Indeks Kepussan Masyerckat Terhadap Layanan Publik Sidang Hukum

‘enufi targst pada Bulan Februari

Maret: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Fublik Eidang Hukum

enufi tarest pads Bulan Maret

1. Memssticn pelayaran publk o bideng Rukum sesusi | ineks Kepussan o +0 Shindeks | TWI | 65 | imdels 5
< peryelenggaraan pelayanan publi Mesyarsket Terhadsp PEMASIARAKATAN | PEVASYARAKATAN | Trwuan v
Uoyoron PubikBiorg. | LAMPUNG [ | LawrUNG

Hulum
ol -] (7]

gengan:

™2 | 70| indeks 70 April: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
memenuni targst pada Bulan April

Wi Indsks Kepuzszn Masyarzka: Ter
rzet pads Bulen el

uni: Indeks Kepussan Masyarskat Terhadzp Layanan Publik Bidang Hukum memenuni
reet pads Bulsn Juni

Sssaran Kinerja Pegsuisi

2 Layanan Publik Bidzng Hukum memanuni

™3 75 indeks 75 Juli - Ingeks Kepuassn Masyarskst Terhadsp Layansn Publik Bidsng Hukum memenuhi
rgst p;da Bulan Jul

uasan Masysvakat Terhadap Layanan Publik Sidang Hukum

n M;s"ir;ka[TErhadap Layanan Fublik Bidang Hukum
‘enufi tare=t pads Bulan seprember

WA 80 indeks £ Oktober  Indeks Kepussan Masysrakat Terhsdap Layansn Publik Sideng Hukum
memenuni targst pada Bulan Okiober

November: Indeks Kepussan Masysrakat Terhadap Layanan Publik Sidane Hukum
enuhi targst pads Bul ember

Dazemier Inseks Kepuazan Masyarskzs Ternzsap Layanan PUslikSidzng Hukum
enufi tarest pads Bulan Desember

S0% Trwulsn V| TWI 30 % 30 Janusri - Penszsken hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan krestificss [ ]
lam pertumbunan skanomi nasional dalam hal Kiien Pemasyarakata

ukEF, mandiri dan berdayzgans memenuhi t2rgss di bulzn Januari

i pendorang inovasi dan kreatificas

dalam pertumbunan ekonami nasicnal dalam hal kiien Pemasyarakatan yang

< di bulan Februari

ong inovasi dan kreatifitas

1. Persentase kiien 1.ovs 1o

2| Memastian penegaken hukum yang mampi men
on s etintas daiam b - e e s AsvaRAIGTIR
2minsiznal produrt mananazn | Leons [ Lawene

berdzyagun
el - (7]

praduktif, mandiri dan berdayaguns memenuhi tare:
Maret: Panegakan hukum yang mampu menjadi pend:

dalam pertumbuhan ekonomi nasional dslam hal kiien Pemasyarakatan yang
ulan Mare:

Sasaran Kinerjs Pegawai produke¥. mandiri dan berdayaguna memenuhi trgs

w3 %

April: Panegakan hukum yang mampu menjsdi pendorong inovasi dan krest
dalam pertumbunan ekonomi nasicna! dslam hal kiien Pemasyarskatan yang praduktif,
dayaguna memenuhi target di bulan April

n hukum yang mampu menj3di pendorong inovasi dan kreat
pertumbunan ekanami nasional dalam hal kiien Pemasyarakstan yang Broduke,
mandiri dan berd: memenuni target di bulan Mel

Jun Pentg;kanrukun’ rangmamey menam pandarang inaves Gan kreziitas 3
pertumbuhan ekanami nasional Femasyarskatan yene produkii,
mandir dan berdsysguns memenumt;rgel di bulan juni

mandiri dan
Me: Penegak:

a0 kraatific

™ oa0 %

&

Juli: Penegakan hukum yang m:

pu menjadi pendarong ino
Femasyarakatan yeng produkii,
enuhi carget di bulan juli

Agustus Panegakan nukum yang mamEw menzsl pansrong inavas dan krestifitsz
dalam pertumbuhan ekonomi nasiona! dalam hal kiien Pemasyarskatan yang produktlf,
mandiri dan berdayaguna memenuni target di bulan AgUSEuUS

September: Penagakan hukum yang mampu menjadi pendorang inovasi dan kreatific
alam pertumbunan ekonomi nasions! dalam hal kiien Pemasyarakatan yang produkeii,
mzngin an serdayagunz memendn| tares: g Bulan Septembar

waos0 % Okzzber: Panggakan nukum yang memey menjzd] penserong inavasl dan kressfitss
dalam pertumbuhian ekonomi nasions! dslam hl kiien Pemasysrakatan yang produkil.
unz memenuni target di bulan Olaber

November: Penegskan hukum yane mampu menjsd] pendorong inovasi dan kreatificas
lsm pertumbuhan ekanomi nasionsl dslsm hal iien Pemasyarskatan yang produke
mzngin an erdayagunz memendni targs: g Bulan Navemier
Desember: Pansgsken hukum yang mampu menjadi pendorang inow
lam pertumbuhan ekanomi nasional dalam hal Kien Pemasyarakatan yang produki,

mandir dan berdsyag!

an krestifitss

rmzndifi dan berdsysguns memenuni tareet di bulan Desember

80% Triwulan IV | TW1 | 55 % 55 Januari - Persentsse benda sitssn dan brsng rsmpssan yang terjaga kusntitss (umish) [ [

2 Parseniosebends | 1.0 +.owis
E e PEMASIARAKATAN | PEMASYARAKATAN
mpssnangme | Lweows [ Lwede

Kantites omlah) dan

s (i

oZoE

nkual
Feor
(jumiah) &
Maret: Parsantase benda

snya (nila]) memenuni target pada bulan januari
rsentssa bends SitaEn dEn DrEng rAMpasEn yang terjzEs kusmita

n yang terjags kuan
v (nilsl) memenuni target pada bulan Maret

(umian)

dan kual

Twzooss % 2 April - Persentase benda sitaan Gan barang rampssan yane teriags kusnticss (umish)
dan kualitasnya (nilaf) memenuhi targa pada bulan April

Mzl Parszniaze bandz Sitazn San Darang rampasen yang tarzgs kuznias (umizh)
v (nilsl) memenuni target pada bulan Mei
s benda sitaan dan barang rampasan yan
v (nilsl) memenuni target pada bulan Juni

Saszran Kinerjz Pezawa:

rizgs kuzmiitas (umizh)

™o % 70 Juli: Persentase benda sitaan dan barang rampasan yan terjaga kusntitas [umlah) dn

kuslicasnya (nilsi) memenuhi <argst pads bulsn )

Agustus: Perssnizse bends siean dan barang rampssan yang terjszs kusniiss
(jumiah) dan kuslizasny: \eruhi carget pads bulan Agustus
Seprember: Persentase benda sitasn dan barang rampasan yang feriaga kuangtas
memenuh targst pads bulsn Seprember

(jumiah) dan kuslizasnya (nil

w80 % £ Okiober  Persentase bends sitssn dsn barang rampssan yang terjses kusntitss
(jumian) dan kualizasnya (nilal) memenuni target pada bulan o
Navemper: Perszntase Denda $izan G2 BarENg raMEsTan yEng ter2EE kusmiin
(jumiah) dan kuslizasnya (s \eruh carget pads bulsn
Desember. Persentase benda sitsan dan barang rampasan yang g o

smber

(jumiah) dan kuslitasnya (nilsi} memenuhi target pada bulan De

3 Persenta: 1.ovis 1. oIS 1% Trwdlan V| TWI 07 % 07 = bulzn Janusri [ ]
menurunnya residivis FEMASYARSKATAN | FEMASYARAKATAN

o8 roeB ovoe

Januari - Persentsse menurunnys residivis memenuhi e

' bulan Februari

Persentase menurunnya residivis memenuni
Maret: Persemase menurunnys residivis memenuhi -=rgu==a. Bulan Marer

w2 oaE % o8 Agril: Parsentass menurunnys resisivis memen] targst pada ulan Aor
& menurunnya resi \emenuni target pada bulsn Mei

Juni: Persentase menurunnys residivis :2ret pacz bulan Juni

Wt Parsenc

Sasaran Kinerjz Pegawai

™2 oos % LE) Jui:Perza erurunnys residivis 2t sz Buian Jull
s memenuhi targer pada bulsn Agustus
vis arget pada bulan September

Agustus: Persentass menurunnya e
Seprember: Persentase menurunnya r

wa 1w 1

Okzober : Persentase menurunnya rasid
Naverber: Persentase menurunnya resid
Desember: Parsentsse menurunnya residivis mamenuhi trget p:

s memenuhi target pada bulan Oktabar
s mamenuni target pada bulsn Navemser
= bulan Desember

Januari: Persentase tahanan yang mendapackan periindungan dan perawatan o o
memenuhi target pads buizn Januzri

br.
memenuni targst pada bulan Februari

Maret: Persenisse tahsnan yang mendspatken perlindunzan dan perawstsn
arget pada bulan Mare:

4 Persenssetzhansn 1.0V 1o S0%: Trwulsn vV | TWI | 75 % 75
e TAN

petindungan dan Lwrone [ LaueunG

Persentase tshanan yang mendapatkan parlindungan dan perawatan

w2 om0 % =0 April - Persentasa tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan memenuni
serget pads pulzn Agril

Met: Persentase tshanan yang mendapatkan perlindungan den perawatan memenuhi
carget pada bulan Mei

Juni: Persentase tshanan yang me:
carget pada bulan Juni

Sasaran Kinerjs Pegawai

depatkan periindungan dan perawatan memenuhi

T™wross % =2 Juli: Persentass

2nan yang mendspatkan perlindungan dan perawstan memenuhi
serget pads bulan Jul

Agustus: Persentass tshanan yang mendspatkan perlindungan dan perswatan
memenuni target pada bulan AgUSTUS

Semiember: Persenizss tshanan yang mendzpaikan perlindungan dan perawatan
memenuni target pada bulan September

wa s % B o

ber : Parsen hanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
emanuni target pads bulzn ckister

jember: Persentase tshanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
emenun target

Desember Persentsse tahiznsn yang mendspatken perlindungan dan perawatan
enufi targst

Januari - Indeks keamanan dan ketertiban UPT Femasyarakatan memenuni target pada 0 o
Sulan januari

Indeks kesmanan dan 1. DS
seriban UPT PEMASYARAKATAN

- o Lwrons [ LauronG
[- 7]

S0indsks; e
Triwulan ¥

3 lutberperan sera
gan kedaulatzn NKRI

Gan ketersiban UPT Pemasyaraketan memenuni tsrest

idn




4

Sssaran Kinerja Pegawisi

Taruuinys Penysianggarasn Farmesyarskaten yang J 1] ek Kepuesan +.ows + o
Bervusites Leyaran Pemasyersiaran | PEUASUARMGATAN | PEMASYARAKATAN
Lweune | LauPunG
Sasaran Kinerja Pegawsi:
L .| premsremsnsn 1ous +.owis
kerezama PEMASVARAKATAN | PEMASYARAKATAN
Femasyaraetan Lwrne [ Lawrung
2
Sasaran inar segau
45| 3 ek Kepuesan +.ows + o
Pengauna Layanan 1T PEVASYARAKATAN | PEASYARAKATAN
Pemasyaraketan Lweune | LauPunG
Sasaran Kinera Poganai
S Paramster 1001 +. o
AL AN
Narspidans, Anskcan | LawPUNG (G LAMPUNG
Tanenen
DoaE
Sasaran inar segau
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarskatan yang s 1. Indeks Keberhasilan 1.DVISI 1. DIVISI
Froresinal catam Varlusng Senegskan Hukum Pambiraan Narapitans | FEUASYARMGATAN | PEMASYARAKATAN
Bareass HaM Termasen Tehanan, Eence Stasn 22 Lweune R Lawueuns
Barang Rampasan Negars
Sasaran inar segaw
| 2msseremenunenbee 10VS +.owis
Narepizans PEMASVARAKATAN | PEUASYARAKATAN
-] vweons | LAMPUNG
Sasaran inar Pegaus
15| 3 mdeiskesemasion 10w + o
Prsgram X T
KanPemasparsiaan | LAMPUNG [ LAWPUNG
Sasaran inar Pesaus
4] 4ideisPemioan 10w +. o
ke an CMASARAGTAN | FEUASTARAKATAR
[V - | = BT — e

55 Nilai Inseks:
Triwulan 1V

25 Nilai Ingeks:
Triwulan IV

5 Nilai Inseks:
Triwulan 1V

53 Nilai Indeks:
Triwulan v

35 Nilai Ingeks:
Triwulan v

22 Nilai Ingeks:
Triwulan 1V

50 Nilai Inseks:
Triwulan 1V

74 Nilai Ingeks:
Triwulan v

w2

™

™a

™

w2

W

wa

™

w2

™

wa

™

e

™

wa

™

e

™

™

™

w2

™

wa

™

w2

™

wa

™

w2

e

wa

™

e

Indeks

Indeks

Indeks

Nilai Indeks

Nilli Indeks

Nili Indeks

Nilai Indeks

Nili Indeks

Nilai Indeks

Nili Indeks

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nilsi Indeks

Nilsi Indeks

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nili Indeks

Nilsi Indeks

Nilsi Indeks

Nilsi Indeks

Nilli Indeks

Nilli Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nili Indeks

N

FIZTET INDEKE KEZMENEN D3N KEEMIDAN | FAMISSVArEKATEN MEmEnun tHrzes p2az
bulan Maret

April: Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi target pada
bulan April

Mei Indeks keamanan d2n ketertisen UPT Pemasyarzkaten memench target pads
bulan Mei

Juni: Indeks ketertian UPT
bulan Juni
Juli: Indeks ketertiban UPT P
bulan Jui

Agustus: Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi target pada
bulan Agustus

Cepmemier sz kararizzn T

pada bulan September

Okeober : Indsks kesmanan dan keterthan UPT Pemasyarakatan memenuhi cargst
pada bulan Okeaber

November: Indeks keamanan dan ketertinan UPT Pemasyarakatan memenuni target
Desamber: Indeks keamanan dan ketartioan UFT Pemasyarakatan memenuni targst

Januari: Ineks Kepussan Layanan Pemasyarakatan memenuni targst paca Bulan
Januzn

Februari Indeks Kepussan Lsyanan Pemasyarskstan memenuh tarest pads Sulsn
Februsri

Maret: Indieks Kepussan Layansn Pemssyarskstsn memenuhi tsrget pada Bulsn Mares

Agril s Indeks Kepuasan Leyanan Pemasyarakaten memsnuhi targst pada Sulan April
Met: Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan memenuni targat pada Bulan Mei
Juni Indsks Kepuzsan Layznan Pemasyzrakztan memanuni targst p2ds Sulzn Juni

Juli+Inseks Kepuszan Layanan Pamasyarakatan memenun tznzes pads Buizn Juil
Agustus: Indeks Kepuasan Lsyanan Pemssyarskstsn memenuhi tareet psds Sulan
g

September: Indeks Kepuzsan Lsysnsn Pemasyarskatan memenuh tarzst pads Bulan
Seprember

Okzober : Indaks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan memenuhi target pada Bulan
Okzzber

November

Desamber:

Januzni - Ingeks Pelzksznzan Kerjzsama Pamasyarakatan memenun szreet padz Buizn
Januri

Februari:Indsks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatsn memenuhi sarger pada Bulsn
Februari

Maret: Indeks Pelskssnasn Kerjassma Pemasyarskatan memenuhi targe: pads Bulan
Maret

April: Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan memenuhi arget pads Bulan
April

Met: Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan memenuhi target pads Eulan Mei
Juni: Indeks Pelaksansan Kerjasama Pemasyarakatan memenuni target pads Bulan juni

Juli: Inseks Paizkeznzan Kerjssz ma Pemazyarskatan memenuni taret pads Bulan 1l
Agustus: Indsks Pelaksansan Kerjssama Pemasyarakstsn memenuhi target pads Bulan
Agustuz

September: Indeks Pelsksansan Kerjssama Pemasysrakstan memenuh tarest pads
Eulan September

Okesber
November:
Dessmber:

Januari - Indeks Kepuasan Pangguns Lsyanan IT Pemasysrakatan memenuhi rrget pas
BulznJanuari

Februsri Indeks Kepussan Penzzuns Layanan T Pemssyarskstsn memenuhi tareet
paa Bulan Februari

Maret: Indeks Kepussan Pengzuns Layanan [T Pemasysrakstsn memenuhi target pss
Bulsn Marst

April: Indeks Kepuasan Pengguns Layanan IT Pemasyarakatan memenuhi targst pads
Bulzn April

Hiet Indeks Kepussan Penzeuns Layansn T Pemasyarskatan memenuni tarest pads
Bulan e

Juni Indeks Kepussan Fengzuna Layanan IT Pemssysrskstan memenuhi tarest pads
Bulanjuni

Juli: Indeks Kepuassn Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan memenuhi targst pads
Bulzn jui

Agustus: Indsks Kepuasan Peng
pada Bulan Agustus
September: Indeks Kepuasan Pengguna Layenen IT Pemasyarakatan memenuhi target
pada Bulan September

una Layanan IT Pemasyarakatan memenuhi targst

Okesber
November:
Desember:

Janusri - Indeks Parsmarer Dersjst Kesehatan Narspidsna, Ansk. dan Tshanan
memenuni targst pada Bulan Januari

Februari Indeks Parsmeter Dersist Kesehatan Narspidsns, Ansk dsn Tshanan
memenuhi targst pads Bulan Februari

Mizret: Indekz Paramessr Darajat Kesehzezn Narapidana, Ansk, d2n Tnanzn
memenuhi tarest pads Bulan Marer

April: Indeks Parameter Derajst Kesehatan Narapidan, Anak. dan Tahanan memenuhi
sergetpadz Bulzn Anril

Mei Indeks Parsmeter Dersjat Kesehstan Harspidans, Ansk. dan Tshanan memenuri
carget pada Bulsn Mei

Juni Indsks Paramaser Derajat Kesehztan Narspidans, Ansk, dan Tzhanan memenuni
carget pada Bulsn Juni

Juli - Ingeks Parsmeter Dersjst Kesshatan hiarapidans, Anak. dan Tahsnsn memenuhi
target pada Eulan Jul

Agustus: Indeks Parameter Derajst Kesehatsn Narapidana, Anskdsn Tshansn
memenuni target pada Bulan Agustus

Semmemiber: Indeks Perzmeter Darzjat Kessnatan Narspidans, Ansk, d2n Tehznan
rmemenuhi tarest pads Bulan September

Okesber

Nevembar:

Desember:

Januari - Indeks Keberhasilan Pembinsan Narspidans memenuhi targst pads Bulan
Januari

Februzriz Ingsks Kebarnzsian Pemainazn Narapidans memenuni target pada Buizn
Februari

Mizret: Indekz Kebarhzsiizn Pemiinzan Narzpidens memenuni targe pads Sulzn
Maret

April - Indeks Keberhasilan Pembina=n Narasidsna memenuhi tarzet pads Bulsn April
Met: Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana memenuhi cargst pada Eulan Mei
Juni Indeks Keberhssilen Pembinasn Harspidans memenuhi tareet pads Bulan luni

Juli s Indeks Keberhasian Pambinzen Narapidans memenuhi tzrest pads Bulan Juli
Agustus: Indsks Keberhasilan Pembinasn Narapidsna memenuhi target pads Bulan
Aguztus

Seprember: Indeks Keberhasilen Pembinssn Narspidans memenuni target psda Bulan
Seprember

Okeober : Indaks Keberhasilan Fembinaan Narapidana memenuhi target pads Bulan
Okesber

November

Deszmesr

Januzri s Ingeks Pemenunan Hak Hzrapidan mamenuni targst pase Bulan januzn
Februsri:Indeks Pemenuhan Hak Narapidans memenuhi targst pacs Bulan Februari
Maret: Indeks Pemenunan Hak Narapidana memenuni targes pada Eulan Maret

April: Indaks Pemenuhan Hak Narapidana memenun target pada Bulan April
Miei Indeks Pemenuhan Hek Narspidens memenuhi tarest pads Bulan Mei
Juni: Indsks Pemenuhan Hak Narapidans memenuhi targst pada Bulan Juni

Juli: Indeks Pemenuhan Hak Narapidsns memenuhi targe: pada Bulan juli
Agustus: Indsks Pemenuhan Hak Narsgidana memenuhi sergst pads Bulzn Agusius
Seprember: Indeks Pemenuhan Hak Narapidans memenuhi target pada Bulan
Seprember

Okzober : Indaks Pemenuhan Hak Narapidana memenuni sarge: pada Bulan Okeaber
November: Indeks Pemenuhan Hak Nerapidsna memenuhi target
Desamber: Indeks Pemenuhan Hak Narapidans memenuni target

Januari - Indeks Kebarnasilan Program Pembimbingan Kiien Pemasyarakatan
memenui target pads Bulan Januari

Februari:Indsks Keberhasilan Program Pembimbingsn Kien Pemasyarakstan
memenuni targst pada Bulan Februari

Maret: Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan memenuhi
carget pada Eulan Mares

April: Indaks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan memenuri
serget padz Bulzn Anril

Mt Indaiks Keberhasilan Program Pembimbingan Kiien Pemasyarakatan memenuni
sergetpads Bulzn Mel

Jun: Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Kiien Pemasyarakatan memenuhi
carget pada Bulsn Juni

Juli: Ingeks Keberhasilan Program Pembimbingan Kiien Pemasyarakatan memenuni
serget pads Bulen Jul

Agustus: Indsks Keberhasilan Program Pembimbingan Kiisn Pemasyarakatan
memenuni targst pada Bulan sgustus

Seprember: Indeks Keberhasilan Program Pembimbingsn Kiien Pemasysrakatan
memenuni target pada Bulan September

Okesber
November
Dessmber:

Januari- Indeks Pembinaan Khusus Ansk memenuh targe: pas Bulan Janusri
Februari: Indeks Fembinaan Khusus Anai memenuhi arget paa Eulan Februari
Maret: Indeks Pembinsan Khusus Anak memenuhi targst paa Bulsn Marst

April: Indeks Pembinaan Khusus Ansk memenuhi target paa Bulan April
Met: Indeis Pembinaan Khusus Anak memenuhi cargst pas Bulan Mei
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Nilai Indeks

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nilli Indeks

Nili Indeks

Wil In ke

Nilai Indeks

Nilsi Indeks

Nilsi Indeks

Nilai Indeks

Nili Indeks

Nilai Indeks

Nilli Indeks

Nili Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Jun Indgks Pambinzzn Knuzuz Ansk memsnuRi sarget paz Bulsn Juni

Juli: Ingeks Pembinaan Khusus Anak memenuni targst pas Bulan Jull
Agustus: Indeks Pembinaan Khusus Ansk memenuhi target paa Bulan Agustus
Seprember: Indeks Pembinazn Khusus Ansk memenuhi targst pas Bulan September

Okesber
November:
Desember:

Januari: Indeks Pengelolasn Basan Baran memenuhi target pada Bulan Janusri
FekrusriInssks Pengeleizzn Bazin Baran mamenuR target pada Bulsn Februsri
Maret: Indeks Pengelolaan Basan Baran memenuhi target pada Bulen Maret

April - Indeks Pengelolaan Basen Baran memenuhi target pads Bulan Aprl
Met: Indeis Pengelolaan asan Baran memenuhi target pada Bulan Mei
Juni: Indeks Pengelsiazn Bzsan Baran memenuni target paca Bulsn Juni

Juli: Ingeks Pengelalssn Basan Baran memenunitarget pads Bulan Jull
Agustus: Indsks Pengelolaan Basan Baran memenuhi target pada Bulan AgUSTuS
Seprember: Indeks Pengelolsan Basan Baran memenuni target pada Bulan September

Okzzkar
November
Desamber:

Januari: Indeks Felayanan Tahanan memenuhi target pada Bulan Januari
Februari: Indeks Pelayanan Tahanan memenuhi target pads Bulan Februari
Maret: Indeks Pelayanan Tshanan memenuhi targst pada Bulan Maret

April: Indeks Pelayanan Tahanan memenuhi cargs pada Bulan April
Met: Indeks Pelayanan Tahansn memenuhi target peda Sulan Mei
Jun: Indeks Pelayanan Tahanan memenuhi target pada Bulan Juni

Juli: Indeks Pelayansn Tahansn memenuhi targe: pada Bulan
Agustus: Indsks Pelayanan Tahanan memenuhi targe: pads Eulan Agustus
September: Indeks Pelayansn Tshanan memenuhi tarset pad Bulan September

Okzsber
November
Desember:

Januzri s Ingeks Kesmanan 3an Ketertlsan UPT Pamasyarzkatan memendh targs: padz
Bulan Janusri

Februsri: Indeks Keamanan dan Keterthan UFT Pemasyarakatan memenuhi cargst
pad Bulan Februari

Maret: Indeks Kesmanan dan Kessrriban UPT Pemasyarakstan memenuhi target pada
Bulzn Maret

Agril+Indaks Kesmanan dan Kesertinan UPT Pemasyarkatan memenun target pads
Bulzn April

Mgt Indeks Kesmanzn dan Keterinan UPT Femzsyarzkatan memenuni targst s2c
Bulan Mei

Jun: Indsks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuh targst pads
Bulan juni

Juli s Indeks Keamanzn dan Ketertisen UPT Pemasyaraketan memenuii target pads
Bulanul

Agustus: Indaks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi targss
padl Sulan Agusius

Seprember: Indeks Keamanan dan Ketertiban UFT Pemasyarakatan memenuni carget
Bad Bulan Septembsr

Okzsber : Indeks Keamanan dan Ketertinan UPT Pemasyarakatan memenun targes
pads Bulan Okzober

Mevamier: Indaks Kesmanan d2n Ketsrtiban UPT Pamasyarakaten memenuhi target
Desember: Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan memenuhi arget

Januari - Indeks penyelengzsrasn pemasysrskatan di wilsyah memenuhi tarest pads
Bulan Januari

Februzri Ingsks panyslengesrasn pamasyarakatan i wilsyan memenun tareet pade
Bulan Februari

Maret: Indgks wilzyzh get pada
Bulan Maret
April - Indeks penyelensesrasn pemasyarakatan o wilsysh memenuhi tsreet pads

Bulan April
Hiei Indeks penyelenzesraan pemasyarskatan di wilsysh memenuh szt pads Bulsn
Mei

Juni: Indeks diwilayah pada Bulan
Juni

Juli - Indeks diwilsyah pega Buan
Juii

Agustus: Indsks penyelengearasn pemasyarakziin i wilzyzh mamenuh sergt padz
Bulsn Agustus

Semmzmien nasks diwizyzn

pads Bulan September

Okeober : Indsks & carget

November: Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilsyah memenuhi carget
Desember: Indeks penyelenggarasn pemesyarakaizn d wilkyzh memenuh iarget

Januzri: Persentass manurunnya 12hEnan yang SvarsEying Memenun teret padz
Bulan januari

Februzri: Parsentase menurunnya tahanan yang SvarsEying memench tarzer pads
Bulan Februari

Mizrat Persantass mEnUrLAMYE TARSRER YENE SUSFEtaYing mEmenuRi trget B2t
Bulan Maret

April
Aprit
Mgl Perzentass menurunnys t2hanan yang Suerstaying memenuh tzrgst pads Buizn
Mei
Juni: Persantase menurunnya tahanan yang overssaying memenuhi target pada Bulan
Juni

Persentass menurunnys tahsnan yang overstaying memenuhi tarzst pads Bulsn

Juli - Bersentase menurunnys tshanan yang overstaying memenuhi tarest pads Bulan

Agustus: Persenizse MENLIITNYE TENANSN YENE SUSTEIENING MEmEnu| target B2tz
Bulsn Agustus

Seprember: F
Bulsn September

Unnya tahanan yang " pada

Okisber : Persentase menurunnye
Eulzn Oiober

November:

Desember:

"anan yang averstaying memenuhi target pada
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A.

LAPORAN
TENTANG
EVALUASI NILAI SMART KANTOR WILAYAH DAN UPT
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pendahuluan

1. Umum

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan atas suatu objek. Untuk mengukur tingkat keberhasilan
dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal, Kementerian Keuangan
sejak tahun 2014 telah menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU
dimaksud adalah Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. IKU
tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan
organisasi. Pada saat ini IKU tersebut kita kenal dengan nama IKU Persentase
Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA).

IKPA dan SMART merupakan dua tools yang dibuat dan dikembangkan
oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas dari Kkinerja
penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang
diimplementasikan secara nasional kepada seluruh kementerian/lembaga.
Dengan kombinasi nilai IKPA dan SMART sebagai capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), hal yang
perlu mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan
untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun
anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan RKA-K/L. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut
melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Namun,
seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja
anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam



rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran dengan melakukan pengukuran
dan evaluasi kinerja yang mencakup aspek implementasi, aspek manfaat, dan

aspek konteks.

. Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyajikan informasi tentang Laporan Evaluasi Nilai SMART selama Triwulan
IV Tahun Anggaran 2023 pada seluruh 35 (tiga puluh lima) satuan kerja di
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampung.

Tujuan

Memastikan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran telah
efektif dan efisien serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi
kendala/permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga
satuan kerja dapat mengoptimalkan capaian kinerja anggaran selama tahun
2023.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan evaluasi data capaian kinerja anggaran pada aplikasi
SMART adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Lampung.

. Dasar

a. Undang-undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Rl Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2018 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM,;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



Kegiatan yang Dilaksanakan

Sepanjang tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung dalam hal ini subbagian program dan pelaporan melakukan monitoring
dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART serta
pendampingan kepada satuan kerja agar memahami indikator-indikator pada
SMART dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai
optimal. Selanjutnya pada Triwulan IV TA 2023 ini, kegiatan monev dan
pendampingan terus dilakukan setiap bulannya untuk memastikan pengelolaan
dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran berjalan efektif danefisien. Adapun
proses penyusunan laporan evaluasi nilai SMART Triwulan IV TA 2023 pada
seluruh satuan kerja melalui tahapan menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi
data capaian kinerja anggaran 35 (tiga puluh lima) satuan kerja yang diperoleh
dari Aplikasi SMART.

Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran tingkat satuan kerja
meliputi 2 pengukuran yaitu Kinerja Penganggraran (Aspek Implementasi) yang
diperoleh dari nilai SMART dan kinerja pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari
nilai IKPA. Nilai kinerja anggaran ini ditetapkan sebesar 95% (pada akhir tahun
anggaran). Para penanggung jawab/operator telah melakukan pengisian Aplikasi
SMART melalui pelaporan capaian RO di Aplikasi SAKTI, sesuai dengan output
yang tercapai dan menjadi tolak ukur capaian kinerja selama Triwulan IV TA
2023. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan,
diperoleh data bahwa masih terdapat satuan kerja yang nilai SMART dibawah 50
atau sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya,
sehingga mempengaruhi nilai kinerja SMART. Monitoring dan evaluasi akan terus
dilakukan agar satuan kerja mampu meraih target yang ditentukan (nilai optimal)

pada akhir Semester II. Berikut hasil capaian nilai SMART seluruh satuan kerja:



Milai Smart Triwulan IV Tahun 2023

B Nilai > 90 (Sangat Baik)
Nilai 80-90 (Baik)

B Nilai 60-80 (Cukup)

M Nilai 50-60 (Kurang)

B Nilai <50 (Sangat Kurang)




LAPAS KELAS IIA KALIANDA 95.11 79.85 99.31 16.99 92.47

KANWIL-SEKRETARIAT JENDERAL 93.31 85.09 98.28 14.14 85.36

RUPBASAN KELAS | BANDAR LAMPUNG 92.05 85.79 98.35 97.16 12.95 82.38

BAPAS KELAS Il KOTABUMI 90.84 88.63 93.78 99.06 10.88

KANIM KELAS 11l NON TPI KALIANDA 89.84 73.28 95.84 84.34

KANIM KELAS | TPl BANDAR LAMPUNG 89.19 84.06 99.51 89.27 13.69 84.23

KANWIL-BPHN 87.12 88.34 98.76 95.07 67.19

LAPAS KELAS | BANDAR LAMPUNG 87.01 96.93 68.13

KANWIL-DITJEN IMIGRASI 83.74 81.34 98.12 62.24

KANWIL-BALITBANG HAM (BSK) 71.68 87.84 97.63 81.65 -6.19 34.53

BAPAS KELAS Il PRINGSEWU 58.84 86.26 10.14 75.35

LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH 55.01 88.81 99.72 23.24 63.41

1126 KANIM KELAS Il NON TPI KOTABUMI 52.04 76.03 98.06 63.72




1728 RUPBASAN KELAS Il METRO 39.14 81.49 99.82 30.05

-————--_
LAPAS KELAS IIA KOTABUMI 34.49 88.74 99.38 17.93

-————--_

1132 RUTAN KELAS IIB KOTABUMI 28.62 86.91 99.93

-————--_
I3 RUTAN KELAS 1IB KRUI 28.25 98.81

Sumber: https://smart.kemenkeu.go.id/

Tabel.1 Hasil Capaian Nilai SMART Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023



Nilai kinerja anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya
tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART
merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan
rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output (CRO) (bobot 43,5%) dilakukan dengan menghitung
rata- rata ukur secara geometrik dari perkalian antara perbandingan realisasi
dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometrik
perbandingan antara capaian dan target indikator, dari 35 satker sebanyak 4
satker yang memperoleh nilai CRO <10% sedangkan nilai tertinggi ada satker
yaitu Rupbasan Kotabumi, LPKA Bandar Lampung, Bapas Metro, Kanwil-Ditjen
Kl, dan Kanwil-Ditjen HAM dengan nilai capaian RO sebesar 100%.

2. Efisiensi (bobot 28,6%) dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari
selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan
realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran
keluaran dengan capaian keluaran. Terdapat 2 (dua) satuan kerja yang
memperoleh nilai efisiensi 100%, namun sebanyak 11 (sebelas) satker
memperoleh nilai efisinesi terendah yaitu 0%. Meningkatkan nilai efisiensi dapat
dilakukan dengan meningkatkan capaian volume output dan/atau capaian IKK
(melebihi target) atau dengan menambah sisa anggaran (dengan syarat target
volum keluaran dan IKK tercapai). Apabila opsi menambah capaian volume
output dan/atau capaian IKK tidak dapat dilakukan, maka nilai efisiensi hanya
dapat ditingkatkan dengan menambah sisa anggaran. Penambahan sisa
anggaran berarti harus mengondisikan realisasi anggaran lebih rendah lagi;

3. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan (bobot 18,29%)
dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil
pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi
anggaran dan rencana penarikan dana komulatif. Pada variabel ini hampir
seluruh satuan kerja memperoleh nilai >70% hanya 1 (satu) satuan kerja yang
nilai <70% yaitu LPKA Kelas Il Bandar Lampung;

4. Penyerapan anggaran (bobot 9,7%) diukur dengan membandingkan antara
realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Pada Triwulan 1V, realisasi
anggaran terdapat 2 (dua) satker yang sudah diatas 90%, tetapi masih terdapat
ada 4 (empat) satker yang masih dibawah 80%. Seluruh satker segera
melakukan Monitoring dan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan

anggaran agar realisasi/penyerapan anggaran dapat mencapai nilai optimal.
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Simpulan dan Saran

RATA-RATA NILAI SMART

FEMYERAFPAM KOMSISTEMSI CRO EFISIEMSI MILAI SMART

Perolehan nilai rata-rata kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Triwulan IV tahun 2023 adalah
68.91% dengan kategori cukup. Perolehan nilai tersebut masih belum optimal,
namun nilai tersebut telah meningkat dari Nilai pada Triwulan Il Yaitu 62.71%.
Monitoring dan evaluasi pengisian capaian pada aplikasi SMART pada seluruh
satuan kerja harus terus dilakukan secara berkelanjutan selama tahun 2023 untuk
merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan nilai SMART serta perolehan
nilai optimal (minimal 95%) pada akhir tahun 2023. Adapun upaya perbaikan
utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal
dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola
keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran. Kedepannya bisa dipertimbangkan pemberian
penghargaan satker berprestasi dengan capaian realisasi anggaran, SMART dan
IKPA Tahun Anggaran 2023.



E.

Penutup
Demikian laporan evaluasi nilai SMART Triwulan IV tahun 2023 ini dibuat
sebagai data dukung pemenuhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Lampung.

Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2023

Kepala Divisi Administrasi,

<#KUMHAMPASTI

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

https-ifibsre bssn.go. idverfikasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
JI. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG
Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060
PENGAYOMAN Laman : https://lampung.kemenkumham.go.id

LAPORAN
TENTANG
E-MONEV BAPPENAS KANTOR WILAYAH DAN UPT
TRIWULAN IV TAHUN 2023
A. Pendahuluan
1. Umum

Bahwa untuk mencapai suatu tingkatan kinerja yang diinginkan dengan sumber
daya yang tersedia, perencanaan pembangunan mempunyai empat tahapan yaitu,
penyusunan rencana, penetapan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan.
Bappenas telah mengembangkan aplikasi pelaporan dan pemantauan yang diberi
nama E-monev untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan
hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. E-monev Bappenas berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006. Dalam aplikasi E-monev Bappenas
menyampaikan tentang cara memantau kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan
dengan baik dan mengevaluasi kinerja kegiatan yang dilakukan agar lebih
bermanfaat.

Mengharapkan agar laporan terkait dengan progres kegiatan yang dilakukan
dapat langsung diunggah ke dalam aplikasi E-monev Bappenas untuk
mempermudah dalam proses pemantauan. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat
mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan dan juga mengambil langkah-
langkah apabila terjadi keterlambatan.

Aplikasi E-Monev Bappenas menekankan pada pelaporan data pelaksanaan
Renja K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi.
Penginputan Data terbagi oleh beberapa user, yaitu user K8 (Satker), user K5
(Direktorat) dan user K4 (Eselon 1). Adapun data yang diinput dilevel Komponen,

RO, dan Indikator Kinerja.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud
Menyajikan informasi tentang Laporan E-Monev selama Triwulan IV Tahun 2023
pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Lampung.


https://lampung.kemenkumham.go.id/

Tujuan pelaksanaan E-Monev Bappenas adalah :

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara
triwulanan.

b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan pelaksanaan
rencana pembangunan secara tahunan.

c. Memberikan masukan bagi penyusunan program / kegiatan tahun berikutnya.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan evaluasi data capaian kinerja anggaran pada aplikasi E-
Monev Bappenas adalah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

4. Dasar

a. Undang-undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Rl Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas merupakan hal yang sangat penting
untuk dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
program pemerintah dan pentingnya dalam melakukan penginputan data dengan
benar dan tepat waktu. Bahwa pelaporan/penginputan pada aplikasi E-monev
Bappenas sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan
memastikan keberhasilan program pemerintah. Subbagian Program dan Pelaporan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melakukan
pendampingan kepada operator Satuan Kerja dalam melakukan penginputan ke
aplikasi e-Monev Bappenas dengan tepat dan akurat, sehingga pelaporan Triwulan
IV Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan disampaikan.



C. Hasil yang Dicapai

Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung telah melakukan monitoring input data e-Monev (Elektronik Monitoring dan
Evaluasi) Bappenas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Lampung. Dalam periode Oktober hingga November 2023, seluruh Satuan Kerja
telah menginput dengan lengkap capaian realisasi anggaran ke aplikasi Bappenas.
Proses input data e-Monev Bappenas merupakan langkah penting dalam memantau
dan mengevaluasi capaian realisasi anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam monitoring input data e-Monev Bappenas seluruh satuan kerja di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, telah menginput capaian
realisasi anggaran secara lengkap ke aplikasi Bappenas sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam menjalankan tugas
dengan integritas dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menginput capaian realisasi
anggaran ke aplikasi e-Monev Bappenas menegaskan komitmen dalam menerapkan
prinsip akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang baik sebagai instansi

pemerintah.



DATA SATKER PENGINPUTAN E-MONEV BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2023
A. DATA KOMPONEN

1. | Sekretariat Jenderal 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. | Ditjen Pemasyarakatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3. | Ditjen Imigrasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. | Ditjen AHU 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. | Ditjen Kekayaan Intelektual 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6. | Ditien HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7. | Balitbang HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8. | Ditjen PP 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. | BPHN 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10. | Lapas Kelas | Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11. | Lapas Khusus Narkotika 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12. | Lapas Perempuan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13. | Lapas Kelas IIA Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. | Lapas Kelas IIA Kalianda 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15. | Lapas Kelas IIA Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16. | Lapas Kelas 1B Kota Agung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17. | Lapas Kelas [IB Way Kanan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%




18. | Lapas Kelas IIB Gunung Sugih 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19. | LPKA Kelas Il Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20. | Rutan Kelas | Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21. | Rutan Kelas IIB Menggala 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22. | Rutan Kelas IIB Krui 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23. | Rutan Kelas 1IB Sukadana 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24. | Rutan Kelas IIB Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25. | Rutan Kelas IIB Kota Agung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
26. | Bapas Kelas Il Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
27. | Bapas Kelas Il Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
28. | Bapas Kelas Il Pringsewu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
29. | Bapas Kelas Il Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
30. | Rupbasan Kelas | Bandar Lampung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. | Rupbasan Kelas Il Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
32. | Rupbasan Kelas Il Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
33, E;‘r?]mrfge'as | TPI Bandar 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
34. | Kanim Kelas Il Non TPI Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35. | Kanim Kelas Il Non TPI Kalianda 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Sumber : https://e-monev.bappenas.go.id/



https://e-monev.bappenas.go.id/

B. DATA RINCIAN OUTPUT

1. | Sekretariat Jenderal 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. | Ditjen Pemasyarakatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3. | Ditjen Imigrasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. | Ditjen AHU 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. | Ditjen Kekayaan Intelektual 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6. | Ditien HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7. | Balitbang HAM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8. | Ditjen PP 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. | BPHN 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10. | Lapas Kelas | Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11. | Lapas Khusus Narkotika 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12. | Lapas Perempuan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13. | Lapas Kelas IIA Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. | Lapas Kelas IIA Kalianda 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15. | Lapas Kelas IIA Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16. | Lapas Kelas IIB Kota Agung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17. | Lapas Kelas IIB Way Kanan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18. | Lapas Kelas IIB Gunung Sugih 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%




19. | LPKA Kelas Il Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20. | Rutan Kelas | Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21. | Rutan Kelas 1IB Menggala 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22. | Rutan Kelas IIB Krui 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23. | Rutan Kelas 1B Sukadana 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24. | Rutan Kelas IIB Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25. | Rutan Kelas IIB Kota Agung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
26. | Bapas Kelas Il Bandar Lampung 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
27. | Bapas Kelas Il Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
28. | Bapas Kelas Il Pringsewu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
29. | Bapas Kelas Il Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
30. | Rupbasan Kelas | Bandar Lampung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. | Rupbasan Kelas Il Metro 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
32. | Rupbasan Kelas Il Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
33, E::qigl‘”fge'as | TPI Bandar 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
34. | Kanim Kelas Il Non TPl Kotabumi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35. | Kanim Kelas Il Non TPI Kalianda 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Sumber : https://e-monev.bappenas.go.id/



https://e-monev.bappenas.go.id/

D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan kegiatan monitoring yang dilakukan untuk Triwulan IV (empat) Tahun
2023 telah mengumpulkan hasil Penginputan E-Monev Bappenas adalah sebagai
berikut:

1. Untuk penginputan pada seluruh Satuan Kerja setiap bulan telah dilaksanakan
sampai dengan 100%.

2. Secara umum kendala yang dihadapi semua satuan Kerja antara lain : masih
terdapatnya permasalahan dalam login E-Monev Bappenas, persentase
layanan masih kecil maka tidak dapat menginput progress capaian fisik
layanan, dan belum tersedia nya fitur hapus dalam penginputan detail Data
Komponen, serta perubahan revisi DIPA pada aplikasi Monev BAppenas
belum menyesuaikan dengan revisi terbaru.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas di satuan kerja terkait pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan;

4. Mohon dapat diterbitkan buku pedoman dalam penginputan agar satuan kerja
dalam menginput agar dapat menjelaskan secara lengkap setiap tahanan

dalam menggunakan aplikasi.

E. Penutup
Demikian laporan E-Monev Bappenas Triwulan IV Tahun 2023 ini dibuat
sebagai data dukung pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Dibuat di Bandar Lampung
pada tanggal 27 November 2023

Kepala Divisi Administrasi,

<#KUMHAMPASTI

M. Ikmal Idrus
NIP. 196903182003121002

https-ifbsre bssn.go.idfverifikasi
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